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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

) Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

-« Ba b Be

& Ta t Te

& S § es (dengan titik di atas)

z Jim ] Je

z H h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha kh ka dan ha

2 Dal d De

3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)

B) Ra r Er

B Zai z Zet

o Sin s Es

b Syin sy es dan ye
U Sad s es (dengan titik di bawah)
U Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
& 'ain ¢ apostrof terbalik

't Gain g Ge

) Fa f Ef

K) Qaf q Qi

| Kaf k Ka

J Lam 1 El

N Mim m Em

O Nun n En

9 Wau w We

A Ha h Ha

e Hamzah ' Apostrof

) Ya y Ye

viii



X

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a A
] Kasrah i I
1 dammah u U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
o fathah dan ya' ai adani
» fathah dan wau au adanu
Contoh:
“—“:‘S . kaifa
Jﬁ : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
S| . fathah dan alif atau ya' A a dan garis di atas
= kasrah dan ya' I i dan garis di atas
¢ dammah dan wau U u dan garis di atas

9




Contoh:
G| : mata
(52‘ ) :rama
Ja gila
{0 o -
Cisan yamiitu

4. Ta' marbitah
Transliterasi untuk ¢@" marbiitah ada dua, yaitu: @' marbiitah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ¢@' marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbiitah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

d\ﬁlﬂy‘ :\-&ajj : raudah al-atfal
‘ﬁ-\dtﬁl\ A3l . al-madinah al-fadilah
A8l : al- hikmah

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

peerulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

L‘:,) s rabbana
1-\,-.\3-’ : najjainda
G alhagy
eﬁ :nu'‘ima

g c 2 ‘aduwwun
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Jika huruf & ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ((s2), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1. Contoh:

e : ‘Alt (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
Z;’)b : ‘Arabi ('Arabiyy atau 'Araby)
6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf JI
(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia dikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
qgamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang langsung
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:
L’)....Zi'ﬁ\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
‘UJSM : al-zalzalah (az-zalzalah)
Aanda] : al-falsafah
3L - al-biladu
7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:
0328 g muriina (bukan asy-syamsu)
’&}‘M s al-nau’

e : syai’'un

, 8
Cd .
‘—’,)*9‘ T umirtu
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8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari a/-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari salah satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh.
9. Lafz al-Jalalah ()
Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh: 4 (s> dinullah 4% billah.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swit. = subhanahii wa ta ‘ala
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
as = ‘alaihi al-salam
H = Hijrah
= Masehi
1 = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = Wafat tahun
QS ../ ....4 = QS al-Bagarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran /3: 4

HR = Hadis Riwayat.
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ABSTRAK

Usman Senong, 2020. "Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat
Nikah di Pengadilan Agama Makale". Tesis Program Studi Hukum
Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing
oleh Takdir dan Kartini.

Tesis ini membahas tentang Implementasi Norma Hukum dalam
Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale. Permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ialah tentang penanganan perkara permohonan isbat nikah,
penerapan norma fikih munakahat dan norma yuridis dalam penetapan isbat nikah
dan korelasi penangan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dengan
upaya mencegah dan menekan angka perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini
bertujuan: Untuk menganalisis dan mengetahui penanganan perkara isbat nikah di
Pengadilan Agama Makale, menganalisis dan mengetahui penerapan norma
hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Makale dalam memeriksa dan
menetapkan perkara isbat nikah. Menganalisis dan mengungkapkan penerapan
pertimbangan hukum dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan
isbat nikah di Pengadilan Agama Makale sebagai upaya mencegah dan menekan
angka perkawinan tidak tercatat guna pencapaian fungsi dan tujuan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis
normatif, yuridis normatif dan sosiologis. Penelitian mengambil lokasi di
Pengadilan Agama Makale dimulai dari tanggal 30 Juli s.d. 4 Agustus 2020.
Sumber data penelitian ini adalah dokumen penetapan isbat nikah di Pengadilan
Agama Makale tahun 2016 s.d. tahun 2019, Hakim Pengadilan Agama Makale
dan dokumen-dokumen sumber sekunder lainnya. Pengambilan data dilakukan
dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu
penelitian kualitatif. Data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal
yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan pokok
masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penanganan perkara isbat nikah
di Pengadilan Agama Makale sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Secara umum proses penyelesaian perkara permohonan isbat nikah sangat mudah,
dan sangat ditentukan oleh kesungguhan pemohon dalam membuktikan dalil
permohonannya. 2) Norma hukum, tidak terimplementasi dengan baik dan benar
dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale. 3) Kualitas penetapan
isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, kurang memperhatikan aspek keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tidak dapat diharapkan untuk
mencegah dan menekan terjadinya perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat
di masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Norma, Isbat.
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ABSTRACT

Usman Senong, 2020. "Implementation of Legal Norms in Establishing Marriage
Isbat at the Makale Religious Court”. Thesis Islamic Law Study
Program, Post Graduate of Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Supervised by Takdir dan Kartini.

This thesis discusses the implementation of legal norms in determining
marriage in the Makale Religious Court. The problems raised in the study are
about the handling of marriage isbat application matters, the application of
munakahat jurisprudence norms and juridical norms in the determination of
marriage isbat and the correlation of marriage isbat handling matters in the
Makale Religious Court in an effort to prevent and suppress unrecorded marriage
figures. The purposes of this study were: To analyze and know the handling of
marriage isbat cases in the Makale Religious Court. Analyze and know the
application of legal norms by judges in the Makale Religious Court in examining
and determining the matter of marriage isbat. Analyze and express the application
of legal considerations in examining and resolving the case of marriage isbat
application in the Makale Religious Court in an effort to prevent and suppress the
number of unregistered marriages in order to achieve legal functions and
purposes.

The type of this research was a qualitative research with normative
theological approaches, normative jurists and sociologists. The investigation took
place at the Makale Religious Court starting from July 30 up to August 4, 2020.
The sources of this research data were the document determining the marriage
isbat in the Makale Religious Court in 2016 up to 2019, Makale Religious Court
Judge and other secondary source documents. Data collection was done with
documentation, interview and observation techniques. The data analysis technique
used in this study was in accordance with this type of research, namely qualitative
research. The data obtained were reduced, summarized, selected the main points
and focused on the important things in accordance with the main problem under
study.

The results show that: 1) The handling of marriage isbat case in the Makale
Religious Court in accordance with the guidelines that have been set. In general,
the process of resolving the matter of marriage isbat application is very simple,
and is very determined by the seriousness of the applicant in proving the proof of
his application. 2) Legal norms, not implemented properly and correctly in the
determination of marriage isbat in the Makale Religious Court. 3) The quality of
the determination of marriage isbat in the Makale Religious Court, not paying
attention to the aspects of justice, benefits and legal certainty so that it can not be
expected to prevent and suppress the occurrence of serial marriages or
unregistered marriages in society.

Keywords: Implementation, Norms, Isbat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isbat nikah dalam khasanah keilmuan, merupakan suatu persoalan yang
selalu menarik dan aktual untuk dibahas dan dikaji baik melalui perdebatan atau
diskusi maupun melalui tulisan. Faktor yang membuat isbat nikah selalu menarik
untuk dibicarakan dan diperdebatkan ialah karena isbat nikah terkait dengan
banyak aspek, di antaranya ialah: aspek hukum, aspek sosiologis, aspek
kemanusian, dan aspek ekonomi. Ditinjau dari aspek hukum, isbat nikah masih
terkait dengan banyak aspek hukum, antara lain: hukum Islam, hukum
administrasi, hukum perdata materiil, hukum perdata formil, bahkan tidak terlepas
dari persoalan isbat nikah, perbincangan tentang aspek hukum pidana.

Kajian tentang isbat nikah selalu diawali dari persoalan pencatatan
perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia merupakan salah satu aspek hukum administrasi negara. Perkawinan di
Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan persoalan administrasi negara, yaitu
terkait dengan pendaftaran dan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh
pejabat administrasi yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah untuk itu. Suatu
perkawinan akan memiliki legalitas hukum apabila ia dicatatkan pada dan oleh
petugas atau Pegawai Pencatat Nikah.'

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan, "perkawinan adalah sah, apabila

'Siska Lis Sulistiani,  "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi
Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia", Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam,
Volume 1 No. 2 (Oktober 2018), 44. DOI: https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103.




dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".”

Perkawinan yang sah bagi umat Islam menurut Pasal tersebut adalah perkawinan
yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama
Islam. Kata "hukum masing-masing agamanya" memberi batasan dan pemahaman
bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan
atas dan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ditetapkan berlaku dalam satu
keyakinan agama yang dianut oleh kedua mempelai,” sehingga apabila terjadi ada
kehendak perkawinan dari dua calon mempelai yang berbeda keyakinan maka
kehendak perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan diatur bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku".* Pasal ini jelas menegaskan
kawajiban mencatatkan perkawinan bagi warga negara Indonesia. Kewajiban
pencatatan perkawinan sebelum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 sesungguhnya telah diberlakukan sejak tahun 1946 melalui Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954

tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam
Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 43.

*Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum
Adat Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 26.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam
Departemen Agama RI, Pedoman, 43. Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan point 4 huruf b menyatakan ".....tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut
peraturan perundang-udangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya
dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,
kematian yang dinyatakan dalam surat-surat ...". Departemen Agama RI, Pedoman, 64.



Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar
Jawa dan Madura.

Setelah berlakunya berbagai aturan perundang-undangan tentang
perkawinan tersebut, maka idealitas hukum sesungguhnya menghendaki tidak ada
lagi perkawinan yang terjadi tidak di bawah pengawasan dan tidak dicatat oleh
pegawai pencatat nikah. Namun dalam realitas kehidupan masyarakat, masih
banyak dijumpai perkawinan yang tidak sesuai dengan kehendak peraturan
perundang-undangan. Perkawinan semacam itu biasa dikenal dengan istilah
perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. Perkawinan siri cenderung
dijadikan 'jalan pintas' bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang
mengalami kendala syarat dan prosedur pendaftaran pencatatan nikah secara resmi
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perkawinan yang
tidak tercatat tidak memiliki legalitas hukum, oleh karena itu ketika terjadi
masalah dalam rumah tangga, salah satu atau masing-masing pihak tidak dapat
melakukan upaya hukum untuk melindungi hak masing-masing.” Sebagai solusi
bagi mereka para pelaku perkawinan siri dan sebagai bentuk perlindungan hukum
terhadap mereka yang rentan dirugikan dari perkawinan yang tidak tercatat itu,
negara memberi jalan keluar yaitu dibukanya kemungkinan untuk mengajukan
permohonan pengesahan perkawinan / isbat nikah ke pengadilan agama, tentu

dengan keharusan memenuhi ketentuan yang berlaku baik itu ketentuan dalam

hukum fikih Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

’Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah
Terhadap Kompilasi Hukum Islam)", Jurnal al-'Adl, Volume 11 No. 2 (Juli 2018), 37-38
DOI: http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248.




Ketentuan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yang
isinya sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat
oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.°

Berdasakan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat
dipahami bahwa pembuktian adanya sebuah perkawinan adalah dengan akta
nikah. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah atau buku
nikah, pembuktiannya melalui isbat nikah ke pengadilan agama. Ketentuan pada
ayat (2) dan ayat (3) di atas menjadi rujukan dalam menerima permohonan isbat
nikah bagi pengadilan agama di seluruh Indonesia.

Angka perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri di tengah
masyarakat sulit diketahui secara riil. Ukuran besaran angka perkawinan tidak
tercatat yang terjadi, gambarannya hanya dapat diketahui melalui jumlah perkara
permohonan pengesahan perkawinan / isbat nikah di pengadilan agama. Merujuk
pada data Pengadilan Agama Makale misalnya, dengan berdasarkan data pada
Direktori Putusan yang diakses melalui website Mahkamah Agung Republik

Indonesia diketahui bahwa angka penangan perkara permohonan isbat nikah di

6Departemen Agama RI., Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991: Kompilasi Hukum
Islam, (tt: tp., 2000), 15-16.



Pengadilan Agama Makale ternyata cukup tinggi. Gambaran tingginya angka
perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dapat dilihat
melalui angka penetapan dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun
2019 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Putusan / Penetapan PA Makale dan Penetapan Perkara
Permohonan Isbat Nikah Tahun 2016 s.d. 2019

No. Tahun Jumiah Butusani/ Isbat Nikah Presentase
Penetapan
1 2016 92 40 43,5
2. 2017 74 14 18,9
3. 2018 90 30 33,3
4 2019 105 32 30,5
Jumlah 361 116 32,1

Sumber: Diolah dari data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
http://putusan.mahkamahagung.go.id. (20 Januari 2020).

Gambaran angka-angka dalam data Table 1.1 di atas menunjukkan
tingginya angka perkawinan tidak tercatat di masyarakat khususnya dalam
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, meskipun angka tersebut tentu
bukanlah angka riil. Menurut Sartini dan kawan-kawan, dalam Jurnal Legalitas
bahwa perbandingan antara jumlah perkawinan tidak tercatat yang diajukan
permohonan pengesahannya ke pengadilan agama jika dibandingkan dengan
angka riil adalah ibarat sebuah bangunan piramida, dimana yang muncul
mengajukan permohonan hanya sebagian kecil, sedangkan yang masih
mengambang di tengah-tengah masyarakat jauh lebih besar.’

Menurut M. Yusuf, pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat yang

terjadi dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Sartini, Abdul Bari Azed dan Suzanalisa, "Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif
Hukum Pidana", Jurnal Legalitas, Volume VIII, Nomor 1, (Juni 2016), 13.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v8il .88.




a. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua
kedua pihak atau salah satu pihak.

b. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.

c. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi
dan secara sosial.

d. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang
hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

e. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur
administrasi yang berbelit-belit.

f. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya
salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) untuk
memperoleh keabsahan pernikahannya.®

Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Soe, dalam tulisannya
mengemukakan beberapa alasan dalam pengajuan isbat nikah yang biasa
ditemukan di lapangan, antara lain:

a. Karena kelalaian dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang
ditugaskan di tingkat kelurahan yang tidak melaporkan perkawinan yang
mereka laksanakan ke PPN pada KUA Kecamatan, meskipun mereka telah
memenuhi persyaratan administrasi.

b. Karena sesuatu dan lain hal sepasang calon mempelai bersama walinya
memaksakan diri untuk dinikahkan oleh / di hadapan seorang ulama atau
seorang mantan Pembantu PPN.

c. Karena penolakan PPN untuk melaksanakan perkawinan dan pencatatan
perkawinan terhadap pasangan yang sudah mendaftarkan diri ke PPN KUA
Kecamatan disebabkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan, sehingga
mereka menghadap ke ulama untuk menikahkannya.

d. Keterbatasan biaya para pemohon sehingga tidak mencatatkan
perkawinannya.

e. Kurangnya pemahaman para pemohon tentang pentingnya pencatatan
perkawinan sehingga mereka melangsung perkawinan di bawah tangan.

f. Luputnya pemantauan PPN atau Pembantu PPN yang berada di desa-desa
atau kampung.

g. Masalah adat antara keluarga (mempelai laki-laki dan perempuan)
sehingga para pemohon tetap melangsungkan perkawinan di bawah tangan.
h. Sulitnya medan yang harus ditempuh para pemohon untuk datang
mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. ’

M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", Jurnal At-Taujih,
Volume, 2 Nomor 2, (Juli-Desember 2019), 103. DOI: http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530.

9Syamsul Bahri, "Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah", 03 Oktober 2019, 3-4.,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel.




Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa upaya mempermudah
prosedur, syarat dan biaya pencatatan perkawinan melalui berbagai regulasi yang
disertai upaya sosialisasi, serta pemenuhan sarana dan pembangunan inprastruktur
yang telah dilakukan oleh pemerintah, ternyata tidak efektif.

Benteng terakhir yang diharapkan untuk mewujudkan efektifitas hukum
pencatatan perkawinan, adalah pada pengadilan agama. Penanganan perkara
permohonan pengesahan perkawinan / isbat nikah di pengadilan agama apabila
dilaksanakan secara ketat dengan menerapkan norma hukum perkawinan yang
berlaku, diharapkan dapat meminimalisir angka perkawinan tidak tercatat.
Perkawinan tidak tercatat yang terindikasi sengaja melanggar aturan hukum yang
berlaku, mestinya tidak dapat disahkan, demikian pula terhadap perkawinan yang
tidak memenuhi ketentuan materiil hukum perkawinan yang berlaku. Pengajuan
alasan-alasan tidak mencatatkan perkawinan oleh mereka yang memohonkan
pengesahan perkawinan ke pengadilan agama tidak lagi relevan dengan realitas
kehidupan bangsa Indonesia.

Realitas penanganan perkara isbat nikah di pengadilan agama saat ini
cenderung kontraproduktif terhadap aturan penerapan sanski yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan hukum tersebut menghendaki penjatuhan sanksi bagi
pelanggaran terhadap aturan pencatatan perkawinan, baik oleh mereka yang
melakukan maupun bagi mereka yang melayani pelaksanaannya. Oleh karena itu,
untuk mewujudkan idealitas hukum perkawinan di Indonesia, maka diperlukan

perubahan paradigma penangan perkara permohonan pengesahan perkawinan di



pengadilan agama. Ketentuan hukum yang telah ditetapkan harus ditegakkan
dengan baik pada seluruh aspeknya, langkah transpormatif perlu ditempuh untuk
menjawab problematika hukum pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mencoba mengkaji dan mengulas lebih
lanjut tentang permasalahan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dengan
memilih judul penelitian "Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat
Nikah di Pengadilan Agama Makale ". Judul ini menjadi entry point bagi Penulis
untuk mengkaji lebih dalam tentang problematika pencatatan perkawinan dan

isbat nikah.

B. Batasan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, Penulis menetapkan batasan
masalah dalam tulisan ini pada bahasan tentang penanganan perkara permohonan
isbat nikah, penerapan norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata dalam
penetapan isbat nikah dan korelasi penangan perkara isbat nikah di Pengadilan
Agama Makale dengan upaya mencegah dan menekan angka perkawinan tidak

tercatat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada wuraian dalam latar belakang di atas, Penulis
merumuskan masalah dalam tulisan ini yaitu:
1. Bagaimana penanganan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan

Agama Makale?



2. Bagaimana penerapan norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata
dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale?
3. Bagaimana penanganan perkara isbat nikah mencegah dan menekan angka

perkawinan yang tidak tercatat?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui / menguji
sesuai tidaknya proses penanganan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama
Makale sampai ditetapkannya sebagai suatu penetapan, dengan norma hukum
perkawinan dan hukum acara perdata yang berlaku.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui penanganan perkara isbat nikah di
Pengadilan Agama Makale.

2. Menganalisis dan mengetahui penerapan norma hukum perkawinan dan
hukum acara perdata oleh hakim di Pengadilan Agama Makale dalam memeriksa
dan menetapkan perkara isbat nikah.

3. Menganalisis dan mengungkapkan penerapan pertimbangan hukum dalam
memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan
Agama Makale sebagai upaya menekan angka perkawinan tidak tercatat guna

pencapaian fungsi dan tujuan hukum.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, penelitian ini tentu diharapkan dapat

memberi manfaat dan kontribusi pemikiran di bidang pembangunan hukum, baik
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hukum Islam maupun hukum positif khususnya dalam bidang perkawinan dan
demikian pula dalam kehidupan sosial kemasyarakatan baik manfaat akademik
maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan
ilmiah bagi Penulis dan memberi kontribusi ilmiah bagi pengembangan keilmuan
secara umum dan ilmu-ilmu keislaman secara khusus dan lebih khusus lagi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan hukum perkawinan Islam.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah kajian
yang bermanfaat untuk:

a. Memperkaya khazanah literatur Islam, khususnya literatur hukum Islam pada
Institut Agama Islam Negeri Palopo;

b. Memberi kontribusi yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem
solving) implementasi hukum pencatatan perkawinan dan isbat nikah.

c. Menjadi rujukan bagi para peneliti yang tertarik mengembangkan kajian
hukum Islam khususnya terkait isbat nikah.

d. Menjadi masukan pertimbangan bagi hakim-hakim pengadilan agama dalam
menangani perkara khusunya terkait dengan permohonan isbat nikah.

e. Menjadi masukan bagi Kementerian Agama khususnya jajaran Direktorat

Jenderal Bimas Islam dalam menangani permasalahan pencatatan nikah.
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KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian tentang isbat nikah dalam berbagai varian tema sesungguhnya telah
banyak dilakukan dan menghasilkan banyak karya tulis ilmiah dengan fokus dan
tinjauan yang beragam. Berbagai karya tulis ilmiah hasil penelitian tersebut ada
dalam bentuk skripsi, jurnal ilmiah, tesis, maupun disertasi menunjukkan bahwa
kajian tentang isbat nikah memiliki problematika dalam banyak aspek yang
menarik dan belum tuntas dikaji. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh
Penulis terhadap berbagai hasil penelitian, ditemukan beberapa karya tulis yang
memiliki relevansi dengan judul tesis ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Disertasi dengan judul Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut
Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan
Persfektif Fikih) karya Mukhtaruddin Bahrum. Penulis disertasi tersebut
menyoroti tentang pembatasan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.
Perintah pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun
1974 pasal 2 ayat (2) dianggap kurang mampu membendung perkawinan siri.'
Oleh karena itu Mukhtaruddin menyarankan adanya perubahan terhadap regulasi
perkawinan terutama terkait isbat nikah.

2. Tesis dengan judul Praktik Isbat Nikah Massal Pasangan Suami Isteri

Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara)

'Mukhtaruddin Badrum, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi
Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Persfektif Fikih)”, Disertasi
Doktor, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), 255-256.

11
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karya Yenni Gianita yang fokus pada bahasan isbat nikah sebagai suatu upaya
legalisasi terhadap pasangan suami isteri tanpa akta nikah.”

3. Tesis dengan judul Kritik Konstruktif Terhadap Alat Bukti dalam Isbat
Nikah, karya Najmuddin. Fokus bahasan dalam tesis tersebut adalah mengenai
alat bukti yang pada umumnya diajukan oleh para pemohon isbat nikah dan
diterima serta dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam proses
pemeriksaan dan dalam penetapan akhirnya.’

4. Jurnal ilmiah dengan judul "Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah
Pendekatan Maslahah", karya Sudirman dan Iskandar. Penulis dalam ulasan jurnal
ini menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dikaitkan dengan konsep
maslahah.*

Terhadap penelitian terdahulu yang relevan tersebut di atas, Penulis dapat
memetakan kecenderungan kajian masing-masing sebagai berikut:

Disertasi yang ditulis oleh Mukhtaruddin Bahrum lebih bersipat fikih
oriented, dan mengenyampingkan asas maslahat dan asas kemanfaatan hukum.
Mukhtaruddin menginginkan isbat nikah dijadikan alternatif pencatatan
perkawinan.

Tesis karya Yenni Gianita memberi gambaran tentang hasil pelaksanaan
isbat nikah, terutama isbat nikah massal dalam mengurangi angka perkawinan

tidak tercatat di lokasi penelitiannya.

*Yenni Gianita, “Praktik Isbat Nikah Massal Pasangan Suami Isteri Tanpa Akta Nikah
(Studi Kasus Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara)”, Tesis Magister, (Palopo: Institut
Agama Islam Negeri Palopo, 2017), 81-128.

’Najmuddin, “Kritik Konstruktif Terhadap Alat Bukti dalam Isbat Nikah”, Tesis
Magister, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya, 2019), 84-88.

4Sudirman dan Iskandar, “Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan
Maslahah”, Journal of Islamic Law (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
Volume 1 No. 1 (2020), 104-105, DOTI: https://doi.org/10.24260/jil.v1il.16.
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Tesis karya Najmuddin lebih fokus pada pembahasan mengenai alat bukti
yang merupakan salah satu aspek kajian di antara berbagai aspek kajian normatif
terhadap penetapan isbat nikah.

Jurnal karya Sudirman dan Iskandar, mengkaji tentang aspek pelaksanaan
dan dasar hukum isbat nikah, yang memerlukan suatu aturan yang tegas. Kajian
dalam jurnal tersebut terbatas pada tinjauan maslahat dan kritik terhadap polemik
hukum isbat nikah.

Penelitian-penelitian tersebut di atas meskipun memiliki relevansi dengan
penilitian ini, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan terutama dengan
penelitian pertama dan ke dua. Peneliti pertama dan ke dua memandang isbat
nikah sebagai problem solving bagi realitas perkawinan tidak tercatat yang ada,
bahkan peneliti pertama menghendaki isbat nikah sebagai alternatif legalitas
perkawinan di samping pencatatan perkawinan oleh PPN.

Pandangan kedua peneliti tersebut berbeda dengan arah penelitian ini.
Penulis melalui penelitian ini menitikberatkan pada kajian tentang kepatuhan
hakim pengadilan agama terhadap ketentuan materiil hukum perkawinan yang
berlaku baik dalam memeriksa maupun dalam penetapannya terhadap perkara
permohonan isbat nikah. Isbat nikah bukan dipandang sebagai sekedar problem
solving, apalagi menjadi alternatif pencatatan perkawinan. Isbat nikah harus
diletakkan pada tataran emergency exit dengan menegakkan norma hukum secara
ketat sehingga fungsi hukum sebagai kontrol sosial (a tool of social control) dapat
terwujud dengan baik.

Adapun dengan penelitian ke tiga dan ke empat, kedua penelitian tersebut
memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini, namun keduanya terbatas pada

aspek tertentu saja. Penelitian ke tiga, fokus pada aspek pembuktian dengan
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mengritisi alat bukti dalam pemeriksaan perkara isbat nikah, dan penelitian ke
empat lebih fokus pada aspek penemuan hukum isbat nikah melalui konsep
maslahah. Dengan demikian penelitian ke tiga dan ke empat ini mengkaji aspek

tertentu dari berbagai aspek dalam penelitian ini.

B. Deskripsi Teori

1. Definisi, hukum, tujuan, rukun dan syarat nikah

a. Definisi nikah

Nikah berasal dari kata dasar nakaha (zS) yang menurut istilah bahasa
Arab oleh al-Imam Taqyuddin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar memberi makna
berkumpul (a—=l'), bersatu (z—=V) dan (sb5V) persetubuhan.’ Syekh Zainuddin
bin Abdul 'Aziz al-MalibarT mendefinisikan nikah secara bahasa adalah
berkumpul (a—=V), dan berhimpun (¢l<a¥').® Menurut Muhammad Raf’at
Utsman, kata nikah (zS3) memiliki arti yang sama dengan kata al-zawaj (z)s3V)
yang berarti memasangkan, dan mengawinkan, yang dalam beberapa ayat dan
hadis ada yang bermakna akad dan ada yang bermakna jimak.” Contoh kata nikah
yang bermakna akad adalah sebagaimana dalam firman Allah QS al-Nisa /4: 22

yang berbunyi:

¢ 2 _ }3_, . ////}3_// _ T - R -~ =
@ Vsl B LB 5870 A BN 2 S0 A L 1585 s

SAl-Imam Taqyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz 11,
(Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), 36.

5Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu’in, (Semarang: Karya Toha
Putra, t.th.), 97.

"Muhammad Raf’at Utsman, Fikih Khitbah dan Nikah, Cet. 1, (Depok: Fathan Media
Prima, 2017), 18.
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Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi
oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh,
perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan
(yang ditempuh)".®

Makna menikahi dalam ayat tersebut di atas adalah akad nikah bukan
hubungan intim, sehingga begitu telah terjadi akad nikah larangan itu berlaku.’

Sementara contoh kata nikah yang bermakna hubungan intim adalah sebagaimana

firman Allah dalam QS al-Bagarah /2:230),

&

- A =
T e e X 2 e T e 107
@ o 235 PG 55 A5 4 IS B AL 6
Terjemah:

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami
yang lain...". '

Maksud dari kata nikah pada ayat ini ialah terjadinya hubungan intim,
bukan sekedar melaksanakan akad nikah kemudian bercerai, sehingga meskipun
bekas isteri itu telah bercerai dengan suami barunya namun belum pernah
melakukan hubungan intim,'' maka bekas isteri tersebut tetap haram untuk
dinikahi kembali. Bahkan sekalipun bekas isteri itu telah melakukan hubungan
intim dengan suami selainnya itu lalu bercerai, jika tujuannya hanya agar ia dapat

nikah lagi dengan bekas suami pertamanya, juga tidak dibolehkan.

®K ementerian Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT.
Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 105.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2,
Cet. X1, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 388.

%K ementerian Agama Republik Indonesia, 4/-Qur’an dan Terjemahnya, 46.

""M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol.
1, Cet. XI, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 497. Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, penerjemah:
Mukhlisin Adz-Dzaki et.al, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 509.
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Konstruksi pernikahan seperti di atas hukumnya haram dan dikategorikan

112

sebagai nikah tahlil © yang dilaknat oleh Allah swt. sebagaimana hadis berikut:

~ y

A Ny Jodl g e Al 12 AW 25 a6 spaia 5 A 0 52

;

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Rasulullah saw. melaknat muhill
dan muhallal lahu”. (H.R. al-Turmuzi)"*

Secara terminologis, nikah (perkawinan) menurut Mardani adalah akad
yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama
wanita itu bukan yang diharamkan dengan berbagai sebab.'> Wahbah al-Zuhailt
mendefinisikan nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang
fungsinya memberikan hak bagi seorang laki-laki untuk memiliki dan bersenang-
senang dengan perempuan dan juga menghalalkan seorang perempuan untuk

bersenang-senang dengan lelaki."®

"Nikah Tahlil adalah pernikahan yang dilaksanakan sebagai bentuk konspirasi, dimana
seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh suaminya setelah
selesai masa iddah. Kemudian ia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut, lalu ia
menceraikannya agar perempuan tersebut dapat dinikahi lagi oleh suami sebelumnya. Sayyid
Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 505. Dalam konteks ini ada dua pihak yang dikecam oleh Allah yakni
al-Mubhilla yaitu seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama
dapat menikahinya kembali, dan al-Muhallal lahu yaitu seorang laki-laki berkonspirasi dengan
laki-laki lain untuk menghalalkan mantan isterinya itu agar dapat dinikahi kembali.

¥ Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Juz 2, (Beirut-
Libanon: Dar al-Fikri, 1994), 364-365.

“H. Moh. Zuhri et.al., Terjemah Sunan At-Tirmidzi, Jilid 1I, Cet. I, (Semarang: Asy-
Syifa, 1992), 454-455.

“Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,Cet. I, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2011), 4. Syekh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari menerangkan bahwa nikah menurut
istilah syariat adalah akad yang membolehkan melakukan persetubuhan dengan menggunakan
lafaz nikah atau kawin. Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu'in, 97-98.

'®Wahbah al-Zuhaili, 4I-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie
al-Kattani, dkk., dengan judul Figih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.
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Definisi nikah, baik dalam tinjauan bahasa maupun istilah (terminology)
yang dikemukakan oleh beberapa ulama fikih di atas, menurut H. Amiur Nuruddin
dan Azhari Akmal Tarigan, cenderung bernuansa biologis karena umumnya
didefinisikan dengan perkumpulan dan persetubuhan atau hubungan intim.'’
Senada dengan pendapat Hazairin yang dikutip oleh Idris Ramulyo bahwa inti
perkawinan itu adalah hubungan seksual.'®

Pengertian nikah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"."” Sementara Kompilasi Hukum
Islam pada pasal 2 menyebutkan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misagan galizan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah".*

Selanjutnya penting untuk direnungkan pendapat dari Muhammad Amin
Summa yang menyatakan nikah dan kawin memiliki perbedaan yang cukup

mendasar terutama dari segi makna filosofis yang tersirat dalam keduanya. Kata

kawin terkesan seolah hanya mencerminkan hubungan biologis (seksual) yang

"H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia:
Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Cet. 1, (Jakarta:
Kecana, 2004), 40.

"®Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2. Mardani
menganggap wajar jika para ulama mendefinisikan nikah itu semata-mata dalam konteks
hubungan biologis, karena memang makna asal nikah itu berkonotasi hubungan seksual dan yang
mendorong laki-laki dan perempuan saling tertarik, salah satunya adalah dorongan biologis, baik
karena kebutuhan seksual maupun keinginan mendapatkan keturunan. Mardani, Hukum
Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,Cet. 1, 4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam
Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 43.

20Departemen Agama RL., Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum
Islam, (tt: tp., 2000), 14.
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juga dilakukan oleh hewan. Sedangkan kata nikah, disamping bermakna biologis,
ia memiliki makna yang jauh lebih terhormat yakni hubungan kejiwaan (psikis)
antara suami dan isteri bahkan hubungan kemanusiaan antara orang tua dengan
anak dan seterusnya dengan seluruh keluarga.21

Penulis berpandangan bahwa antara kata nikah dan kawin, meskipun sama
berorientasi biologis (seksual), namun dalam kata nikah terkandung makna
kehormatan dalam hubungan kemanusiaan atau dengan kata lain nikah
mengandung nilai pisik, psikis dan nilai ketuhanan.
b. Hukum nikah

Sebagai sebuah bentuk aktifitas atau perbuatan yang dilakukan manusia,
nikah atau kawin mempunyai hukum di dalam syari’at Islam, sebagaimana telah
disepakati oleh Para ulama dari berbagai mazhab bahwa segala bentuk perbuatan
dan ucapan yang lahir atau muncul dari manusia mempunyai hukum, baik yang
telah jelas dalam nash al-Qur’an dan al-sunnah, maupun yang belum jelas,” yang
akan digali dan ditemukan hukumnya melalui ijtihad oleh para mujtahid.

Dasar untuk menetapkan hukum nikah dalam hukum Islam adalah al-
Qur’an, al-sunnah dan ijma'.* Dalil-dalil tentang nikah cukup banyak ditemukan
baik dalam al-Qur’an maupun dalam al-Sunnah, yang dijadikan dasar oleh para

ulama dalam menginterpretasi dan menetapkan hukum-hukum nikah. Sebagian

ulama berpendapat bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah boleh

2"Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga di Dunia Islam, Cet. I, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), 48-49. Selaras Amin Suma, Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa
perkawinan disyariatkan sebagai cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk melestarikan
kehidupannya demi menjaga kehormatan dan harkat kemuliaannya. Imam Al-Ghazali, Benang
Tipis Antara Halal dan Haram, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 171.

> Abdul Wahhab Khallaf, I/mu Ushul Figih, Cet. II (Semarang: Dina Utama, 2014), 1.
3 Al-Imam Taqyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Kifayatul Akhyar, 37.
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(mubah)*, kemudian karena illat hukumnya maka hukum asal itu juga akan
berubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram.*

Al-Dimasyqi menyatakan para mujtahid menyepakati bahwa nikah
dianjurkan syari’at, siapa saja yang berkeinginan untuk nikah dan khawatir
terjerumus ke dalam perbuatan zina sangat dianjurkan menikah. Maliki, Hanaf1
dan Syafi'T berpendapat mustahab, Hambali berpendapat wajib.*°

Dasar pijakan para ulama dalam memandang hukum perkawinan adalah

dalil al-Qur’an dan al-Sunnah seperti firman Allah dalam QS al-Ra'd /13:38;

Esjsjf \o\))\ V‘"j \.J.».j 5 3 )Lij Clzs) 3y
Terjemahnya:

"Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau

(Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan

27
keturunan...".

Selanjutnya firman Allah QS al-Nur /24:32-33;

Mwm\ﬁw:,u 5% 3 r&u\,@uwyu\)@wkfwx | =S5
irr M&&\W ;‘:/\DK!Q)J&Y ;\S\Mjﬁwrﬁ.\btﬂ/ﬁb

*Mubah dalam hukum nikah terjadi apabila faktor-faktor pernikahan baik yang
mengharuskan maupun yang menghalangi tidak ada pada seseorang. Sayyid Sabiq, Figih Sunnah,
Jilid 2, 452.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,Cet. 1, 11.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Figih Empat Mazhab,
Cet. II, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 338. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa karena hakikat
perkawinan yang merupakan suatu bentuk akad yang menghalalkan melakukan sesuatu yang
semula haram, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah. Namun Jumhur ulama
menetapkan hukum asal perkawinan adalah sunnah, kecuali golongan Zahiriyah, yang berpendapat
bahwa hukum asal perkawinan itu adalah wajib bagi siapa saja yang memiliki kemampuan
hubungan kelamin dan biaya perkawinan. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia, 43-45.

’K ementerian Agama Republik Indonesia, AI-Qur’an dan Terjemahnya, 343.
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Terjemahnya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu
menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...".*®

Firman Allah QS al-Rum /30:21;

;;/Q\ 35 553 @MJM\W\,\”\@_&V@&,Q\M@
i ///a‘}.aj \\IJQ

Terjemahnya:
"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Demikian pula dalam hadis Rasulullah saw. berikut:

Jodll J,258 g 2 34 Ve g bl Jo ) ~\Z§5&\ ie s

Q&J&bﬁjy\i Qﬁbo;U\tL‘\wuu\Mt 5\,-\52&\
O sl ) fa AA«\J&ALW@QJVJ :

Artinya:

Abdullah berkata; "Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak memiliki sesuatu pun,
maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda,
siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia

*Kementerian Agama Republik Indonesia, AI-Qur’an dan Terjemahnya, 494.
K ementerian Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 572.

%Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-
Bukhari, Juz 6, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1981), 118.
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menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih
bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia
berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."(H.R. Bukhari).”!

Berikutnya hadis Rasulullah saw:

””J r,ss\m;-zzzj‘ i) @;s ~ .Jus;f:ﬂgo
,\,\,y\@ﬁxs S16 L1580 J b JE e gl A .58 A;gés;\ﬁ
sl ) e A 5 2 25 ‘L‘“’J\@J’\)J—bjjﬂb

Artinya:

"Dari Anas ra., bahwa sekelompok orang dari sahabat Nabi saw. bertanya
kepada istri-istri Nabi tentang amalan beliau yang tersembunyi. Lalu sebagian
sahabat berkata, "Aku tidak akan menikahi perempuan,” Sebagian yang lain
mengatakan, "Aku tidak akan makan daging". Sebagian yang lain mengatakan,
"Aku tidak akan tidur di atas kasur." Mendengar semua itu, Rasulullah saw.
mengucapkan pujian kepada Allah, lalu bersabda, "Mengapa orang-orang
mengatakan begini dan begitu, padahal aku shalat dan juga tidur, berpuasa dan
berbuka, dan aku juga menikahi perempuan. Jadi barang siapa membenci
ajaranku, dia bukan termasuk golonganku". (H.R. Muslim).”

Hadis Rasulullah saw.:
Zal

-

;J\.ur.\_, ww&pwu&, uj@)@&&x;};
j&;u‘ :f:ouz;“uwufwu@ sl 45V @) JESJOEE:

34(3}\.}}\ c\))) g/g.::\?\ {g{ij.'fgﬁ db %}J)\ bj.})j\ f)j

-~

3H. Zainuddin Hamidy et.al., Terjemah Hadits Shahih Bukhari, Jili 1V, Cet. II,
(Selangor: Klang Book Center, 1990), 7-8.

32 Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 2, (Beirut-
Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), 1018.

3K. H. Adib Bisri Muthofa, Tarjamah Shahih Muslim, Jili 1I, Cet. I, (Semarang: Asy-
Syifa, 1993), 746.

3*Al- Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Juz 2,
(Beirut-Libanon: Dar al-Kutiib, al-Ilmiah, 1996), 86.
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Artinya:

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: "Telah datang seorang laki- laki kepada
Nabi Muhammad saw., kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi
saw. 'Saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab
baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya
menikahinya?' Nabi menjawab: 'Jangan.' Kemudian laki laki tersebut datang
lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki
tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi saw menjawab,
'Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan
banyaknya umatku". (H. R. Abu Daud).”

Berdasar pada dalil ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis di atas, para ulama
kemudian merumuskan hukum nikah. Berikut klasifikasi hukum nikah
berdasarkan pertimbangan i//at keadaan masing-masing:

1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi seseorang apabila ia telah memiliki kemampuan

untuk melaksanakannya dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak

menikah.*

Kemampuan menurut Mardani ukurannya adalah kedewasaan dan
penghasilan yang tetap.*’

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa menurut mayoritas ulama fiqih,
hukum perkawinan itu adalah wajib apabila seseorang telah mampu memberi

nafkah wajib kepada isterinya baik berupa mahar, nafkah batin maupun hak-hak

perkawinan lainnya, dan ia yakin takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina

Bey Arifin dkk., Kitab Tarjamah Sunan Abi Daud, Jili 11I, Cet. I, (Semarang: ASy-
Syifa, 1992), 4.

3%Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 449

3"Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Cet. 1, 12. Al-Qurtubi
sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq menyatakan bahwa orang yang mampu adalah orang yang takut
terhadap bahaya atas dirinya dan agamanya, dan bahaya itu hanya dapat dihindari dengan jalan
menikah. Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 449. Amir Syarifuddin memberikan batasan wajib
yakni bagi orang yang telah pantas, memiliki keinginan, memiliki perlengkapan untuk nikah dan ia
takut akan berbuat zina apabila ia tidak menikah. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia.., 46. Sementara itu, Moh. Idris Ramulyo merumuskan hukum wajib nikah bagi seorang
pria adalah apabila dipandang dari segi jasmani sangat mendesak, mampu dari segi biaya dan
mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan hubungan seksual. Moh. Idris
Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 23.
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apabila ia tidak menikah, sementara ia juga tidak mampu menjaga dirinya terjatuh
dalam kehinaan dengan cara berpuasa.®

Sebagaimana tujuan agama Islam disyariatkan adalah untuk menjamin
terwujud dan terpeliharanya lima hal yang bersifat darir? bagi manusia, yakni
terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.* Oleh karena itu, Penulis
berpandangan bahwa jika menikah menjadi jalan utama tercapainya pemeliharaan
kehormatan (terhindarnya seseorang dari zina) maka nikah itu menjadi wajib.

2) Sunnah

Hukum nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memiliki kemampuan
untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak dikhawatirkan akan terjerumus
kepada perzinahan apabila ia tidak melaksanakannya.”” Wahbah al-Zuhaili
berpendapat bahwa menikah sunnah bagi seseorang yang berada dalam keadaan
stabil, yaitu jika ia tidak menikah tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan
dan jika ia menikah tidak akan berbuat zalim kepada isterinya.**Menurut al-
Malibari, melaksanakan nikah itu sunnah.*?

Amir Syarifuddin berpendapat, sunnah bagi seseorang yang berkeinginan

dan telah pantas untuk kawin serta telah mampu menyiapkan perlengkapan untuk

*¥Wahbah al-Zuhaili, A-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie
al-Kattani, dkk., dengan judul Figih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9, 41. Sementara itu, menurut
Muhammad Amin Summa, perkawinan wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk
menikah, memiliki dorongan nafsu biologis dan manakala tidak menikah ia sangat khawatir
dirinya akan melakukan perbuatan zina. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga di Dunia
Islam, 91.

39 Abdul Wahhab Khallaf, /lmu Ushul Figih, 371-373.
“Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 450

*'Wahbah al-Zuhaili, 4-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie
al-Kattani, dkk., Jilid 9, 42.

“’Sunah nikah bagi seseorang yang sangat butuh untuk bersetubuh dan ia mampu
menanggung biaya mahar dan nafkah. Apabila ia belum mampu menanggung biaya mahar dan
nafkah maka yang utama baginya adalah tidak menikah dan menahan gejolaknya dengan berpuasa.
Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu’in, 98.
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ia melangsungkan perkawinan.” Batasan hukum sunnah nikah menurut
Muhammad Amin Summa adalah bagi seseorang yang mampu melaksanakan
perkawinan dan memiliki nafsu biologis namun ia merasa dapat menahan diri dari
perbuatan zina. Orang yang demikian tetap dianjurkan untuk melakukan nikah
karena Islam tidak menyukai umatnya hidup membujang.** Mardani berpandangan
sunnah menikah bagi seseorang yang dari segi jasmani sudah wajar dan
mempunyai keinginan untuk menikah serta mempunyai penghasilan tetap.*

Perubahan dari hukum wajib menjadi sunnah dari rumusan pandangan
para ulama tersebut di atas berdasarkan pada aspek kemampuan untuk menahan
diri dari perbuatan zina. Seseorang yang telah memiliki kemampuan dan dorongan
untuk menikah namun dapat terjaga dari kekhawatiran terjerumus kepada zina
dianjurkan atau sunnah untuk menikah.

3) Makruh

Nikah hukumnya menjadi makruh karena i/latnya menurut Sayyid Sabiq
yaitu terhadap seseorang yang tidak akan mampu menafkahi isterinya baik secara
lahir maupun batin.*®

Mardani menyatakan nikah makruh bagi seseorang yang secara jasmani

telah mampu, namun tidak memiliki keiinginan yang mendesak dan belum

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.., 45.
*Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga di Dunia Islam, 92.

“Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Cet. 1, 12. Moh. Idris
Ramulyo menambahkan pandangan Mardani yaitu wanita yang meskipun belum ingin nikah
namun ia membutuhkan perlindungan dan nafkah dari seorang suami maka baginya sunnah
menikah. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 23.

““Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 452. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pernikahan
menjadi makruh jika seseorang khawatir tidak mampu menafkahi, khawatir akan berbuat buruk
terhadap keluarga atau khawatir kehilangan keinginan kepada pasangan, memiliki kelemahan
seperti terlalu tua, memiliki penyakit yang sulit sembuh. Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa
Adillatuhu, Jilid 9, 41-42.
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memiliki kemampuan menafkahi dan dikhawatirkan hanya akan menyengsarakan
isteri dan anaknya kelak.” Al-Malibari menyatakan makruh menikah bagi
seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk bersetubuh dan tidak mampu
menanggung segala biaya.48

Dari beberapa rumusan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa illat yang menjadi dasar penetapan hukum makruh menikah
bagi seseorang adalah pertimbangan kemaslahatan yang sulit tercapai.

4) Haram

Perkawinan diharamkan bagi seseorang jika diketahui dan diyakini secara
pasti tentang ketidakmampuannya dan juga apabila ada maksud atau niat untuk
menzalimi. Apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan ingin menikah
tetapi tidak bermaksud melaksanakan berbagai kewajiban yang ditetapkan agama
sebagai suami isteri atau ada keinginan menganiaya atau mengolok-olok pasangan
maka haram baginya menikah.*’ Mardani menambahkan adanya maksud
menganiaya dan membalas dendam.>®

Wahbah al-Zuhaili, menyatakan keharaman nikah bagi seseorang yang

meyakini akan menzalimi dan membahayakan isterinya jika menikah, tidak

“"Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Cet. 1, 12. Seseorang yang
memiliki kemampuan biologis tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi ataupun sebaliknya,
meskipun tidak membahayakan salah satu pihak khususnya isteri, hukumnya makruh untuk
menikah karena besar kemungkinan menimbulkan ketidaksukaan dari salah satu pihak. Demikian
pandangan Muhammad Amin Summa. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga di Dunia
Islam, 92. Moh. Idris Ramulyo merumuskan bahwa apabila seseorang dari segi pertumbuhan
jasmaninya dipandang telah wajar menikah, meski belum sangat mendesak, namun belum
memiliki biaya hidup yang hanya akan mendatangkan kesengsaraan bagi isteri dan anak-anaknya
kelak, maka makruh baginya menikah. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 22.

*8Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu’in, 98.
*“Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 23.

50Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Cet. 1, 12.
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mampu memenuhi kebutuhan perkawinan atau tidak dapat berbuat adil kepada
isteri-isterinya.” Sayyid Sabiq menggariskan hukum haram menikah jika dengan
menikah seseorang dapat dipastikan tidak akan mampu menafkahi isteri lahir
maupun batin, membayar mahar dan segala konsekuensi perkawinan, termasuk
adanya penyakit yang akan menghalanginya melakukan hubungan suami isteri.”
Illat haramnya nikah berdasarkan rumusan para ulama di atas, adalah adanya
kepastian mudarat yang akan terjadi dalam sebuah pernikahan jika dilaksanakan.
c. Tujuan perkawinan

Perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dalam ajaran agama
dan kehidupan masyarakat yang memiliki dan menjunjung tinggi tata nilai dan
tata aturan. Perkawinan merupakan institusi sosial yang dipelihara dan dijunjung
tinggi oleh umat manusia dari masa ke masa, karena perkawinan memiliki tujuan
yang sangat mulia dan sesuai dengan fitrah kehidupan manusia itu sendiri. Tujuan
mulia perkawinan dapat dijumpai dalam rumusan hukum Islam.

1) Tujuan perkawinan menurut hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut Mardani adalah untuk memenuhi kebutuhan
jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga, melestarikan keturunan,
mencegah perzinahan, menciptakan ketenangan dan ketenteraman jiwa, keluarga
dan masyarakat.>®

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa tujuan perkawinan disyariatkan

atas umat Islam adalah untuk>*:

*'Wahbah al-Zuhaili, A/-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie
al-Kattani, dkk., Jilid 9, 41.

2Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 451
*Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Cet. 1, 11
% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.., 46-47.
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a). Mendapatkan keturunan yang sah bagi kelanjutan generasi yang akan datang.
Tujuan perkawinan tersebut disandarkan pada isyarat dari firman Allah Q.S. al-

Nisa (4):1 berikut:

L &3 Lmjxwg;we J&m&a‘,&m(& 8 2B gl
\%VS\,\NK‘\»\ N ,\,ﬂ\)w uﬁ A 1,8 2 5\3;5&\;.2
Terjemahnya:
“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya
(Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
b). Mewujudkan keluarga bahagia yang diliputi ketenangan hidup dan rasa kasih
sayang, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Riim (30):21.
Tujuan perkawinan yang dikemukakan di atas pada prinsipnya aalah
mewujudkan kemaslahatan di atas fitrah kemanusiaan yang hakiki.
2) Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam.
Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal”. Untuk itu masing-masing suami isteri harus saling membantu,
dan saling melengkapi, dalam mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiil.*®

K ementerian Agama Republik Indonesia, 4/-Qur’an dan Terjemahnya, 99.

56Penjelalsan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Departemen Agama RI, Pedoman
Pejabat Urusan Agama Islam, 64.
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Sementara itu, tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam
dikemukakan pada pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitsaqgan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”. (Pasal 2).

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah”. (Pasal 3).”’

Menurut Amiur Nuruddin, rumusan tujuan perkawinan dalam UU No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit tergambar pada
dua kata yaitu bahagia dan kekal. Kata bahagia dimaksudkan agar setiap manusia
baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan dari
perkawinannya. Sementara kata kekal mengandung makna kesetiaan masing-
masing pihak terhadap pasangannya agar mahligai perkawinan itu tidak goyah.®
Sementara tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam kompilasi Hukum Islam
Pasal 3 merujuk pada kandungan QS al-Rum /30:21.

d. Rukun dan syarat nikah

Perkawinan sah apabila memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar
larangan perkawinan. Rukun adalah esensi dari sesuatu, jika salah satu rukun tidak
ada maka sesuatu itu tidak berarti. Sedangkan syarat adalah hal yang harus ada
pada sesuatu tetapi tidak termasuk esensi. Namun syarat menentukan keberadaan
rukun sebagai esensi. Apabila syarat tidak ada atau tidak terpenuhi, maka rukun

tidak berarti apa-apa.”’ Ketika rukun dan syarat dikaitkan dengan perkawinan,

*"Departemen Agama RI., Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 14.

8H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
45-47.

Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga: Perspektif al-Qur’an dalam Mengelola
Konflik Menjadi Harmoni, Cet. 11, (Depok: Elsas, 2011), 32. Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighu al-Islam
wa Adillatuhu, Jilid 9, 45.
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maka jelas bahwa perkawinan tidak akan ada atau tidak sah jika tidak memenuhi
rukun dan syarat. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa rukun menurut ulama
Syafi'iyah adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.®

Adapun rukun dan syarat perkawinan secara garis besar adalah sebagai
berikut:

1). Calon mempelai laki-laki dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a). Beragama Islam
b). Balig/ cukup usia.

Batas usia perkawinan dalam kitab fikih tidak dibicarakan, namun dalam
realitas hukum keluarga muslim di negara-negara muslim, batas usia perkawinan
diatur sedemikian rupa.

Syarat usia balig dapat dipahami dari penafsiran terhadap al-Qur’an dan

hadis, seperti firman Allah swt. dalam QS al-Nisa /4 : 6 berikut:

& o ial5a) Ll 15035 1055 4 2 gg‘é@\ |, 13 T sl 1,505
Terjemahnya:
"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...".®!
Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai

batasan umur yaitu balig. Balig dalam batasan Mazhab Syafi'T baik bagi laki-laki

maupun perempuan adalah usia lima belas tahun.®® Quraish Shihab menjelaskan

9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.., 60.
'K ementerian Agama Republik Indonesia, A/-Qur an dan Terjemahnya, 100.

Muhammad Jawad al-Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,
Hambali, Cet. XXIV, (Jakarta: Lentera, 2009), 317.
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bahwa perintah menguji dan melatih serta memperhatikan kemampuan anak yatim
dalam menggunakan hartanya sampai hampir mencapai umur yang menjadikan
mereka mampu menikah. Ujian itu dilaksanakan sebelum mereka mencapai usia
dewasa,® dan menurut pendapat umum fuqaha bahwa tidak sah suatu perkawinan
melainkan oleh orang yang telah mampu mengendalikan urusannya.®*

Sementara itu dalam hadis Rasulullah saw. dari Abdullah bin Mas'tad

diisyaratkan tentang kemampuan untuk menikah sebagaimana hadis:
‘gl st gl a Sl S

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai
kemampuan, maka hendaklah ia menikah...".

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan hadis tersebut
menurut Amir Syarifuddin adalah adanya kemampuan persiapan untuk
melaksanakan perkawinan yang tentu hanya dapat dilakukan oleh orang yang
sudah dewasa.®

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)
menetapkan usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

perempuan, yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

menjadi minimal 19 tahun untuk keduanya.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
Volume 2, 350.

$4Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Figih Empat Mazhab,
3309.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-
Bukhari, Juz 6, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1981), 118.

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.., 67.
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c). Berakal

Tidak sah pernikahan anak yang belum memiliki sifat tamyiz dan orang
gila karena syarat orang yang melaksanakan akad adalah mampu melaksanakan
akad bagi dirinya maupun orang lain.®’
d). Jelas kelelakiannya
e). Jelas orangnya
f). Dapat memberikan persetujuan
g). Tidak sedang terikat pernikahan dengan empat isteri meskipun salah satunya
sudah ditalak tetapi masih sedang dalam masa iddah.®®
h). Tidak ada halangan menikah dengan calon isteri
i). Tidak sedang ihram

2). Calon mempelai perempuan dengan syarat-syarat:

a). Beragama Islam
b). Balig/ cukup usia
c). Jelas kewanitaannya
d). Jelas orangnya
e). Dapat dimintai persetujuan
f). Tidak ada halangan menikah dengan calon suami
g). Bukan isteri orang lain dan tidak sedang dalam masa iddah dengan suami
sebelumnya.

h). Tidak sedang ihram.

"Wahbah al-Zuhaili, A/-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie
al-Kattani, dkk., Jilid 9, 54.

8Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu i, 101.
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3). Wali nikah

Wali (J5) menurut pemahaman ahli fikih adalah kekuasaan yang
ditentukan atau diberikan oleh syariat kepada seseorang, dan orang yang diberikan
kekuasaan itu berhak melakukan tindakan sendiri tanpa harus menunggu
persetujuan dari siapapun.”

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Wali nikah dalam
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita
yang bertindak untuk menikahkannya”.”® Syafi'i juga berpendapat bahwa wali
dalam pernikahan merupakan rukun dan tidak sah pernikahan seorang perempuan

tanpa adanya.’' Dasarnya adalah hadis Rasulullah saw. berikut:
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Artinya:

Diriwayatkan oleh Aisyah ra., dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda:
"Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya
batal, Rasulullah saw. mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah
menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas
kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali
bagi mereka yang tidak mempunyai wali". (H.R. Abu Daud).”

Muhammad Raf’at Utsman, Fikih Khitbah dan Nikah, 79.

"Departemen Agama RL., Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum
Islam, 20.

"'Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqji, Figih Empat Mazhab,
3309.

"2Al- Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’as$ al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Juz 2, 95.
73Bey Arifin dkk., Kitab Tarjamah Sunan Abi Daud, Jili 111, Cet. 1, 27.
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Demikian pula dalam hadis Rasulullah saw.:
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Artinya:
Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata: "Sesungguhnya
Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali".
(H.R. Abu Daud).”

Wali dalam pernikahan terbagi kepada dua macam yaitu wali nasab
(keturunan) dan wali hakim. Wali nasab adalah kerabat lelaki yang ditetapkan
kekerabatannya melalui perantara lelaki, dan wali hakim adalah pemerintah yang
ditetapkan oleh syariat untuk menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak
memiliki wali nasab atau wali nasabnya adal.’”® Menurut Ahmad Rofig, wali
nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan atas adanya hubungan darah
dan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena wali nasab
mempelai perempuan menolak (adal) atau tidak ada, atau karena sebab lain.”’
Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan rinci tentang wali nasab dan wali
hakim dalam Pasal 21, 22 dan 23.

Menurut Mazhab Syafi'l, urutan wali nasab adalah: ayah, kakek dari pihak
ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari

saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman

(saudara ayah), anak laki-laki paman dan seterusnya. Apabila semua wali nasab

" Al- Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Juz 2, 95.
"Bey Arifin dkk., Kitab Tarjamah Sunan Abi Daud, Jili 111, Cet. I, 27.

"*Muhammad Raf’at Utsman, Fikih Khitbah dan Nikah, 87.

"7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2000), 85.
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tersebut tidak ada atau 'adal maka perwalian beralih ke tangan wali hakim.”®

Imam Taqyuddin menegaskan:

o - N o s 9/:,1/,’1 P A RIS R R e
e ety

"Seorang wali (yang jauh urutannya) tidak boleh menikahkan apabila masih ada
wali yang lebih dekat dari padanya ... dan sekiranya seseorang menikahkan di

antara mereka menyalahi urutan yang telah disebutkan, tidak sah pernikahan".

Seorang wali tidak boleh menjadi wali bagi seorang perempuan jika masih
ada wali yang lebih dekat dari pada dirinya dan seandainya seorang dari mereka
melakukannya maka pernikahan itu tidak sah.** Demikian pula jika seorang
perempuan tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya adal lalu ia dinikahkan
bukan oleh wali hakim, maka pernikahannya tidak sah.

Mengenai perpindahan wali nasab dari yang paling dekat (agrab) kepada
yang jauh urutannya menurut Ahmad Rofiq didasarkan pada alasan:

a). Wali agrab tidak ada sama sekali;
b). Wali aqrab ada tetapi:

(1) belum balig;

(2) menderita sakit gila;

(3) pikun karena tua;

(4) bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya;

®Muhammad Jawad al-Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,
Hambali, 347-348.

" Al-Imam Taqyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Kifayatul Akhyar, 52.
%Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 639.
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(5) tidak beragama Islam.®'
Adapun perpindahan dari wali nasab ke wali hakim disebabkan oleh:
a). Wali nasab tidak ada sama sekali;
b). Wali nasab ada tetapi:
(1) menjadi calon mempelai pria, sementara wali nasab yang sederajat tidak
ada lagi;
(2) sedang ihram;
(3) tidak diketahui tempat tinggalnya;
(4) menderita sakit pitam;
(5) menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai;
(6) bepergian jauh sejauh perjalan yang membolehkan shalat qasar;**
(7) menolak untuk mengawinkan (‘adal).®
"Dalam hal wali adal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali
tersebut".**
Wali hakim dalam ketentuan fikih adalah al-sultan ( penguasa, raja atau
pemerintah) berdasar hadis dari 'Aisyah ra. yang telah dikutip sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b menyatakan; "wali hakim ialah wali

81 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 88.

$2Jarak kebolehan mengqasar shalat dalam literatur fikih ditentukan minimal sejauh 89
km. Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 346. Penulis berpandangan bahwa penentuan jarak
dengan ukuran kebolehan menggqasar shalat untuk masa sekarang dengan kemudahan transportasi
dan komunikasi tidak lagi relevan untuk diterapkan. Jarak waktu pelaksanaan dengan
pemberitahuan kehendak nikah diatur minimal 10 hari kerja sangat memungkinkan untuk
menghadirkan wali yang berada di tempat yang jauh meskipun lintas negara. Kondisi berbeda jika
wali nikah yang berada ditempat jauh tersebut tidak memiliki biaya untuk kembali. Solusi dari
keadaan demikian adalah dengan taukil bi al-kitabah.

%3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 88-89.

8K ompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2)
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nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang
diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".

Ketentuan tentang wali hakim telah diatur secara jelas melalui Peraturan
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim yang kemudian
digantikan secara berturut-turut dengan peraturan menteri Agama Nomor 2 Tahun
1987, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Seluruh
ketentuan tersebut menetapkan dengan tegas dan jelas bahwa Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan sebagai wali hakim bagi calon mempelai wanita yang
tidak mempunyai wali nasab.

Berdasar ketentuan yang telah jelas di atas, dapat disimpulkan bahwa
setiap perkawinan dengan wali hakim yang bukan dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan, seperti yang lazim terjadi dilakukan oleh
imam desa atau oleh tokoh agama, maka perkawinan itu tidak sah.

Selanjutnya seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

a). Islam, tidak boleh menjadi wali nikah orang tidak beragama Islam.

b). Laki-laki

c). Berakal

d). Balig, anak-anak yang belum balig tidak sah menjadi wali.

e). Merdeka

f). Adil yaitu, orang yang istigamah dalam agama dengan melaksanakan

berbagai kewajiban agama, tidak melakukan berbagai dosa besar serta menjaga
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diri dari dosa-dosa kecil. Dapat pula dikatakan, adil dalam makna orang yang
kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya.™®
g). Mempunyai hak perwalian
h). Tidak sedang ihram
i). Berada dalam satu majelis dengan mempelai laki-laki atau wakilnya dan
saksi-saksi.*

4). Saksi

Kehadiran dua orang saksi dalam suatu akad perkawinan bersifat mutlak
dan menjadi rukun dari perkawinan. Akad perkawinan yang tidak dihadiri oleh

dua orang saksi tidak sah, sesuai hadis Nabi saw. :

Jie Gl o VI FE Y s dag e Al Lo A 325 BB e ) 8
(a3 oy )

Artinya:

"Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi
yang adil". (H.R. al-Daruqutni).*®

Meskipun derajat hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama karena

dianggap lemah, namun Syaikh Abu Malik Kamal mengatakan bahwa menurut

M. Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam al-SyafiT
Ditinjau dari Maqasid al-Syari'ah", A/-Fikrah, Volume 18 No. 1 (2019), 95,
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i1.7303. Adil menjadi salah satu syarat dalam mazhab
Syafi’i dan Hambali. Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 186. Al-Zuhaili memaknai syarat adil
dengan istigamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama sekalipun hanya secara lahiriyah.
Wahbabh al-Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9, 78.

$Disyaratkan untuk keabsahan suatu akad perkawinan adalah hadirnya empat pihak,
yaitu: wali, mempelai laki-laki dan dua orang saksi. Al-Imam Taqyuddin, Kifayatul Akhyar, 51.

”Abu al-Hasan 'Ali Ibn 'Umar al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, Juz VI, (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 2004), 315.

% Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie
al-Kattani, dkk., Jilid 9, 76.
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para ulama, pengamalan hadis tersebut sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi,
para tabi'in, dan generasi setelahnya. Hadis tersebut dalam prakteknya tidak
pernah diperselisihkan oleh orang-orang terdahulu kecuali beberapa ulama
belakangan.89

Keberadaan saksi dalam perkawinan menurut M. Amir Langko, selain
menentukan keabsahan perkawinan, saksi juga dapat berfungsi i’/an (publisitas)
bersamaan dengan fungsi walimah al-ursy dalam rangka menghindari isu negatif
yang mungkin saja muncul kemudian.”® Karena peran saksi yang begitu penting,
maka fugaha menetapkan sejumlah syarat terhadapnya. Saksi pernikahan dalam
hukum fikih harus memenubhi syarat-syarat sebagai berikut:
a). Beragama Islam
b). Mukallaf, yang mencakup dua hal yaitu balig dan berakal. Tidak sah
persaksian anak kecil meskipun telah mumayyiz, juga tidak sah persaksian orang
yang berpenyakit gila.91 Syarat mukallaf telah disepakati oleh para ahli fikih.
c). Merdeka
d). Dua orang laki-laki. Ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali sepakat bahwa
kesaksian dalam perkawinan hanya dapat ditetapkan dengan kesaksian dua orang
laki-laki. Kesaksian perempuan tidak dapat diterima meskipun dengan dua
perempuan dan satu laki-laki.”

f). Adil, sebagaimana syarat dalam perwalian.

$Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fighu al-Sunnah li Annisa, alih bahasa oleh
Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, Cet. III, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017),
713.

%M. Amir Langko, "Nikah Sirri Menetang Publisitas Perkawinan", Al-Bayyinah, Volume
6 Nomor 2 (2017), 44-45, DOI : https://dx.doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.16.

*'Wahbah al-Zuhaili, A/-F) ighu al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9, 76.

’Muhammad Isna Wahyudi, Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan
Penerapannya, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 116.
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g). Tidak berstatus menjadi wali nikah.
h). Dapat melihat dan mendengar dengan baik, karena akad tidak dapat
ditetapkan adanya kecuali secara nyata terucapkan dan terdengar telinga.”

Saksi perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, begitupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan
pelaksanaannya. Aturan tentang saksi dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum
Islam, yaitu pada Pasal 24, 25 dan 26 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24:
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25:
"Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki
muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau
tuli".

Pasal 26:
"Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta
menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah
dilangsungkan".

Keseluruhan isi Kompilasi Hukum Islam tentang saksi tersebut adalah
merupakan internalisasi dari hukum fikih yang telah ada. Syarat-syarat saksi yang
telah diuraikan di atas adalah merupakan syarat materiil yang harus dipenuhi pada
suatu perkawinan, apabila syarat materiil saksi tersebut tidak terpenuhi berarti
kesaksiannya tidak memiliki kekuatan hukum.

5).Sigat / ijab dan gabul
Sigat atau ijab dan gabul dalam perkawinan merupakan rukun yang tidak

diperselisihkan kedudukannya dalam fikih Islam. Ulama mazhab sepakat bahwa

*Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu’in, 101-102. Satria Effendi
M. Zein, menyatakan bahwa Mazhab Syafi'i mensyaratkan kesaksian didasarkan atas penglihatan
dan pendengaran. Oleh karena itu mengharuskan kehadiran saksi dalam satu mejelis atau tempat
dengan seluruh yang terkait dengan akad nikah secara fisik. Satria Effendi M. Zein, Problematika
Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah,
(Jakarta:Kencana, 2004), 8.
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perkawinan baru dianggap sah sectelah ada jjab dan gabul® Ijab adalah
pernyataan penyerahan dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan gabul
adalah pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki atau wakilnya.”> Adapun
syarat sahnya ijab dan gabul adalah sebagai berikut:

a). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali perempuan.

b). Adanya pernyataan menerima dari mempelai laki-laki.

¢). Menggunakan kata ©aSil atau a5 dari pihak wali perempuan dan kata <18
dari mempelai laki-laki.”® Al-Malibari menambahkan bahwa sah menggunakan
terjemahan dari sigat tersebut.””’

d). Antara ijab dan qabul berkesinambungan.98

e). Antara jjab dan gabul tidak berbeda maksud.

f). Orang yang terkait ijab dan gabul tidak sedang dalam keadaan ihram.

g). Dilaksanakan dalam satu majelis yang dihadiri oleh wali mempelai
perempuan, mempelai laki-laki dan dua orang saksi.”” Oleh karena itu apabila
terjadi ada salah satu pihak yang meninggalkan majelis sebelum selesai akad (ijab

dan gabul) maka tidak sah akad tersebut seperti halnya dengan syarat

berkesinambungan.

%Muhammad Jawad al-Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,
Hambali, 309., Muhammad Raf’at Utsman, Fikih Khitbah dan Nikah, 62.

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.., 61. Syekh Zainuddin bin
Abdul 'Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu'in, 99.

%Ulama mazhab sepakat bahwa nikah sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi-
redaksi tersebut. Muhammad Jawad al-Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja fari, Hanafi, Maliki,
Hambali, 309.

97Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu 'in, 99.

%Maksud berkesinambungan adalah pengucapan secara berurutan tanpa disela oleh
perkataan atau aktivitas lain yang dapat mengalihkan perhatian dalam akad nikah. Sayyid Sabiq,
Figih Sunnah, Jilid 2, 483.

9Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie
al-Kattani, dkk., Jilid 9, 56.
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ljab dan gabul merupakan rukun utama dari sebuah perkawinan,
keberadaan dua mempelai, dua orang saksi dan wali tidak berarti apa-apa tanpa
adanya ijab dan qabul berserta syarat-syarat materiilnya. Keberadaan mempelai
dan wali adalah untuk melaksanakan ijab dan qabul, sedangkan saksi adalah
untuk menyaksikan adanya ijab dan qabul tersebut.

2. Larangan dalam perkawinan

Larangan perkawinan adalah larangan bagi seorang laki-laki untuk
mengawini perempuan-perempuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Larangan perkawinan secara garis besar
dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu larangan yang bersifat abadi dan larangan
yang bersifat temporal. Larangan yang bersifat abadi adalah larangan terhadap
seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena sebab yang permanen atau
untuk selamanya. Sementara larangan yang bersifat temporal adalah larangan
menikahi seorang perempuan selama waktu tententu dan pada sebab keadaan
tertentu yang apabila sebab itu hilang maka larangannyapun menjadi hilang.'®
a. Larangan yang bersifat abadi

Sebab-sebab yang mengharamkan seorang laki-laki mengawini seorang
perempuan untuk selamanya terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu sebab hubungan
nasab, sebab hubungan perkawinan (musdaharah) dan sebab hubungan persusuan

(radad'ah). Dalil pijakannya adalah firman Allah QS al-Nisa /4: 23 berikut:

wv\chﬁ\wj@b}rﬁﬁsj JMMWf
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1Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 545., Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa
Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, 125-138.
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Terjemahnya:

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan,
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang
perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara
perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari
istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu)
istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi
pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".'"'

1). Larangan karena hubungan nasab

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab yaitu:

. Ibu kandung, termasuk nenek baik dari ibu maupun dari bapak.

. Anak perempuan, baik anak kandung maupun anak tiri, cucu dan seterusnya.

Saudara perempuan, baik saudara kandung maupun saudara seayah atau

saudara seibu.

d.

Saudara perempuan ayah (bibi dari ayah) baik saudara kandung, saudara

seayah atau saudara seibu.

e).

Saudara perempuan ibu (bibi dari ibu) baik saudara kandung, saudara seayah

atau saudara seibu.

f).

Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik keponakan kandung

maupun keponakan tiri.

'""K ementerian Agama Republik Indonesia, 4/-Qur’an dan Terjemahnya, 105.
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g). Anak perempuan dari sadara perempuan (keponakan) baik keponakan
kandung maupun keponakan tiri.
2). Larangan karena hubungan perkawinan (musaharah)
Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan yaitu:
a). Isteri ayah (ibu tiri). Seorang anak haram menikahi isteri ayah. Dasar

pijakannya adalah firman Allah dalam QS al-Nisa /4 :22
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Terjemahnya:
"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh
ayahmu...".'”

Ulama mazhab sepakat bahwa isteri ayah (ibu tiri) haram dinikahi oleh
anak dan seterusnya ke bawah baik isterinya itu sudah dicampuri ataupun
belum.'”

b). Ibu isteri (mertua) dan seterusnya keatas meskipun isteri belum dicampuri.

c). Anak perempuan isteri (anak tiri). Haram menikahi anak perempuan isteri
(anak tiri) dan cucunya ke bawah termasuk cucu dari anak laki-lakinya apabila
104

ibunya telah dicampuri.

d). Isteri anak laki-laki (menantu), termasuk dalam hal ini isteri dari cucu.

3). Larangan karena hubungan persusuan (rada’ah)

Berdasarkan ayat QS al-Nisa /4: 23, haram menikahi ibu susuan dan

saudara perempuan sesusuan. Pengharaman karena hubungan persusuan dalam

12K ementerian Agama Republik Indonesia, 4/-Qur’an dan Terjemahnya, 105.

'Muhammad Jawad al-Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,
Hambali, 327.

"%Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 547.
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ayat tersebut kemudian di dijabarkan lebih rinci lagi oleh hadis Rasulullah

Muhammad saw. berikut:

368 125 B35 Eaan 1G]y il OF oy e A 1o 1,25 5 ke 32
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Artinya:
Dari Aisyah ra., bahwa suatu ketika Rasulullah saw. berada di rumah
Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang minta izin masuk ke
rumah Hafshah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah! Laki-laki itu minta izin
masuk ke rumah Engkau." Lalu beliau menjawab, "Aku lihat dia adalah
anak si fulan, yaitu -anak paman Hafshah dari saudara susuan-' Kata
Aisyah, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah! seandainya fulan hidup -paman
Aisyah dari saudara susuan- apakah dia boleh masuk pula ke rumahku?'
Beliau menjawab, "Ya boleh, karena susuan itu menyebabkan muhrim
sebagaimana hubungan kelahiran". (H.R. Bukhari dan Muslim). '*

Hadis tersebut di atas, menegaskan bahwa berlaku keharaman karena
hubungan susuan (rada’ah) seperti yang berlaku pada keharaman karena
hubungan keturunan atau nasab. Pembahasan yang lebih rinci mengenai sesusuan
(rada’ah) tidak dimuat dalam tulisan ini.

Selain tiga sebab larangan perkawinan yang bersifat abadi atau permanen

tersebut di atas, ada satu larangan perkawinan yang diperselisihkan sifat

“Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ja'fi, Shahih al-
Bukhari, Juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1981), 125. Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-
Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), 669.

1%Zaenuddin Ahmad Azzubaidi dan Muhammad Zuhri, Terjemah Hadits Shahih Bukhari,
Jilid II, Cet. I, (Semarang: Toha Putra, 1986), 564.
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keharamannya apakah bersifat abadi atau bersifat temporal, yaitu sebab /i ‘an.'"’

Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa isteri yang di/i‘an menjadi haram
dinikahi untuk selama-lamanya, meski mantan suami yang telah meli’an itu
mencabut sumpahnya dan mengakui bahwa ia berdusta. Pendapat berbeda
disampaikan oleh Hanafi, bahwa jika sumpah dicabut dan dia mengakui bahwa ia
berdusta maka hilang keharamannya.'%®

Berkaitan dengan /i’an, ulama yang menyatakan keharamanannya secara

permanen mendasarkan pada hadis Rasulullah saw., berikut:

I e 5 A i 8 58 5 ek i B 2 3
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(Gladiely)
Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur ia berkata; telah
menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru ia berkata; aku pernah
mendengar Sa'id bin Jubair berkata; aku bertanya Ibnu Umar mengenai dua
orang yang melakukan li'an (sumpah). [a menjawab, "Rasulullahi saw. lalu

"Li'an (0\=Y) menurut bahasa berasal dari kata dasar o=¥ yang artinya adalah menolak
dan menjauhkan diri dari rahmat Allah swt., dan istilah ini sebagai nama dari hasil akibat tindakan
suami isteri, karena setiap keduanya melaknat dirinya sendiri dalam sumpah ke-5 jika mereka
berdusta. Aris Bintai, "Sumpah Li’an dan Mekanismenya di Pengadilan Agama dalam Perspektif
Figh dan Hukum Positif", Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Volume 2 Nomor 2,
(Juni-Desember 2019), 129, DOL: https://doi.org/10.35961/perada.v2i2.42. Budi Kisworo
menyatakan, /i'an merupakan sumpah seorang suami atas tuduhan zina kepada isterinya dimana ia
tidak dapat menghadirkan saksi, bahwa dirinya akan dilaknat jika ia berdusta. Budi Kisworo,
"Tuduhan Berzina (Qazfu al-Zina) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", A/-Istinbat, Vol. 5 No.
1, (Mei 2020), 119, DOI : https://10.29240/jhi.v5i1.1433.

"%Muhammad Jawad al-Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,
Hambali, 334.
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bersabda kepada dua orang yang melakukan li'an: "Hisab kalian ada pada
Allah, salah seorang di antara kalian ada yang berdusta, dan tidak ada jalan
bagimu untuk kembali kepada wanita itu." Orang tersebut berkata, "Wahai
Rasulullah, hartaku (mahar)?" Beliau bersabda: "Tidak ada harta bagimu,
apabila engkau benar (dalam sumpahmu) maka hal itu sebagai ganti dari apa
yang telah engkau halalkan dari kemaluannya, dan apabila engkau berdusta
maka mustahil engkau akan mendapatkan harta itu lagi." (H.R. An-Nasai). 109
Hadis tersebut mengandung ketegasan tentang keharaman secara
permanen sumpah /i ‘@n yaitu pada penggalan kalimat ele & Juis V5 "fidak ada
jalan bagimu untuk kembali kepada wanita itu". Dengan demikian, mencermati
pandangan mayoritas ulama mazhab dan juga kandungan hadis tersebut, penulis
mengategorikan perempuan yang di-/i’an haram secara abadi.
b. Larangan yang bersifat temporal
Larangan perkawinan yang bersifat temporal berlaku terhadap keadaan
sebagai berikut:
1). Mengawini (menghimpun dalam satu perkawinan) dua perempuan
bersaudara sekaligus, berdasarkan dalil QS al-Nisa /4:23.
2). Mengawini (menghimpun dalam satu perkawinan) seorang perempuan

dengan bibinya baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Keempat mazhab sepakat

keharamannya''® berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

G e a3l e Je il SE G g el o 105 Saga o
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' Ahmad bin Syu'aib al-Khurasani, Sunan al-Nasa'i, Juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al-
Kutub: 1930), 177.

""Muhammad Jawad al-Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,
Hambali, 329
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Artinya:

Dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang seorang
perempuan dinikahi bersama saudara perempuan dari bapaknya, atau
saudara perempuan ayah (dinikahi) dengan anak perempuan saudara
lelakinya, atau seorang perempuan dinikahi dengan saudara perempuan
dari ibunya, atau saudara perempuan dari ibu (dirangkap) dinikahi dengan
anak perempuan dari saudara perempuannya (keponakannya). Beliau juga
melarang dinikahinya anak keponakan dengan bibinya, begitupula
sebaliknya". (H. R. Al-Turmuzi).'"?

3).Larangan karena perkawinan yaitu haram mengawini seorang perempuan
yang masih terikat perkawinan.

4). Larangan mengawini seorang perempuan dalam masa iddah.

5). Larangan karena talak tiga.

6). Larangan karena poligami melebihi empat.

7). Larangan karena ihram.

8). Larangan mengawini pezina dan perempuan hamil karena zina.'"

9). Larangan karena perbedaan agama.

Larangan perkawinan karena perbedaan agama didasarkan kepada
maslahah mursalah. Para ulama di Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan
beda agama atas pertimbangan keburukannya yang lebih besar dari kebaikannya.
Iljma’ ulama Indonesia tentang masalah ini menurut Abdul Mannan harus tetap

dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan.''*

" Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Juz 2, 367-368.
"2H. Moh. Zuhri et.al., Terjemah Sunan At-Tirmidzi, Jilid 11, Cet. I, 460-461.

"“Mazhab Syafi'i mengharamkan seorang laki-laki bukan pezina menikahi perempuan
pezina sampai ia bertobat. Tetapi perempuan pezina baik hamil atau tidak hamil karena zina boleh
dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya. Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 2, 585-586.,
Wahbah al-Zuhaill, Al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk., Jilid 9, 146.

14Y. Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi I, Cet. V,
(Jakarta: Kencana, 2017. xx-xxi.
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Larangan pernikahan karena perbedaan agama maksudnya adalah seorang
laki-laki muslim haram menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam

dan sebaliknya berdasarkan firman Allah QS al-Baqgarah /2:221

JRORY rf\i"/&‘;b ﬂwﬂ’«;f@vﬁiﬁ) wfu’v{r““ RO
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Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada
perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu
nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman)

sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman

lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu...".'"®

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh firman Allah dalam QS al-
2,7 -0 N [ 3 \3
Mumtahanah /60:10 berikut: ... 06 O3bse 38 Y320 da Ga Y . "...mereka wanita-

wanita muslimah itu tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir

itu tidak halal bagi mereka..." "'

Quraish Shihab, menafsirkan QS al-Baqarah/2:221, bahwa, meski
mayoritas ulama tidak memasukkan A4/ al-Kitab dalam kelompok musyrik tetapi
mereka tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan Islam, dan di lain ayat
Ahl al-Kitab dimasukkan dalam kelompok orang kafir, oleh karena itu mereka
haram dinikahi oleh orang Islam dan sebaliknya.'"’

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam juga telah menginternalisasi larangan perkawinan seperti yang diatur dalam

'"’Kementerian Agama Republik Indonesia, 4/-Qur’an dan Terjemahnya, 43.
16K ementerian Agama Republik Indonesia, 4/-Qur’an dan Terjemahnya, 803.

"M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
Volume 1, 474-475.
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fikih perkawinan. Larangan perkawinan diatur dalam bab syarat-syarat
perkawinan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.

Larangan perkawinan sebab hubungan nasab, hubungan perkawinan
(musaharah) dan sebab hubungan persusuan (rada’ah) diatur pada Pasal 8 huruf
(a) sampai dengan huruf (d) berikut:

Pasal 8: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan
bibi / paman susuan;

Ketentuan Pasal 8 huruf a sampai dengan d di atas diperkuat dan dirinci
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berikut:
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita
disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:
a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau
keturunannya;
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
(2) Karena pertalian kerabat semenda:
a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla dukhul;
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
(3) Karena pertalian sesusuan:
a. dengan seorang wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus
ke atas;
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke
bawabh;

“SDepartemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, 45-46.
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c. dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan ke
bawabh;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.'"

Larangan perkawinan sebab mengumpukan dua orang bersaudara diatur
pada Pasal 8 huruf (e) berikut:

"Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dari
isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang".'*’

Kandungan Pasal 8 huruf (e) di atas, dijelaskan pula dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 41 yang rumusannya diatur pada ayat-ayat berikut:

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang
mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya:
a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
b. wanita dengan bibinya atau kemanakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah
ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah."*'

Larangan sebab poligami melebihi empat diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan Pasal 8 huruf (f) dengan rumusan berikut:

"Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku

. oy 122
dilarang kawin".

Ketentuan Pasal 8 huruf (f) tersebut, diatur lebih lanjut dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 42 dengan rumusan sebagai berikut:

"Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita
apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-
empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’i
ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang

yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i".'*

"Departemen Agama RL, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 26-27.
120Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, 46.
2'Departemen Agama RL, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 28.
'2Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, 46.
123Departemen Agama RL., Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, 28.
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Larangan yang bersifat sementara sebab perkawinan diatur oleh Undang-
Undang Perkawinan pada Pasal 9 yang berbunyi:

"Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin
lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3

Undang-undang ini".'**

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas dikuatkan oleh
Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 yang bunyinya sebagai berikut:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

wanita karena keadan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan
pria lain;

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain".'®

Larangan perkawinan sebab talak tiga diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan pada Pasal 10 sebagai berikut:

"Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain
dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain"."*°

Ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas
ditegaskan lagi secara rinci dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal
43 sebagai berikut:

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili’an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi
telah kawin dengan pria lain, kemudianl 2gerkawinan tersebut putus ba’da

dukhul dan telah habis masa iddahnya".

124Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, 46.
2 Departemen Agama RL, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 28.
"2*Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, 46.
127Departemen Agama RIL., Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 29.
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Larangan perkawinan sebab ihram tidak diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan dan hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 54
yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Selama seorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan
perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.

(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya
masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah".'*®

Larangan perkawinan sebab perzinahan diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam yaitu pada Pasal 53 dengan rumusan sebagai berikut:
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir".'*’

Adapun larangan perkawinan karena beda agama diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam pada Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 yang rumusannya masing-
masing sebagai berikut:

Pasal 40 huruf (c):

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang
wanita karena keadan tertentu:

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.'*

Pasal 44:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang
pria yang tidak beragama Islam."'

Rumusan tentang larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas, jika

128Departemen Agama RIL., Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 33.
'2Departemen Agama RL, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 33.
Departemen Agama RL, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 28.
131Departemen Agama RIL., Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 29.
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diperhatikan hampir seluruhnya merupakan bentuk internalisasi ketentuan yang
ada dalam hukum fikih.
3. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bahasan yang selalu hangat
dalam perbincangan tentang hukum perkawinan di era modern sekarang ini.
Perbincangan tentang pencatatan perkawinan yang selalu hadir dalam kehidupan
sosial masyarakat khususnya masyarakat muslim, menurut Penulis dilatar
belakangi oleh dua hal pokok yaitu, pertama urgensi pencatatan perkawinan yang
tidak bisa lagi disepelehkan dan ke dua, masih banyaknya masyarakat yang
melakukan perkawinan tanpa pencatatan dengan berbagai alasan di belakangnnya.
Pembahasan tentang pencatatan perkawinan dalam tulisan ini diuraikan secara
singkat oleh Penulis melalui pendekatan fikih dan pendekatan yuridis.

a. Pencatatan perkawinan menurut fikih

Bahasan tentang pencatatan akad perkawinan tidak dikenal dan tidak
ditemukan dalam teks-teks fikih klasik, meski perkawinan diposisikan sebagai
sebuah kontrak perikatan yang sangat luhur. Berbagai analisis dikemukakan oleh
banyak pihak sebagai alasan mengapa pencatatan tidak ditemukan bahasannya
dalam fikih.

Aisyah Arsyad mengatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak
dimasukkan sebagai salah satu unsur dalam hukum fikih disebabkan tidak adanya
nas yang secara cksplisit menyebutkannya.'’” Sementara Ashadi L. Diab
mengemukakan analisis mengapa pencatatan perkawinan belum ada dalam kitab-
kitab fikih ialah karena pada masa awal Islam tingkat amanah kaum muslimin

sangat tinggi sehingga pembuktian adanya suatu perkawinan cukup dengan

2Aisyah  Arsyad, "Menuju Fikih Gender: Analisis Hadis Tentang Perintah
Mengumumkan Perkawinan”, Tahdis, Volume 8 Nomor 2, (Tahun 2017), 137,
DOI: https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i2.7223
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pelaksanaan perintah mengadakan pesta sebagai bentuk persaksian disamping
saksi syar’i.133 H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mengungkapkan
analisisnya bahwa salah satu alasan mengapa pencatatan perkawinan tidak dikenal
dalam teks-teks kitab fikih klasik, ialah karena pencatatan perkawinan belum
dipandang sebagai sesuatu yang penting dan belum dijadikan sebagai bukti
autentik terhadap sebuah perkawinan.'**

Seiring perkembangan zaman dengan berbagai dinamikanya yang terus
berkembang, pencatatan perkawinan kemudian menjadi perhatian dalam kajian
hukum [slam. Pencatatan sebagai bukti autentik telah menjadi kebutuhan dasar
dalam pencapaian tujuan sebuah perkawinan. Berbagai masalah yang berpotensi
timbul setelah pelaksanaan akad perkawinan, harus dihindari dengan suatu
formulasi hukum yang jelas dan pasti. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan
hukum Islam khususnya dalam masalah fikih perkawinan. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Ibn Qayyim al-Jauziyah, dalam Kitab /'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi

al-'alamin sebagai berikut:
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"Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat,
kondisi, tujuan dan kebiasaan (tradisi)".

Menurut Abdi Wijaya, bahwa Ibnu al-Qayyim melalui pandangannya

tersebut menuntun kita untuk memahami bahwa setiap permasalahan hukum harus

' Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih: Telaah
Terhadap Kompilasi Hukum Islam", Al'Adl, Volume 11 No. 2, (Juli 2018), 51,
DOI: http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248

3H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia:,
121.

"3Ibnu Qayyim al-Jauziyah; Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd al-Zar' al-
Dimasyqi, I'lam al-Muwagqqi’in 'an Rabbi al-'alamin, Jilid 1, Cet. 1, (t.t.: Dar Ibnu al-Jauzi, 1423
H.), 41.
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dibicarakan dan ditetapkan sesuai konteksnya. Terjadinya transformasi hukum
Islam merupakan keniscayaan agar mampu merespon permasalahan-permasalahan
kontemporer yang terjadi.’*® Namun, pandangan tersebut mensyaratkan perubahan
hukum hanya boleh terjadi pada wilayah mu’amalat (hubungan kemanusiaan)
karena pada wilayah ini selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Suatu
hal yang dipandang relevan untuk suatu zaman dan wilayah tertentu, boleh jadi
tidak relevan lagi pada waktu setelahnya.'?’

Pola pembaharuan hukum Islam mengikuti perubahan sosial, tidak berarti
hukum Islam tunduk pada perubahan sosial, tetapi antara keduanya terjadi
hubungan interaksi menuju tatanan yang lebih baik. Terjadinya perubahan sosial
memberi pengaruh pada hukum Islam dan perubahan hukum Islam juga memberi
pengaruh pada perubahan sosial. Hukum Islam lahir dari kondisi sosial yang ada
dan memberi suatu tatanan yang pasti. Ketika hukum Islam telah ditetapkan maka
ia bersipat mengikat bagi masyarakatnya, dan dalam konteks negara, akan berlaku
efektif jika diserap menjadi hukum positif.'**

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum Islam dalam pandangan
Penulis, harus diberi batasan secara tepat agar tidak terjadi pemahaman yang
keliru. Hukum Islam lahir sebagai jawaban dan solusi atas kondisi sosial yang
ada, bukan tunduk mengikuti kehendak perubahan sosial. Hukum Islam hadir

memberi arah dan batas yang jelas dan pasti dalam tatanan kehidupan sosial.

1 Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim", Al-Daulah : Jurnal
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Makassar, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2017), 393.,
DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891.

7Agus Hermanto, "Peran ‘Illat dalam Ijtithad Hukum Islam", Ijtimaiyya: Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 11 Nomor 1, (Februari 2018), 112-113.,,
DOI: https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3417.

8Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam”, Al-Tahrir,
Volume 16 No. 1 (Mei 2016), 210-211., DOI: https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322.
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Kembali pada permaslahan pencatatan perkawinan, kondisi sosial umat
Islam di masa kontemporer ini, membutuhkan suatu tata aturan hukum yang jelas
dan pasti. Kepastian hukum suatu perkawinan tidak lagi cukup dengan persaksian,
baik saksi syar’i (saksi nikah) maupun perksaksian umum melalui walimah.
Pencatatan mutlak diperlukan kehadirannya dalam teks hukum perkawinan Islam
(fikih mundakahat). Fungsi pencatatan perkawinan menurut Penulis adalah untuk
memberikan perlindungan dan menjamin tegaknya kepastian hukum bagi suami
isteri dan keturunannya kelak, menjamin ketertiban pelaksanaan perkawinan,
sebagai upaya preventif atas terjadinya penyimpangan rukun dan syarat
perkawinan, dan tegaknya hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Berbagai pandangan telah dikemukakan terkait dengan problematika
hukum pencatatan perkawinan dalam fikih. Nenan Julir, berpandangan bahwa
meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang secara tegas
memerintahkan pencatatan perkawinan, namun sesuai dengan tujuan syari’at yaitu
untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghidari keburukan, maka ketentuan
pencatatan perlu dilakukan dan diwujudkan oleh semua pihak. Lebih lanjut Nenan
menarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat atau
rukun perkawinan tetapi ia menempati posisi wajib nikah sebagaimana posisi

mahar.'*’

3%Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, Mizani,
Volume 4 Nomor 1, (2017), 59-60, DOI: http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010. Tinjauan
berbeda dikemukakan oleh Aisyah Arsyad, yang berpendapat bahwa eksistensi hadis tentang
perintah mengumumkan perkawinan dapat dimaknai sebagai perintah untuk menertibkan
perkawinan melalui pencatatan. Jika di masa awal Islam, mengumumkan perkawinan dimaknai
sebagai bentuk kontrol sosial, maka di era sekarang kontrol sosial tersebut adalah berupa
pencatatan. Aisyah Arsyad, "Menuju Fikih Gender: Analisis Hadis Tentang Perintah
Mengumumkan Perkawinan”, Tahdis, 151, DOI: https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i2.7223
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Satria Effendi mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili, mengemukakan
bahwa syarat dalam pernikahan dikelompokkan ke dalam dua yaitu syarat syar7,
adalah syarat yang tergantung kepadanya keabsahan suatu akad dan syarat tausigi,
yaitu syarat yang dirumuskan untuk dijadikan bukti kebenaran terjadinya suatu
tindakan sebagai upaya preventif timbulnya ketidakjelasan di kemudian hari.'*
Dengan merujuk pada pendapat tersebut, maka berdasarkan urgensinya,
pencatatan perkawinan dapat dikategorikan ke dalam syarat tausigi.

Jika ditinjau dari sudut pandang maslahah mursalah, pencatatan
perkawinan termasuk dalam kategori primer (daruri ), yang dengannya kehendak
Allah mewujudkan kemaslahatan yang hakiki untuk kehidupan umat Islam dapat
terealisasi. Pencatatan perkawinan dapat merealisasikan kemaslahatan dalam
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan pemeliharaan harta dan
kehormatan sekaligus.'"! Dengan demikian, melakukan pencatatan perkawinan
berarti telah menegakkan kemaslahatan sebagai kebutuhan pokok manusia, dan
sikap mengabaikan pencatatan perkawinan adalah sama dengan membuka pintu
kehancuran dan kerusakan dalam tatanan kehidupan umat manusia.

Terkait pentingnya pencatatan perkawinan, Majelis Ulama Indonesia telah
mengeluarkan fatwanya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan

bahwa "Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang,

"“Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, 35.
Sejalan dengan Satria Effendi, Ashadi L. Diab menghendaki pencatatan perkawinan sebagai syarat
sah melalui penerapan ijtihad insya'i dengan pendekatan maslahah. Ashadi L. Diab, "Legalisasi
Nikah  Sirri  Melalui  Isbat Nikah  Perspektif  Fikih", Al'Adl, 55, DOI:
http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248

"“IToha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan: Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan,
Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif ", Asas, Volume 11 Nomor 1, (2019),
134-136, DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647.
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sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif / madarrah"."** Salah

satu dasar pertimbangan fatwa MUI tersebut di atas adalah kaidah fikih :

2 s Je s iz
"Mencegah kerusakan lebih didahulukan (diutamakan) dari menarik
kemaslahatan".

Ada dua hal yang dapat ditarik dari fatwa tersebut yaitu, pertama
pernikahan itu harus dicatatkan dan ke dua tujuan pencatatan itu adalah sebagai
langkah preventif menolak keburukan di masa datang.

b. Pencatatan perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu".
Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".'* Peraturan
perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (2) tersebut dijelaskan pada Pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Undang-Undang RI

Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

"“2Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975, (t.t.:
Emir, 2015), 558.

143Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, 76.
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Terpisahnya antara ayat syarat sah perkawinan dan ayat keharusan
pencatatan pada Pasal 2 di atas, membuka peluang penafsiran yang berbeda. Satu
pihak menafsirkan bahwa pencatatan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan
sekedar sebagai syarat administratif, karena sahnya perkawinan ditentukan oleh
pemenuhan syarat agama. Apabila agama dan kepercayaannya telah menyatakan
sah maka tidak ada alasan bagi negara untuk menyatakan tidak sah.'** Penafsiran
seperti inilah yang kemudian dijadikan pegangan mereka yang tidak mencatatkan
perkawinannya, karena menganggap cukup dengan syarat agama.

Pihak lain menafsirkan bahwa antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 Undang-
Undang Perkawinan adalah merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan
satu dengan yang lainnya. Setiap perkawinan tidak cukup dengan keabsahan
menurut agama dan kepercayaannya tetapi harus diikuti dengan pencatatan oleh
pegawai pencatatan nikah karena pencatatan menentukan kepastian dan
perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan tersebut.

H. Abdul Mannan mengutip Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di bawah
tangan dan tidak dicatat pada instansi berwenang yang mengemukakan bahwa
yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah
memenuhi segala ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 secara kumulatif,'*®

Berdasarkan yurisprudensi tersebut diharapkan
ada kesatuan pandangan dalam rangka memberikan pendidikan hukum kepada

masyarakat agar mereka patuh pada ketentuan yang berlaku.

'*4Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan: Analisis dengan Pendekatan ..., 136. DOI:
https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647.

45H. Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi I, Cet. V,
(Jakarta: Kencana, 2017. 50.
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Pendapat senada, dikemukakan oleh Sudirman dan Iskandar, bahwa antara
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) harus dipahami dengan pemahaman kolektif
dengan mengembalikan keduanya pada tujuan perkawinan yang terdapat pada
Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan'*® yaitu membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Tujuan perkawinan yang dimaksudkan pada pasal 1 tersebut tentu tidak
akan dapat terwujud tanpa perwujudan kedua ayat dari pasal 2.

Penulis memilih pandangan yang tidak memisahkan antara ayat (1) dan ayat
(2) Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dengan alur pemikiran bahwa pencatatan
perkawinan adalah suatu keniscayaan terhadap legalitas suatu perkawinan yang
didasarkan atas pemenuhan syarat agama dan kepercayaan yang dianut. Pasal 2 ayat
(1) merupakan syarat untuk Pasal 2 ayat (2) atau sebaliknya Pasal 2 ayat (2) tidak bisa
diwujudkan tanpa pemenuhan terhadap kehendak Pasal 2 ayat (1).

Ketentuan tentang keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan
dalam Kompilasi Hukum dijabarkan pada Pasal 4 s.d. 6 sebagai berikut: '’
Pasal 4:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Pasal 5:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatatkan.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22
Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

146Sudirman dan Iskandar, “Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan
Maslahah”, 111, DOI: https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16.

147Departemen Agama RI., Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991: Kompilasi
Hukum Islam, 15.
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Pasal 6:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak
mempunyai kekuatan Hukum.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut kembali melahirkan
ambiguitas interpretasi status hukum pencatatan perkawinan bagi umat Islam.
Pasal 4 dan 5 KHI meneguhkan interpretasi yang memisahkan antara keabsahan
dan pencatatan, sementara Pasal 6 meneguhkan interpretasi yang menyatukan
keabsahan dengan pencatatan. Keberadaan Pasal 6 tidak akan berarti apa-apa jika
Pasal 4 dan 5 tidak terpenuhi.

4. Sanksi hukum terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan

Pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pencatatan perkawinan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelanggaran terhadap aturan
pencatatan perkawinan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pelanggaran oleh yang
melakukan akad nikah atau yang menikah dan pelanggaran oleh yang melakukan

pekerjaan menikahkan atau petugas.

a. Pelanggaran oleh yang melakukan akad nikah atau yang menikah, diatur pada
Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi:

"Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat

(3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-
w148

tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)".

148Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, 90.
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Pasal 3 dan 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur
tentang pencatatan perkawinan.

b. Pelanggaran oleh orang yang melakukan pekerjaan menikahkan atau petugas,
diatur pada Pasal 45 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
mengatur bahwa:

"Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal
6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 13 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)".'*

"Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan
pelanggaran", demikian bunyi Pasal 45 ayat (2).

Sistem sanksi dalam sistem hukum manapun menurut Mohsi, adalah dalam
rangka menjaga kepastian hukum dan terjaminnya kepastian hukum yang
dibangun. Sanksi mengokohkan legitimasi dan supremasi hukum menjadi
nyata.'”’ Demikian halnya dengan pengaturan sanksi pelanggaran pencatatan
perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
seharusnya dapat mengokohkan legitimasi hukum pencatatan perkawinan, namun
sampai sekarang ternyata tidak dapat mewujudkan supremasinya.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pencatatan
perkawinan sudah saatnya dilakukan. Pencatatan perkawinan diatur dengan
undang-undang. Pengabaian serta pelanggaran terhadap undang-undang adalah
bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku dan pelaksana perkawinan
tidak tercatat dapat dipidana. Tujuan pemidanaan sebagaimana dalam pandangan

aliran wtilitis, dimaksudkan selain untuk memperbaiki sikap dan laku terpidana

"9Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, 91.

''Mohsi, "Dekonstruksi System Sanksi dalam UU No. 22 Tahun 1946 Tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", Jurnal Reflektika, Volume 13 No. 1 (2018), 96.,
DOI: 10.28944/reflektika.v13i1.172.
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juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan perbuatan yang sama dilakukan
oleh orang lain.""

Tingginya angka perkara permohonan isbat nikah menunjukkan bahwa
aturan-aturan hukum pencatatan perkawinan tidak menimbulkan efek
sebagaimana dikehendakinya. Perkawinan tidak tercatat masih terus terjadi,
meskipun hukum telah mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Kondisi demikian menghendaki penerapan fungsi hukum sebagai
kontrol sosial, dimana hakim dituntut benar-benar menerapkan materiil hukum
dalam setiap penetapannya, hakim memberikan putusan sesuai dengan hukum. '

Langkah selanjutnya yang penting dilakukan, adalah dekonstruksi
pemberlakuan sanksi yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman."> Penulis berpandangan
bahwa dekonstruksi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan mendesak
dilakukan terutama pada bentuk dan ukuran sanksi yang perlu diperberat.

5. Teori efektivitas hukum

Salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam kajian hukum adalah
efektivitas keberlakuan hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-
benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat,
bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.'>* Hukum dikatakan

efektif jika tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat

151Sar‘[ini, Abdul Bari Azed dan Suzanalisa, "Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif

Hukum Pidana", Jurnal Legalitas, Volume VIII, Nomor 1, (Juni 2016), 9-14.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v8il.88.

'32Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan
Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia", Jurnal HES, Volume 1 Nomor 2 (2018), 154,
DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3924.

153Mohsi, "Dekonstruksi System Sanksi dalam UU No. 22 Tahun 1946...", 101-102.
154Y. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 31.
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tercapai, dan dalam pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh 3 unsur pokok

yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan kultur masyarakat.155

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tegaknya hukum di tengah
masyarakat yaitu:
a. Substansi hukum atau hukum itu sendiri

Hukum dapat berlaku efektif apabila hukum itu berlaku secara yuridis,
berlaku secara sosiologis dan filosofis dalam artian diatur oleh kekuasaan yang
bersifat memaksa, sejalan dengan kondisi sosiologis masyarakat karena
dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan berlaku secara
folosofis yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
b. Struktur hukum/ lembaga hukum / penegak hukum

Penegak hukum adalah orang yang bertugas menerapkan hukum. Penegak
hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas hukum. Substansi
hukum yang baik, memerlukan penegakan oleh penegak hukum yang baik pula
(kapabilitas dan integritas). Kualitas sumber daya manusia penegak hukum harus
mampu menjawab tantangan penegakan hukum, demikian pula yang tidak kalah
pentingnya adalah integritas penegak hukum.
c. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan
penegakan hukum. Hukum dan penegak hukum yang baik, membutuhkan
dukungan sarana yang memadai. Penegakan hukum harus mampu mengikuti dan

menyesuaikan dengan arus deras perkembangan teknologi modern. Oleh karena

'3Takdir, "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat",
Maddika: Journal of Islamic Family Law, Volume 7 Nomor 1 (2017), 42-43.,
DOI: https://doi.org/10.24256/ahkam.v1il.752.
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pemenuhan sarana atau fasilitas yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan
zaman mutlak dipenuhi.
d. Kultur hukum / kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum, oleh ilmuwan hukum diartikan dengan bertindak sesuai
dengan kehendak hukum. Selain itu kesadaran hukum juga diartikan dengan
tindakan dan pola pandang masyarakat terhadap hukum yang terimplementasi
dalam kehidupannya sehari-hari.'”® Kesadaran hukum dalam arti yang ke dua,
sejalan dengan pandangan yang menyandingkan kesadaran hukum dengan budaya
hukum."*’

Tujuan hukum yang diatur dalam setiap peraturan hukum membutuhkan
adanya kesadaran hukum masyarakat. Tujuan yang diinginkan oleh hukum tidak
akan terwujud jika kesadaran hukum rendah. Sebaik apapun substansi hukum dan
aparat penegaknya serta fasilitas yang ada, jika kesadaran hukum masyarakat
rendah maka penegakan hukum akan terhambat. Substansi dari kesadaran hukum
masyarakat tercakup di dalamnya pengetahuan tentang hukum, penghayatan

tentang fungsi hukum dan ketaatan pada hukum.'>®

Kesadaran hukum suatu masyarakat terkait erat dengan budaya hukum
yang ada di masyarakat itu. Sebagai contoh, kesadaran hukum dalam mencatatkan
perkawinannya, masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan namun
tidak dicatatkan pada petugas berwenang. Hal tersebut terjadi karena masih

adanya anggapan yang membudaya bahwa perkawinan itu tetap sah meskipun

156 Adi Gunawan, "Selfassessment: Suatu Tinjauan Sosiologis", Jurnal Yustitia, Volumen
19 Nomor 2 (2018), 223., DOI: http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i2.479.

'*"Takdir, "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat", 48
18Y. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 31
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tidak dicatatkan. Pencatatan hanya dipandang sebagai kebutuhan administrasi
negara saja, schingga ketika mereka mengalami kendala sedikit saja, mereka tidak
lagi peduli dan melaksanakan perkawinan sesuai kebiasan saja (perkawinan

berdasar agama).

6. Isbat nikah

Isbat nikah, terdiri dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat mempunyai
makna penetapan atau pembuktian.'” Ketika disandingkan dengan kata nikah,
maka yang dimaksud adalah suatu penetapan atau pembuktian pengadilan
terhadap pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, ishat nikah adalah penetapan atau penentuan
tentang kebenaran (keabsahan) nikah.'®® Isbat nikah adalah merupakan upaya
legalisasi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak
dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Istilah isbat nikah tidak dikenal dalam Undang-Undang, ia dikenal melalui
Kompilasi Hukum Islam. Kalimat pernyataan tentang sahnya perkawinan atau
isbat nikah memiliki makna bahwa nikah yang dimintakan pengesahan itu
dianggap tidak sah sebelum adanya pengesahan pengadilan. '

Secara yuridis, landasan hukum pelaksanaan isbat nikah oleh Pengadilan

Agama adalah:'®

' Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia, (Yogyakarta:
PustakaProgresif, 1997), 145.

1Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 388.

'’Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Isbat Nikah dalam Sistem Hukum

Perkawinan Indonesia", Al-Man@hij, Volume XI Nomor 2, (Desember 2017), 234.,
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1299.

'2Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama: Buku II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 143.
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a. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 sebagai berikut:

"Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga
dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan
mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan
kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang
bersangkutan mengirimkan salinan keputusannya kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk
itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat
keputusan hakim yang menyatakan hal itu".

b. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang
bunyinya sebagai berikut:

"pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut
peraturan yang lain."

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2): "Dalam hal perkawinan tidak dapat
dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan
Agama".

d. Ramdani Wahyu Sururie menambahkan dengan memasukkan Penjelasan
Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'®®
yang berbunyi:

"Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu
yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang
ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.
Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak
mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada".

Isbat nikah sesungguhnya adalah merupakan pintu hukum yang dibuka

untuk pengakuan status bagi perkawinan yang tidak tercatat. Dikatakan sebagai

'“Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Isbat Nikah dalam Sistem Hukum
Perkawinan Indonesia", Al-Mandahij, 234., DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1299.



68

pintu hukum, karena sesungguhnya pengakuan status hukum perkawinan telah
diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap
perkawinan yang tidak memenuhi kehendak undang-undang, berada dalam suatu
situasi ketidak pastian. Untuk keluar dari ketidak pastian status hukum itulah,
isbat nikah menjadi pintu keluarnya.

Meskipun isbat nikah telah menjadi solusi atau pintu hukum bagi
perkawinan yang tidak dicatatkan, namun untuk dapat melaluinya harus
memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat bagi suatu perkawinan dapat diajukan
permohonan isbat nikah dibatasi oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam berikut:

Pasal 7:
(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai

hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

(b) Hilangnya Akta Nikah;

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan:

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 dan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
19747

Mengenai pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan isbat
nikah selanjutnya diatur pada Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi:

(4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri,

anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu.'®

Departemen Agama RL, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 15-16.
165Departemen Agama RIL., Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, 16.
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Berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas,
jelas bahwa tidak semua perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan isbat nikah
atau pengesahan perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya, ketentuan
pembatasan syarat pengajuan isbat nikah atau pengesahan perkawinan tersebut
tidak sepenuhnya dipatuhi oleh hakim pengadilan agama, terutama ketentuan pada
huruf (d). Hakim pengadilan agama tetap menerima dan mengabulkan
permohonan isbat nikah meskipun terjadi setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu terjadi, lagi-lagi karena
penafsiran pemberlakuan hukum. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan (e)
tidak dipahami sebagai satu kesatuan yang saling terkait.

Menurut Penulis, isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat yang terjadi
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya tidak ada lagi.
Pasal 7 ayat (3) terutama huruf (d) dan (e¢) mesti dipahami dalam satu keterkaitan
yang utuh, bukan masing-masing berdiri sendiri. Namun demikian Penulis tidak jauh
mengulas tentang polemik penerapan aturan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
tersebut, karena secara faktual, terjadi secara masif di seluruh Indonesia.

7. Pembuktian dan alat bukti

Pembuktian dalam bahasa Arab disebut dengan Z\-uJ\ yang berarti "suatu
yang menjelaskan", dan secara terminologis, pembuktian berarti "memberikan
keterangan dengan dalil hingga meyakinkan" demikian menurut Gemala Dewi.'®®

Pembuktian dan bukti secara terminologis menurut pakar antara lain; Pembuktian

166Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama di Indonesia, Cet. 11, (Jakarta: Kencana, 2006), 135.
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adalah meyakinkan hakim mengenai dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

persengketaan.'®’

Pengertian tentang bukti atau alat bukti adalah segala sesuatu yang
menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran.'® Bukti adalah semua hal yang
dapat digunakan untuk menguatkan dalil.'"® Bukti adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat digunakan untuk
meyakinkan hakim akan kebenaran adanya suatu tindakan.'”’

Pembuktian merupakan salah satu unsur pokok dan menentukan dalam
penyelesaian suatu perkara perdata yang dibebankan kepada siapa yang
mengajukan hak. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran suatu
peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Kebenaran yang dicari dalam
hukum perdata adalah kebenaran formil, namun keberanaran formil yang
dimaksudkan bukan berarti tidak memerlukan kebenaran materiil. Kebenaran
materiil tetap menjadi utama, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan,

maka hukum membenarkan hakim mengambil keputusan cukup berdasarkan

17y, Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil, (Jakarta:
Erlangga, 2015), 172. Alfitra mendefinisikan pembuktian sebagai usaha untuk menyatakan kebenaran
atas sesuatu persitiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Alfitra,
Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Raih
Asa Sukses, 2011), 23. H. Abdul Mannan mendefinisikan pembuktian adalah upaya para pihak
yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan
dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. H. Abdul Mannan, Penerapan Hukum
Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi 2, Cet. 8, (Jakarta: Kencana, 2016), 239.
Pembuktian menurut R. Subekti sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, ialah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di muka
pengadilan. Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata, 137.

"8Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Cet. 11, (Y ogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007), 15.

19 Abdurrahman al-Maliki Ahmad al-Da'ur, Nizamu al-'Uqiibat wa Ahkamu al-Bayyindt fi
al-Islam,diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadlan dengan judul, Sistem Sanksi dan Hukum
Pembuktian dalam Islam, Cet. IV, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2011), 304.

170Alﬁtra, Hukum Pembuktian dalam Beracara.., 23.



71

kebenaran formil.'”" Pendapat yang sama dikemukakan oleh H. Abdul Mannan,
bahwa dalam praktik peradilan sebenarnya hakim dituntut untuk mencari
kebenaran materiil. Kebenaran formil yang dicari dimaknai bahwa hakim tidak
boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.'”
Menurut penulis, dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya,
hakim harus mencari kebenaran formil dan kebenaran materiil secara bersamaan,
karena kebenaran formil tidak bisa tegak tanpa kebenaran materiil dan sebaliknya
kebenaran materiil tidak dapat diwujudkan tanpa dengan kebenaran formil.
Contoh praktis dalam perkara permohonan isbat nikah, Hakim tidak cukup hanya
mencari kebenaran tentang adanya suatu perkawinan secara formil dalam arti
bahwa perkawinan tersebut memenuhi rukun, tetapi juga harus mencari kebenaran
materiil yaitu apakah perkawinan tersebut rukunnya (formil) memenuhi syarat
(materiil).
M. Yahya Harahap menegaskan bahwa dalam penyelesaian permohonan,
harus ditegakkan dan diterapkan prinsip dan sistem pembuktian sebagai berikut:
a. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-
Undang.
b. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal
pembuktian.
c. Pembuktian dibebankan kepada pemohon
d. Yang sah sebagai alat bukti hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi

syarat formil dan syarat materiil.'”

"""M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata:Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 568.

'2H. Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 240.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 41.
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Adapun alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata yaitu bukti
surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.'” Alat bukti dalam
hukum Islam menurut Abdurrahman al-Maliki, ada empat macam, yaitu

175 Sementara

pengakuan, sumpah, kesaksian dan dokumen-dokumen tertulis.
menurut Gemala Dewi, alat-alat bukti dalam hukum Islam yang biasa diajukan
dalam persidangan di pengadilan adalah pengakuan (igrar ), saksi (syahadah),
sumpah (yamin) dan bukti tertulis (maktibah ).'’®

a. Bukti tertulis (maktibah)

Alat bukti tertulis adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang
diwujudkan dengan tanda-tanda baca dan dimuat pada suatu benda.'”” Alat bukti
tertulis yang dimaksud di sini adalah akta dan surat keterangan atau dokumen baik
dokumen resmi maupun dokumen di bawah tangan.

b. Saksi (syahadah)

Saksi adalah orang yang mengemban dan memberikan kesaksian'’™
tentang suatu hal atau peristiwa yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, yang
tidak disaksikan oleh orang lain sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan
tertentu.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa alat bukti saksi memiliki syarat

formil dan materiil yang bersifat kumulatif yang apabila salah satu syarat tidak

""*Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama: Buku II, h. 89. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 630.

175 Abdurrahman al-Maliki Ahmad al-Da'ur, Nizamu al-'"Ugqibat wa Ahkamu al-Bayyindt fi
al-Islam, 308.

176Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata, 138-139.
77 Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara.., 133.

178K esaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah
kebenaran di hadapan sidang penadilan. Abdurrahman al-Maliki Ahmad al-Da'ur, Nizamu al-
'Uqubat wa Ahkamu al-Bayyinat fi al-Islam, 322.
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terpenuhi, maka tidak sah sebagai alat bukti saksi.'” Syarat formil alat bukti saksi
adalah:

1) Saksi adalah orang yang cakap menjadi saksi

Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi (dapat bersaksi dan diterima

kesaksiannya) kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Orang yg tidak
cakap menjadi saksi (tidak dapat diterima kesaksiannya atau tidak dapat dijadikan
saksi) antara lain adalah:
a) Keluarga sedarah, semenda dan suami isteri
b) Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun
c) Orang gila meskipun terkadang terang ingatannya
d) Orang yang berada dalam tahanan'*

2) Kesaksian disampaikan di depan sidang

3) Saksi diperiksa satu per satu

4) Saksi mengucapkan sumpah

Adapun syarat materiil saksi adalah:

1) Keterangan saksi tidak hanya oleh seorang saksi.

Pembuktian dengan bukti saksi dalam perkara perdata harus lebih dari satu
saksi. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat diterima atau tidak sah,
sebagaimana adagium wunus testis nullum testis (satu saksi bukan saksi). Apabila
hanya ada satu saksi, maka untuk dapat menjadi bukti, harus didukung oleh alat
bukti yang lain."®" Pengertian unus testis menurut M. Yahya Harahap tidak boleh
ditafsir secara harfiah dengan bilangan saksi yang hanya satu orang, tetapi

meliputi kualitas saksi. Meskipun saksi yang diajukan terdiri dari banyak orang,

'""M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 712.
'8M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 713-717.
81y Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata, 190-191.
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tetapi yang memenuhi syarat formil dan materiil hanya satu orang saja, maka
dalam keadaan demikian kesaksiannya tetap tidak sah dan tidak dapat diterima
sebagai alat bukti.'®?
2) Keterangan yang diberikan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa keterangan yang diberikan oleh
saksi memiliki landasan pengetahuan yang merupakan sebab atau alasan
pengetahuan yang diterangkannya. Keterangan saksi sah apabila berdasarkan
pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri.'®> Oleh karena itu
kesaksian berdasarkan dugaan dan pendapat pribadi tidak dapat diterima,
termasuk festimonium de auditu atau kesaksian karena mendengar dari orang lain.

3) Saling bersesuaian

Keterangan saksi yang dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti juga
ditentukan oleh kebersesuaiannya. Saling bersesuaian bukan berarti bahwa
keterangan para saksi seragam, tetapi maksudnya ialah kesesuaian atau kecocokan
antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain atau antara keterangan
saksi dengan alat bukti yang lain. Saling bersesuaian dapat pula dimaknai sebagai
adanya hubungan yang saling berkaitan diantaranya.'®*

Adapun syarat kesaksian dapat diterima menurut Wahbah al-Zuhaili
adalah bahwa kesaksian tersebut selaras dengan apa yang dipersaksikan dan
menggunakan kata menyaksikan.'® Sayyid Sabiq menyaratkan kesaksian dapat

diterima apabila diperoleh dengan penglihatan, pendengaran atau ketersiaran

'82M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 730.

183Qulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata,139. M.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 733-734. V. Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata, 183.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 737-738.

'83Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul
Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul Figih Islam wa Adillatuhu, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani,
2011), 192.
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berita tentang sesuatu (khabar istifidah) yang sudah menyebar dan menjadi
pembicaraan di kalangan manusia yang tanpanya pengetahuan tidak bisa
diperoleh.'™

Satria Effendi menerangkan bahwa kesaksian terhadap suatu perbuatan
disyaratkan saksi benar-benar melihat langsung terjadinya perbuatan itu dan
kesaksian terhadap suatu perkataan disyaratkan saksi mendengar langsung
perkataan itu diucapkan seperti ijab dan gabil dalam perkawinan.187 Berita yang
tersebar (khabar istifadah) ini merupakan satu jenis berita yang boleh dijadikan
sandaran peraksian.188 Persaksian berdasar kemasyhuran di tengah masyarakat
dapat diterima dalam masalah pernikahan menurut mazhab Syafi'f.'®

Permasalahan pada kesaksian berdasarkan berita yang tersebar (khabar
istifadah) dalam masalah perkawinan adalah apakah berita yang tersebar itu
adalah sekedar kesaksian adanya atau telah terjadinya perkawinan atau kesaksian
berita tentang adanya atau telah terjadinya perkawinan yang memenuhi rukun dan
syarat. Kesaksian berdasar berita yang tersebar (khabar istifadah) biasa digunakan
oleh hakim sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat suatu
perkawinan yang terjadi di luar negeri. Menurut Penulis, kesaksian berdasarkan
berita yang tersebar (khabar istifadah) tidak dapat dijadikan alat bukti keabsahan

suatu perkawinan karena sulit menelusuri keterpenuhan rukun dan syarat suatu

perkawinan.

"8Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 4, 402.
'%Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, 102.
¥ Tbnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Cet. 11, 344.

'%98yaikh al-*Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Figih Empat Mazhab,
530.
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c. Sumpah (yamin)

Yang dimaksud dengan sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang
diberikan atau diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan dengan
mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan konsekuensinya jika tidak benar.

d. Pengakuan (igrar)

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang
bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Sayyid Sabiq
menyatakan bahwa pengakuan adalah kesaksian terhadap diri sendiri dengan
syarat yang melakukan pengakuan adalah orang yang berakal, balig, punya
kecakapan bertindak dan pengakuannya bukan sesuatu yang mustahil secara
logika.190 Pengakuan menurut Wahbah al-Zuhailt adalah pemberian konfirmasi
oleh seseorang tentang keberadan suatu hak orang lain atas dirinya. Pengakuan
memiliki kemungkinan jujur dan dusta,'”! oleh karena itu, pengakuan tidak serta
merta dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian tentang pembuktian di atas, dapat dipahami bahwa
pembuktian dan alat-alat bukti yang berlaku di pengadilan agama adalah
pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan hukum Islam dan hukum acara perdata
umum yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Penanganan perkara isbat nikah di pengadilan agama

Proses penanganan perkara isbat nikah di pengadilan agama diatur dalam

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

Ketentuan penangan perkara isbat nikah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan

""Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 4, Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki et.al,
(Surakarta: Insan Kamil, 2016), 399.

IWahbah al-Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul
Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul Figih Islam wa Adillatuhu, Jilid 8, 220.
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Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, mulai dari pengajuan,

pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / isbat nikah adalah

sebagai berikut:

a.

Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau
salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang
berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/
mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal,
dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan
kepentingan yang jelas serta konkrit.

Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua
suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi
penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan
isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan
upaya hukum kasasi.

Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah
seorang suami atau isteri bersifat contentious dengan mendudukkan isteri
atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon,
produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat
diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam huruf (b)
dan (c) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam
perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu
tersebut dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau
merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai
pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak

lain yang Dberkepentingan harus bersifat contentious, dengan
mendudukkan suami dan isteri dan / atau ahli waris lain sebagai
termohon.

Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya,
dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara contentious dengan
mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya
berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan
kasasi.

Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli
waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara
voluntair, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut
ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam
perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf (b) dan (f), dapat
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melakukan perlawanan kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah
yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.

i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam
perkaran permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf (c), (d) dan (e),
dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan agama / mahkamah
syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara
belum diputus.

j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak
dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalan huruf (¢), (d) dan
(e), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh pengadilan
agama/ mahkamah syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan
perkawinan yang disahkan oleh pengadilan agama / mahkamah syar'iyah
tersebut.

k. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima penetapan majelis hakim,
membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita
pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut
14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak
atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan
pengumuman pengadilan agama / mahkamah syar'iyah.

l. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari
setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir,
Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

m. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan  sah  perkawinan antara @ ................ dengan
....................... yang dilaksanakan pada tanggal ................... di
n 192

Proses penanganan perkara berdasarkan Buku II di atas adalah merupakan
proses baku yang harus dipedomani dalam penanganan perkara pengesahan / isbat
nikah yang dimulai dari proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian
permohonan pengesahan. Adapun hukum materiil yang menjadi acuan
penyelesaian perkara di pengadilan agama khususnya terkait dengan perkara isbat
nikah sesuai yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan Agama Buku II adalah sebagai berikut:

"2Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama: Buku II, 143-146.
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a. Al-Qur’an dan hadis

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

e. Kompilasi Hukum Islam."”

Ketentuan tentang kewajiban menegakkan hukum materiil tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:
"Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila". Selanjutnya pada Pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa: "Penetapan dan
putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan
dan dasar hukum yang tepat dan benar". Ketentuan yang diatur dalam kedua pasal
tersebut, menurut Zainal Arifin Hoesein, menegaskan salah satu fungsi hakim

yaitu menerapkan hukum apa adanya.'”* Hakim memberikan putusan dengan

norma hukum tertulis apa adanya terhadap peristiwa yang kongkrit.

C. Kerangka Pikir

Gambaran konsep alur pikir penulis mengenai obyek penelitian yang

akan dianalisis, dapat dilihat dalam bentuk skema diagram sebagai berikut:

'*Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan Agama: Buku II, 56-57.

1947ainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan,
Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi, (Malang: Setara
Press, 2016), 156.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengungkapkan berbagai teori dan norma
hukum dan implementasinya dalam objek penelitian. Penulis salam penelitian ini
berusaha mendiskripsikan tentang fenomena perkawinan tidak tercatat
dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Makale dalam Perkara Isbat
Nikah. Melalui penelitian ini diungkapkan tentang implementasi norma hukum
perkawinan dan hukum acara perdata dalam penanganan perkara permohonan
isbat nikah mulai dari penerimaan, pemeriksaan sampai penetapan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
teologis normatif, pendekatan yuridis normatif dan sosiologis:
a. Pendekatan teologis normatif yaitu suatu pendekatan yang menghubungkan
antara data objek penelitian dengan norma hukum Islam guna menganalisis
terpenuhinya syarat-syarat normatif hukum Islam sesuai dengan ketentuan dan
bangunan hukum Islam itu sendiri.
b. Pendetakan yuridis normatif, merupakan pendekatan yang digunakan dalam
meneliti dan menganalisis objek penelitian dari sudut pandang peraturan
perundang-undangan (hukum positif) terhadap terpenuhinya syarat-syarat
normatif dari hukum itu, sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu

sendiri.
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c. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang berfungsi sebagai
penunjang, digunakan dalam meneliti dan menganalisis tentang efektivitas isbat

nikah terhadap hukum pencatatan perkawinan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Agama Makale yang
beralamat di JI. Merdeka Nomor 15 Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan
Makale Kabupaten Tana Toraja yang meliputi wilayah yurisdiksi Kabupaten Tana
Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
Pengadilan Agama Makale secara geografis mudah untuk dijangkau oleh Penulis,
dan Penulis juga berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale.
Pertimbangan berikutnya ialah karena persoalan isbat nikah yang dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama Makale sangat erat kaitannya dengan salah tugas
Kementerian Agama yaitu tugas pembinaan di bidang agama dalam hal ini agama
Islam, khususnya bidang perkawinan dan keluarga.

Waktu penelitian dimulai dari bulan Nopember 2019 yang merupakan
penelitian pendahuluan yang dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pengajuan
judul, seminar sinopsis judul dan penyusunan proposal. Setelah proposal diterima,

penelitian dilanjutkan yang dimulai dari tanggal 30 Juli s.d. 4 Agustus 2020.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, dibagi oleh Penulis ke dalam dua

kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
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1. Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi pokok (subyek)
penelitian yaitu:
a. Dokumen penetapan Pengadilan Agama Makale dalam perkara isbat nikah.
b. Responden yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Makale.

2. Adapun sumber data sekunder adalah sumber data yang dianggap dapat
menunjang data primer, dalam hal ini adalah dokumen yang digunakan untuk
membangun teori dan dokumen yang terkait dengan proses penanganan perkara

isbat nikah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Penulis
menggunakan tiga teknik pengumpulan yaitu dokumentasi, wawancara dan
observasi. Teknik dokumentasi ialah mengumpulkan data-data dengan cara
menyelidiki dokumen-dokumen Penetapan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama
Makale. Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data Penetapan Pengadilan
Agama Makale dari tahun 2016 s.d. 2019.

Adapun teknik wawancara ialah mengumpulkan data-data yang
dibutuhkan melalui wawancara dengan subyek penelitian yaitu hakim Pengadilan
Agama Makale, Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi
terarah atau semi terstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan segenap
pertanyaan yang telah disiapkan secara terstruktur, kemudian satu persatu
diperdalam dengan menggali keterangan secara mendalam dengan menggunakan
alat bantu berupa alat tulis dan alat perekam.

Untuk memahami lebih mendalam tentang proses pemeriksaan perkara

permohonan isbat nikah, Penulis dalam meneliti, juga menggunakan teknik
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observasi yaitu dengan mengikuti secara langsung proses persidangan

pemeriksaan perkara di ruang sidang Pengadilan Agama Makale.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka selanjutnya data yang telah
terkumpul melalui metode dokumentasi dan intervieu itu, diteliti keabsahannya
sebagai data, apakah sesuai dengan kebutuhan data atau tidak ada relevansinya
dengan penelitian. Data yang relevan merupakan data yang dinyatakan sah

sebagai data penelitian dan selanjutnya dianalisis.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai
dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Analisis data dimulai dengan
menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik itu dari data
dokumen maupun dari hasil wawancara. Data yang diperoleh direduksi,
dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting
sesuai dengan pokok masalah yang diteliti.

Setelah ditelaah dan dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah
mengabstraksi atau merangkum data yang inti untuk selanjutnya ditafsirkan dan

diberi kesimpulan.
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DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskrispsi Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Pengadilan Agama Makale dibentuk sekitar tahun 1984 dan yang menjadi
ketuanya saat itu adalah K. H. Abdul Hasan. Sejak awal dibentuk hingga
Desember 2010 Kantor Pengadilan Agama Makale terletak di Jalan Pongtiku No.
108 yang berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tana
Toraja. Namun pada bulan Januari 2011 Kantor Pengadilan Agama Makale
pindah ke jalan Merdeka No. 15 Makale Kab. Tana Toraja.

Pengadilan Agama Makale yang berada di Kabupaten Tana Toraja,
berjarak lebih kurang 311 km dari Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi
Selatan dengan waktu tempuh +7 jam melalui perjalanan darat dan £45 menit
melalui jalur udara. Kabupaten Tana Toraja dengan Ibu Kota Makale terletak pada
koordinat 2° 57 LS - 3° 23’ LS dan 119° 22° BT - 120° 2° BT dengan luas
wilayah 1.990,22 Km?.

Pengadilan Agama Makale semula hanya mewilayahi satu kabupaten yaitu
Kabupaten Tana Toraja. Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008, Kabupaten Tana Toraja dimekarkan
menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan ibukotanya
Makale dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibukotanya Rantepao. Kabupaten
Tana Toraja dengan Ibu Kota Makale terletak pada koordinat 2° 57° LS - 3° 23°
LS dan 119° 22° BT - 120° 2’ BT dengan luas wilayahnya dari semula 3.205.77

Km?. berkurang menjadi 1.990,22 Km? yang meliputi 19 kecamatan. Sedangkan
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Kabupaten Toraja Utara dengan Rantepao sebagai ibu kotanya terletak pada
koordinat 2° 36° - 3° 3 LS dan 119° 33’ - 120° 5’ BT dengan luas wilayah
1.215,55 km? yang meliputi 21 kecamatan.

Jarak dari Kota Makale sebagai ibukota Kabupaten Tana Toraja ke Kota
Rantepao sebagai ibukota Kabupaten Toraja Utara adalah £18 km. dapat ditempuh
melalui jalan darat dengan waktu tempuh + 25 menit. Adapun jalur transportasi
antara Kabupaten Toraja Utara dan ibukota Kabupaten Tana Toraja dengan
kecamatan di 2 (dua) kabupaten dihubungkan melalui jalur tranportasi darat yang
umumnya menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4.

2. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Makale

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah
diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka
Pengadilan Agama Makale sebagai bagian peradilan agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqgah; dan

i. ekonomi syari'ah
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Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, ialah hal-
hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan
yang berlaku. Tugas dan wewenang tersebut, berlaku dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Makale yang meliputi seluruh Kabupaten Tana Toraja dan
Kabupaten Toraja Utara.

3. Prosedur penangan perkara permohonan isbat nikah

Prosedur yang harus dilalui oleh pihak yang ingin berperkara di
Pengadilan Agama Makale, khususnya dalam perkara isbat nikah adalah sebagai
berikut:

a. Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan
Agama. Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau meminta bantuan ke Pos
Layanan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Makale secara cuma-cuma. Surat
permohonan dibuat sebanyak jumlah pihak ditambah 3 (tiga) rangkap untuk
majelis hakim, diserahkan kepada petugas Meja 1 dengan melampirkan
persyaratan berupa:

1). KTP / identitas yang masih berlaku (dari pemohon)

2). Surat keterangan tidak tercatat dalam register perkawinan dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan.

3).Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan
oleh pejabat berwenang jika salah satu pihak telah meninggal dunia.

4).Bagi pemohon yang memiliki pasangan sebelumnya harus melampirkan
Akta Cerai atau Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian pasangan
sebelumnya dan bila memiliki anak dari perkawinan sebelumnya maka
dimasukkan sebagai pihak termohon sehingga perkaranya menjadi perkara

contentious.
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5).Bagi pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat
mengajukan permohonan berperkara secara prodeo yang diajukan bersama-sama
dengan permohonan, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari
kepala desa / lurah dan diketahui oleh camat.
b. Setelah permohonan diserahkan ke petugas Meja I, pemohon kemudian
membayar panjar biaya perkara sesuai perhitungan taksiran yang dibuat oleh
petugas Meja [ melalui bank.
c. Setelah perkara terdaftar, Pengadilan Agama mengumumkan selama 14 hari
bahwa ada pemohon yang bermohon pengesahan nikah.
d. Pengadilan memeriksa permohonan pemohon dalam sidang dengan
pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon yang mengetahui tentang
pernikahan pemohon, di antaranya, tempat menikah, waktu menikah, wali nikah,
saksi nikah, mahar, serta hal-hal yang terkait halangan pernikahan.
e. Pengadilan Agama memutus perkara dan mengeluarkan putusan atau
penetapan.

4. Deskripsi perkara pengesahan nikah / isbat nikah di Pengadilan Agama
Makale tahun 2016-2019.

Gambaran tentang perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama
Makale dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 penulis deskripsikan dalam
beberapa kategori yaitu, jumlah permohonan dan putusan / penetapan isbat nikah,
jumlah perkara isbat nikah berdasarkan jenis perkara, bentuk penyelesaian akhir
perkara permohonan isbat nikah, data perkara isbat nikah berdasarkan tahun
terjadinya perkawinan, data isbat nikah berdasar interval perkawinan dan

pengajuan isbat nikah di bawah 5 tahun, data isbat nikah berdasarkan alasan tidak
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tercatat, data isbat nikah berdasarkan status saat pelaksanaan perkawinan, dan data
isbat nikah berdasarkan status wali dan pelaksana.

Data tentang jumlah permohonan dan putusan / penetapan pengesahan
nikah / isbat nikah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah permohonan dan putusan / penetapan isbat nikah
di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

Sisa Tahun  Permohonan

No. Tahun Lalu Masuk Putus Sisa
l. 2016 0 40 40 0
2. 2017 0 14 14 0
3. 2018 0 30 30 0
4. 2019 0 32 32 0
Jumlah 0 116 116 0
Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Tabel 4.1. di atas menggambarkan tentang fluktuasi jumlah perkara
permohonan isbat nikah selama tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Makale.
Perkara permohonan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 40
permohonan, kemudian menurun pada tahun 2017 dengan jumlah perkara
sebanyak 14. Pada tahun 2018 angka perkara permohonan isbat nikah kembali
mengalami peningkatan yaitu sebanyak 30 perkara dan pada tahun 2019 naik
menjadi 32 perkara. Seluruh permohonan yang masuk setiap tahun selesai pada
tahun yang sama sehingga tidak ada sisa perkara yang berpindah ke tahun
berikutnya.

Selanjutnya tentang perkara permohonan pengesahan / isbat nikah
berdasarkan jenis perkara (volunteir dan contentious) dapat dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel 4.2. Data isbat nikah berdasarkan jenis perkara (volunteir dan contentious)
di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No. Jenis Perkara Tahun Jumlah
2016 2017 2018 2019
1. Volunteir 38 13 28 29 108
2. Contentious
- Kumulasi cerai 1 - 1 2 4
- Pihak berkepentingan 1 1 1 1 4
Jumlah 40 14 30 32 116
Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Berdasarkan data pada tabel 4.2. di atas, diketahui bahwa dari tahun 2016
sampai dengan tahun 2019 perkara permohonan pengesahan nikah / isbat nikah di
Pengadilan Agama Makale berdasarkan jenis perkara, terdapat 108 perkara
volunteir dan 8 perkara contentious dengan uraian 4 perkara isbat nikah kumulasi
dengan perceraian dan 4 perkara melibatkan pihak berkepentingan.

Uraian jumlah perkara berdasarkan jenis perkara tersebut, jika dirinci
berdasarkan tahun permohonan isbat nikah maka diketahui bahwa pada tahun
2016 terdapat 38 perkara volunteir dan 2 perkara contentious dengan uraian 1
perkara isbat nikah kumulasi dengan perceraian dan 1 perkara melibatkan pihak
berkepentingan. Pada tahun 2017 terdapat 13 perkara volunteir dan 1 perkata
contentious yakni melibatkan pihak berkepentingan. Pada tahun 2018 terdapat 28
perkara volunteir dan 2 perkara contentious dengan uraian 1 perkara isbat nikah
kumulasi dengan perceraian dan 1 perkara melibatkan pihak berkepentingan.
Sementara pada tahun 2019 terdapat 29 perkara volunteir dan 3 perkara
contentious dengan uraian 2 perkara isbat nikah kumulasi dengan perceraian dan 1

perkara melibatkan pihak berkepentingan.
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Mengenai bentuk penyelesaian akhir perkara permohonan isbat nikah di
Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019,
digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.3. Bentuk penyelesaian akhir perkara permohonan isbat nikah di
Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

Permohon Dikabul

No.  Tahun Ditolak  Gugur Dicabut Jumlah
an kan
l. 2016 40 32 3 1 4 40
2. 2017 14 11 2 - 1 14
3. 2018 30 24 4 1 1 30
4. 2019 32 28 1 - 3 32
Jumlah 116 95 10 2 9 116

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Setiap perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Makale, harus
diselesaikan dengan hasil akhir yang jelas. Berdasarkan data tabel 4.3. di atas
diketahui bahwa dari jumlah 116 perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan
Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, setelah melalui
tahapan persidangan, hasil akhirnya ada 4 bentuk yaitu diterima atau dikabulkan,
tidak dapat diterima atau ditolak, perkara gugur, dan perkara dicabut oleh
pemohon. Dari total 116 perkara, 95 perkara permohonan diterima atau
dikabulkan, 10 perkara permohonan tidak dapat diterima atau ditolak, 2 perkara
dinyatakan gugur dan 9 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan
pembuktian.

Apabila dirinci berdasarkan tahun perkara, maka dapat diuraikan bahwa
pada tahun 2016, dari jumlah 40 perkara terdapat 32 perkara diterima atau

dikabulkan, 3 perkara tidak dapat diterima atau ditolak, 1 perkara dinyatakan
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gugur dan 4 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan pembuktian.
Selanjutnya pada tahun 2017 dari 14 perkara, sejumlah 11 perkara dinyatakan
diterima atau dikabulkan, 2 perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak
dan 1 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan pembuktian. Data tahun
2018 menunjukkan bahwa dari 30 perkara, ada 24 perkara dinyatakan diterima
atau dikabulkan, 4 perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, 1 perkara
dinyatakan gugur dan 1 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan
pembuktian. Adapun pada tahun 2019, dari jumlah 31 perkara, terdapat 28 perkara
dinyatakan diterima atau dikabulkan, 1 perkara dinyatakan tidak dapat diterima
atau ditolak dan 3 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan pembuktian.

Data perkara isbat nikah berdasarkan tahun terjadinya perkawinan yang
diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai
dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Data perkara isbat nikah berdasarkan tahun terjadinya perkawinan
yang diproses di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

Tahun Tahun Isbat
No. . Jumlah
Perkawinan 2016 2017 2018 2019
1. 1976 — 1980 - 1 - 6 7
2. 1981 -1990 5 1 1 4 11
3. 1991 -2000 15 3 8 6 32
4. 2001-2010 16 6 8 9 39
5. 2011-2019 4 3 13 7 27
Jumlah 40 14 30 32 116
Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Tabel 4.4. di atas, menunjukkan perkara isbat nikah yang diajukan di

Pengadilan Agama Makale berdasarkan periode tahun pelaksanaan perkawinan,
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yang dibagi ke dalam 5 periode dimulai dari tahun 1976, satu tahun setelah
berlakunya secara efektif UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai
tahun 2019. Periode I yaitu dari tahun 1976-1980, periode II dari tahun 1981-
1990, periode III dari tahun 1991-2000, periode IV dari tahun 2001-2010 dan
periode V dari tahun 2011-2019.

Berdasarkan data pada tabel 4.4. tersebut dapat diuraikan bahwa perkara
isbat nikah untuk kategori periode I, ada sebanyak 7 perkara yang diajukan dan
diproses dengan rincian masing-masing 1 perkara pada tahun 2017 dan 6 perkara
pada tahun 2019. Periode II ada sebanyak 11 perkara, masing-masing 5 perkara
pada tahun 2016, 1 perkara pada tahun 2017, 1 perkara pada tahun 2018 dan 4
perkara pada tahun 2019.

Selanjutnya untuk periode III, ada sebanyak 32 perkara, dengan rincian 15
perkara yang diajukan dan diproses pada tahun 2016, ada 3 perkara pada tahun
2017, ada 8 perkara pada tahun 2018, dan 6 perkara pada tahun 2019. Periode IV
ada sebanyak 39 perkara, dengan rincian ada sebanyak 16 perkara diajukan dan
diproses pada tahun 2016, ada 6 perkara pada tahun 2017, kemudian pada tahun
2018 ada 8 perkara dan 9 perkara pada tahun 2019. Pada periode V, ada sebanyak
27 perkara dengan rincian 4 perkara pada tahun 2016, tahun 2017 ada 3 perkara,
sejumlah 13 perkara pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ada 7 perkara.

Perkara permohonan isbat nikah berdasarkan periode tahun terjadinya
perkawinan tersebut di atas, bila diturunkan ke dalam klasifikasi interval
terjadinya perkawinan dan pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan
Agama Makale dengan batasan interval di bawah 5 tahun, maka akan ditemukan

data sebagaimana tabel berikut:



94

Tabel 4.5. Data interval perkawinan dan isbat nikah di bawah 5 tahun
di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No. No. Perkara Pe?;liggv%ilaln Peng:jrllliiallsbat %
1. 34/Pdt.P/2016/PA.Mkl 20/07/2015 15/08/2016 1 1
2. 21/Pdt.P/2016/PA.Mkl 13/08/2013 28/03/2016 2 7
3. 30/Pdt.P/2016/PA.Mkl 29/07/2012 30/05/2016 3 10
4.  24/Pdt.P/2016/PA.Mkl 15/02/2012 28/03/2016 4 1
5. 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl 28/11/2014 04/09/2017 2 2
6. 17/Pdt.P/2017/PA.Mkl 15/10/2014 20/11/2017 3 1
7. 13/Pdt.P/2017/PA.Mkl 13/04/2014 06/10/2017 3 6
8. 15/Pdt.P/2018/PA.Mkl 27/07/2017 13/03/2018 0 8
9. 16/Pdt.P/2018/PA .Mkl 01/07/2017 19/03/2018 0 8
10. 14/Pdt.P/2018/PA.Mkl 02/08/2016 12/03/2018 1 7
11. 05/Pdt.P/2018/PA.Mkl 21/01/2015 27/02/2018 3 1
12.  31/Pdt.P/2018/PA.Mkl 04/06/2015 13/11/2018 3 5
13.  07/Pdt.P/2018/PA.Mkl 18/12/2013 27/02/2018 4 2
14. 21/Pdt.P/2018/PA.Mkl 05/12/2013 19/03/2018 4 3
15. 02/Pdt.P/2019/PA.Mkl 09/03/2017 15/01/2019 1 10
16. 01/Pdt.P/2019/PA.Mkl 12/01/2017 02/01/2019 2 0
17. 09/Pdt.P/2019/PA.Mkl 06-2015 15/01/2019 3 6
18. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl 06-2015 09/08/2019 4 2

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Data pada tabel 4.5. di atas, menunjukkan bahwa perkawinan siri atau
perkawinan tidak tercatat masih terus terjadi. Indikatornya adalah interval dari
pelaksanaan perkawinan siri dengan pengajuan permohonan pengesahan nikah /
isbat nikah ke Pengadilan Agama Makale. Berdasarkan data dalam tabel 4.5.
tersebut diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, ada

sebanyak 18 perkara permohonan isbat nikah yang interval pelaksanaan
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perkawinan dan pengajuan permohonan isbat nikahnya di bawah 5 tahun. Pada
tahun 2016 ada 4 perkara, 3 perkara pada tahun 2017, sebanyak 7 perkara pada
tahun 2018 dan pada tahun 2019 ada 4 perkara.

Perkawinan tidak tercatat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selalu
disertai dengan latar belakang alasan oleh masing-masing mereka yang
melakukannya. Alasan yang dikemukakan dalam permohonan isbat nikah yang
diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai
dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Data perkara isbat nikah berdasarkan alasan tidak tercatat
di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No. Status Tahun [sbat Jumlah
2016 2017 2018 2019
1. Kelalaian sendiri 22 5 9 20 56
2. Kelalaian petugas 8 7 3 7 25
3. Tidak memiliki biaya 7 2 12 4 25
4. Terkendala syarat 3 - 6 1 10
administratif
Jumlah 40 14 30 32 116
Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Sesuai dengan data pada tabel 4.6. di atas, dapat diuraikan bahwa perkara
isbat nikah yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun
2016 sampai dengan 2019, berdasarkan alasan mereka tidak tercatat, diklasifikasi
ke dalam 4 macam alasan. Alasan pertama ialah karena kelalaian sendiri sebanyak
56 perkara, alasan karena kelalain petugas P3N sebanyak 25 perkara, alasan
karena tidak memiliki biaya sebanyak 25 perkara dan alasan karena terkendala

syarat administratif sebanyak 10 perkara.
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Klasifikasi alasan tidak tercatat apabila diurai berdasarkan tahun
pengajuan dan proses isbat, maka diketahui bahwa pada tahun 2016 ada sebanyak
22 perkara dengan alasan kelalaian sendiri, 8 perkara dengan alasan kelalaian
petugas P3N, alasan tidak memiliki biaya sebanyak 7 perkara, dan 3 perkara
dengan alasan terkendala syarat administratif. Pada tahun 2017, dari 14 perkara
terdapat 5 perkara dengan alasan kelalaian sendiri, 7 perkara dengan alasan
kelalaian petugas P3N, dan alasan tidak memiliki biaya sebanyak 2 perkara.
Tahun 2018 dengan jumlah perkara sebanyak 30, ada 9 perkara beralasan
kelalaian sendiri, 3 perkara beralasan kelalaian petugas P3N, alasan tidak
memiliki biaya ada 12 perkara, dan 6 perkara beralasan terkendala syarat
administratif. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 32 perkara, ada 20
perkara beralasan karena kelalaian sendiri, 7 perkara dengan alasan kelalaian
petugas P3N, sedangkan alasan karena tidak memiliki biaya ada 4 perkara, dan 1
perkara dengan alasan terkendala syarat administratif.

Data perkara isbat nikah berdasarkan status pada saat pelaksanaan
perkawinan, yang masuk dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun

2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Data perkara isbat nikah berdasarkan status perkawinan
di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

Tahun Isbat
No. Status 2016 2017 2018 2019 ‘umlh
1. Jejaka & perawan 30 12 27 32 101
2. Jejaka & janda 3 - 2 - 5
3. Duda & perawan 7 - 1 - 8
4. Duda & janda - 2 - - 2
Jumlah 40 14 30 32 116

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
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Setiap pasangan yang akan menikah harus jelas status perkawinannya,
apakah ia jejaka atau duda bagi laki-laki dan perawan atau janda bagi perempuan.
Demikian pula berlaku bagi setiap pasangan nikah siri (perkawinan tidak tercatat)
yang mengajukan permohonan pengesahan nikah / isbat nikah ke pengadilan
agama. Status perkawinan menjadi salah satu unsur yang penting karena terkait
dengan akibat hukum yang akan timbul setelah perkawinan atau pengesahan
perkawinan, terutama jika salah satu atau kedua pasangan masih terikat hubungan
perkawinan atau pernah terikat perkawinan.

Berdasarkan tabel 4.7. tentang status perkawinan pasangan tidak tercatat
pada saat mereka melaksanakan perkawinan, sesuai dengan data permohonan
isbat nikah yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun
2016 sampai dengan 2019, diketahui bahwa ada pasangan yang berstatus jejaka
dan perawan sejumlah 101 perkara, yang masing-masing 30 perkara pada tahun
2016, pada tahun 2017 ada 12 perkara, 27 perkara tahun 2018 dan 32 perkara pada
tahun 2019. Pasangan yang berstatus jejaka dan janda ada 5 perkara, masing-
masing 3 perkara pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 ada 2 perkara.

Adapun pasangan yang berstatus duda dan perawan sejumlah 8 perkara,
masing-masing 7 perkara pada tahun 2016 dan 1 perkara pada tahun 2018.
Sementara yang berstatus duda dan janda sebanyak 2 perkara yang diproses pada
tahun 2017.

Selanjutnya data permohonan pengesahan nikah / isbat nikah berdasarkan
status wali dan pelaksana yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama
Makale pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel 4.8. Data perkara isbat nikah berdasarkan status wali nikah dan pelaksana
di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

Tahun Isbat

No. Status 2016 2017 2018 2019 ’umiah

1. Wali nasab sesuai urutan 20 9 16 15 60
Wali nasab tidak sesuai 8 4 5 3 20
urutan

3. Wali hakim oleh bukan
kepala KUA
- P3N 6 - 2 1 9
- Imam 6 1 7 13 27

Jumlah 40 14 30 32 116

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Wali nikah merupakan unsur yang harus ada dalam setiap perkawinan dan
merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Berdasarkan
data pada tabel 4.8. di atas, status wali nikah perkawinan tidak tercatat yang
diajukan permohonan dan diproses isbat nikah di Pengadilan Agama Makale pada
tahun 2016-2019 dapat diuraikan bahwa ada 60 perkara yang dinikahkan dengan
wali nasab sesuai dengan urutan perwalian, masing-masing ada 20 perkara pada
tahun 2016, tahun 2017 9 perkara, 16 perkara pada tahun 2018 dan 15 perkara
pada tahun 2019. Kemudian ada 20 perkara yang perkawinannya dengan wali
nasab tidak sesuai urutan perwalian, masing-masing ada 8 perkara pada tahun
2016, pada tahun 2017 ada 4 perkara, 5 perkara pada tahun 2018 dan 3 perkara
pada tahun 2019.

Perkawinan yang status walinya adalah wali hakim tetapi bukan oleh
kepada KUA ada 36 perkara, dengan rincian ada 9 perkara oleh oknum pembantu
pegawai pencatat nikah yang masing-masing 6 perkara pada tahun 2016, sebanyak

2 perkara pada tahun 2018 dan 1 perkara pada tahun 2019. Wali hakim oleh
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oknum imam sebanyak 27 perkara, masing-masing sebanyak 6 perkara pada tahun
2016, kemudian 1 perkara pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebanyak 7 perkara

dan pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara.

B. Pembahasan
1. Analisis terhadap data perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale

Perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale telah
dideskripsikan pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan deskripsi perkara tersebut
dapat dikemukakan bahwa dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan 2019
secara kuantitas sesuai data pada tabel 4.1., Pengadilan Agama Makale telah
menangani banyak perkara permohonan isbat nikah. Perkara permohonan isbat
nikah tidak mengalami perubahan yang berarti. Meskipun pada tahun 2017
perkara permohonan isbat nikah mengalami penurunan, namun pada dua tahun
berikutnya secara berturut-turut mengalami peningkatan yang signifikan. Hal
tersebut menurut Penulis, mengindikasikan bahwa perkawinan tidak tercatat
banyak terjadi dan terus terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan data jenis perkara yaitu perkara volunteir dan
contentious sesuai yang tersaji pada tabel 4.2, perkara volunteir merupakan jenis
perkara tertinggi dari perkara permohonan isbat nikah. Hal itu menandakan bahwa
kesadaran masyarakat yang telah melakukan perkwinan siri terhadap pentingnya
legalitas hukum perkawinan dari negara telah meningkat. Indikator tingginya
kesadaran mereka terhadap pentingnya legalitas hukum perkawinan, juga
ditunjukkan dengan keseriusannya dalam membuktikan dalil permohonan mereka

dalam persidangan, sehingga angka perkara permohonan isbat nikah yang
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dikabulkan berdasarkan data pada tabel 4.3., sangat tinggi. Kondisi demikian tentu
merupakan suatu hal yang menggembirakan.

Namun jika perkawinan tidak tercatat yang diajukan permohonan isbat
nikah ke Pengadilan Agama Makale dikaitkan dengan data tahun terjadinya
perkawinan, kondisi yang sebelumnya menggembirakan berubah menjadi
keprihatian karena dari data tabel 4.4., menunjukkan bahwa angka perkawinan
tidak tercatat bukan semakin berkurang, tetapi justru terus terjadi dan angkanya
semakin meningkat terutama setelah periode di atas tahun 2000.

Latar belakang tidak dicatatkannya perkawinan mereka berdasarkan dalil
permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Makale secara garis
besar yaitu; karena kelalaian sendiri, kelalaian petugas, tidak memiliki biaya, dan
terkendala syarat administrasi. Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah
karena kelalaian sendiri. Alasan tersebut merupakan indikator bahwa
sesungguhnya mereka yang melakukannya tidak memandang penting legalitas
perkawinan.

Alasan perkawinannya tidak tercatat yang ke dua, adalah karena kelalaian
petugas. Alasan tersebut menurut Penulis memerlukan pembuktian karena terkait
dengan pihak yang dituding. Pembuktian dapat dilakukan dengan menghadirkan
petugas yang dimaksud, atau minimal dikonfirmasi kepada saksi pada saat proses
pembuktian. Hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari terjadinya
perbuatan melawan hukum, demi menutupi kesalahan sendiri.

Baik alasan pertama maupun alasan ke dua, kedua-duanya adalah
merupakan bentuk kelalaian yang seharusnya dijatuhi sanksi hukum. Sanksi

kepada pasangan yang melakukan nikah siri sebagaimana telah diatur dalam Pasal
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3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk dan Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Sanksi juga harus diterapkan kepada petugas atau orang yang
melakukan pekerjaan menikahkan sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 ayat (2)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Demikian pula halnya terhadap alasan karena tidak memiliki biaya, alasan
tersebut tidak relevan jika perkawinannya terjadi setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2004 tersebut di dalamnya termuat pasal pembebasan biaya bagi
warga Negara yang tidak mampu / korban bencana yang ingin melaksanakan
perkawinan. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Agama.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Agama menetapkan tarif Rp.0,- bagi pencatatan perkawinan
yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan bagi yang tidak mampu,

meskipun dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama tetap berlaku tarif Rp.0,-.
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Dengan demikian, alasan tidak memiliki biaya bertolak belakang dengan regulasi
yang ada tersebut. Contoh alasan tidak mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan
Agama Kecamatan karena tidak memiliki biaya, yang tidak relevan lagi adalah
sebagaimana pada perkara permohonan penetapan isbat nikah, dengan register
Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA.Mkl. Alasan yang dikemukakan oleh
pemohon dalam dalil permohonannya tidak relevan karena peristiwa
perkawinannya terjadi pada bulan Juli tahun 2017.

Semua bentuk alasan yang menjadi latar belakang tidak mencatatkan
perkawinan yang dinyatakan dalam permohonan isbat nikah, menurut pandangan
Penulis harus dibuktikan dalam pelaksanaan sidang pembuktian. Pembuktian
kebenaran alasan tentang latar belakang tersebut penting karena merupakan
bagian dari dalil posita dalam permohonan. Beban pembuktian terhadap alasan
latar belakang perkawinan tidak dicatatkan yang dikemukakan dalam posita
permohonan sebagai bentuk efek jera bagi masyarakat yang cenderung

meremehkan aturan hukum pencatatan perkawinan.

2. Analisis penerapan norma hukum dalam penetapan isbat nikah di
Pengadilan Agama Makale

Perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan

yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Selanjutnya, agar terjamin ketertiban,

maka setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan

yang dapat dicatatkan adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan dan di

bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan tidak di
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hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki
kekuatan hukum. Bukti kekuatan hukum suatu perkawinan adalah akta nikah atau
buku nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Berdasarkan realitas dalam masyarakat Indonesia yang menunjukkan
bahwa banyak perkawinan yang terjadi tidak memiliki kekuatan hukum karena
dilaksanakan tidak sesuai kehendak aturan perundang-undangan. Oleh karena itu
dalam Kompilasi Hukum Islam dibukakan jalan keluar melalui pintu pengajuan
permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah ke pengadilan agama.
Permohonan yang diajukan ke pengadilan agama diperiksa dan kemudian diberi
penetapan tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Apabila dalam penetapan pengadilan agama dinyatakan sah maka
penetapan itulah yang menjadi bukti kekuatan hukum bagi mereka yang
perkawinannya tidak tercatat dan apabila dalam penetapan pengadilan agama
dinyatakan tidak sah, berarti perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan tidak
memiliki kekuatan hukum.

Uraian di atas memberikan pengertian bahwa, oleh karena isbat nikah
adalah merupakan jalan keluar bagi mereka yang perkawinannya tidak tercatat,
dan penetapan isbat nikah menjadi bukti kekuatan hukum perkawinan mereka,
maka itu berarti penetapan isbat nikah disederajatkan dengan akta nikah atau buku
nikah. Jika dalam aturan pencatatan perkawinan disyaratkan bahwa perkawinan
yang dapat dicatat adalah perkawinan yang sah atau memenuhi ketentuan hukum
perkawinan Islam, maka demikian pula dengan isbat nikah. Perkawinan tidak

tercatat yang dapat dinyatakan dan ditetapkan sah dalam penetapan isbat nikah
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adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam baik
materiil maupun formil.

Isbat nikah dari segi tujuan pengajuannya oleh setiap pemohon, adalah
untuk memperoleh kepastian hukum bagi perkawinan mereka dan seluruh akibat
hukum yang timbul darinya. Oleh karena itu dalam penanganan perkara isbat
nikah, mesti memeriksa secara ketat pemenuhan syarat-syarat materiil dan formil
perkawinan, sehingga kepastian hukum secara utuh dicapai. Ukuran tercapainya
kepastian hukum secara utuh dari suatu penetapan isbat nikah adalah apabila
penetapan tersebut didasarkan atas pertimbangan pemenuhan syarat materiil dan
formil peristiwa perkawinan. Kepastian hukum yang harus dicapai dari suatu
penetapan isbat nikah bukan hanya dalam arti pemohon memperoleh legalitas
hukum dari negara, namun juga kepastian dalam arti perkawinan mereka benar-
benar sesuai dengan kehendak dari norma hukum Islam.

Terkait dengan penerapan norma hukum, berdasarkan analisis Penulis
terhadap Penetapan Pengadilan Agama Makale dalam perkara isbat nikah dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, ditemukan bahwa terjadi banyak
penyimpangan dari norma hukum perkawinan yang berlaku. Indikator
penyimpangan dari norma hukum perkawinan, dapat ditemukan dalam beberapa
aspek sebagai berikut:

a. Syarat materiil wali nikah

Wali nikah merupakan salah satu syarat formil dalam suatu perkawinan

yang dalam bahasa hukum Islam disebut dengan rukun. Wali harus memenuhi

syarat materiil sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian pada bab II tentang



105

rukun dan syarat nikah. Berdasarkan data perkawinan tidak tercatat yang diajukan
pengesahannya atau diisbat di Pengadilan Agama Makale sebagaimana
digambarkan pada tabel 4.8., menunjukkan bahwa dari 116 perkara permohonan
isbat nikah, ada sebanyak 56 perkara yang wali nikahnya tidak memenuhi syarat
materiil, terdiri dari 20 perkara perkawinan siri dengan wali nikah tidak sesuai
urutan wali nasab dengan alasan ayah kandung tidak berada di tempat, sakit atau
berada jauh dari tempat pelaksanaan. Kemudian sebanyak 36 perkara dengan wali
hakim, masing-masing 9 perkara oleh oknum pembantu pegawai pencatat nikah
dan 27 perkara oleh oknum imam.

Perpindahan hak wali nikah dari wali urutan aqrab / terdekat yaitu ayah
kandung ke urutan berikutnya dengan alasan ayah kandung tidak berada di
tempat, sakit atau berada jauh dari tempat pelaksanaan, bertentangan dengan Pasal
21 dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam. Alasan ayah kandung tidak berada di
tempat, sakit atau berada jauh dari tempat pelaksanaan tidak dapat menjadi sebab
bolehnya hak perwalian berpindah ke wali dengan urutan berikutnya.

Perpindahan perwalian dari ayah kandung ke wali dengan urutan
berikutnya, misalnya saudara kandung atau paman, pada kasus perkawinan siri
biasanya dilatar belakangi oleh tidak adanya restu dari ayah kandung sebagai wali
nasab atau disebut dengan wali adal. Ketika wali nikah adal, maka sesuai
ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menikahkan adalah wali
hakim setelah melalui proses pembuktian tentang ada/nya wali dalam persidangan
di pengadilan agama.

Menurut Irham Riad, S.H.I., M.H.I., Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan

Agama Makale, bahwa pada prinsipnya secara normatif hakim berpegang pada
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ketentuan tentang syarat perpindahan wali nasab dari wali nasab yang utama ke
wali nasab berikutnya, hanya saja dalam teknis pemeriksaan terkadang berbeda-
beda antara satu hakim dengan hakim yang lainnya, mungkin ada hakim yang
secara teknis tidak begitu detil dan hakim yang lain sangat detil, tapi norma
tentang wali nasab sesungguhnya tidak ditafsirkan.'

Berbeda dengan pernyataan Irham Riad, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan
Agama Makale Hafidz Umami, S.H.I., menyatakan bahwa pada dasarnya kalau
kita mau yang baku sesuai urutan yang ada memang harus berurutan mulai dari
wali nasab yang paling dekat sampai urutan wali nasab yang paling jauh.
Kalaupun dari perkara yang ditangani dalam persidangan ditemukan
penyimpangan dari norma tersebut, kita dapat mengambil pendapat mazhab yang
lain seperti Hanaft yang tidak mengharuskan adanya wali. Tapi secara umum
perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Makale, urutan wali nasab itu
diterapkan.2

Pernyataan kedua hakim tersebut di atas, secara eksplisit mengakui bahwa
meskipun syarat perpindahan wali nasab telah diatur dengan norma hukum secara
ketat, tetapi dalam prakteknya terkadang hakim masih mengabulkan perkara
permohonan isbat nikah yang wali nasabnya bukan ayah kandung, tanpa
mempersoalkan secara detil alasan perpindahannya.

Perkara permohonan isbat nikah yang tidak memenuhi syarat materiil wali

nikah selanjutnya adalah perkawinan tidak tercatat yang pelaksanaannya dengan

'Irham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Wawancara, tanggal
15 Juli 2020.

’Hafidz Umami, Hakim Pengadilan Agama Makale, Wawancara, tanggal 20 Juli 2020.
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wali hakim. Perkawinan tidak tercatat yang diajukan permohonan isbat nikah ke
Pengadilan Agama Makale adalah sebanyak 36 perkara, 32 perkara dikabulkan, 1
perkara dicabut oleh pemohon dan 3 perkara dinyatakan ditolak. Perkara yang
dinyatakan ditolak yaitu perkara:

1) Perkara Nomor: 17/Pdt.P/2017/PA.Mkl, dengan pertimbangan hukum:

"Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan tentang terpenuhinya
rukun nikah dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan
Pemohon II sebab saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon I dengan
Pemohon II tidak hadir dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
sehingga saksi 1 dan saksi 2 tidak dapat menjelaskan mengenai terpenuhi
atau tidaknya rukun nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon
"

2) Perkara Nomor: 24/Pdt.P/2018/PA.Mkl. dan perkara Nomor:
9/Pdt.P/2019/PA.Mkl. dengan pertimbangan hukum yang sama yaitu:

"Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan tentang terpenuhinya
rukun nikah dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan
Pemohon II, sebab saksi 1 dan saksi 2 yang di hadirkan oleh Pemohon I
dengan Pemohon II tidak mengetahui apakah Pemohon II memiliki keluarga
(wali) yang beragama Islam ataukah tidak sehingga tidak serta merta
seorang imam masjid didudukan sebagai wali hakim dalam pernikahan
Pemohon I dengan Pemohon II, seperti halnya apa yang termuat dalam
Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak
dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai terpenuhi
atau tidaknya rukun nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon
n".

Kedua bentuk pertimbangan hukum penolakan terhadap perkara
permohonan isbat nikah tersebut di atas pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu
bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya rukun nikah dalam
perkawinan mereka yaitu wali nikah. Perbedaannya terletak pada alasan mengapa

dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan, yaitu bahwa pada perkara pertama
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saksi-saksi sama sekali tidak mengetahui perihal pemenuhan rukun dan syarat
perkawinan karena keduanya tidak hadir pada saat perkawinan dilangsungkan dan
hanya mengetahui dari cerita para pemohon. Sementara itu untuk dua perkara
berikutnya, saksi-saksi tidak dapat menerangkan tentang ada atau tidaknya
keluarga dari pemohon II yang beragama Islam yang bisa menjadi wali nasab
karena ayah kandung pemohon II tidak beragama Islam.

Perkara permohonan isbat nikah dengan wali hakim sebanyak 32 perkara
yang dikabulkan di Pengadilan Agama Makale, menurut Penulis menyimpang dari
ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim
yang terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.
Oleh karena itu keseluruhan perkara yang berjumlah 32 perkara permohonan isbat
nikah tersebut seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat materiil wali
nikah. Namun hakim Pengadilan Agama Makale memiliki argument dalam
mengabulkan 32 permohonan isbat nikah tersebut.

Irham Riad, S.H.I., M.H.I.,, menyatakan bahwa persoalan wali hakim
dalam perkara permohonan isbat nikah memang menjadi dilema tersendiri bagi
hakim di pengadilan agama. Hakim di satu sisi ingin kepastian hukum, tapi pada
kondisi tertentu terseret dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan.
Persoalan wali hakim memang sering menjadi bahan diskusi di kalangan hakim
pengadilan agama. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan
dalam suatu diskusi wilayah II, memberikan pandangannya bahwa meskipun
secara normatif wali hakim adalah kepala KUA, akan tetapi dapat dikembangkan.

Dianggap ada pendelegasian ketika wali hakim itu dilakukan oleh pembantu
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pegawai pencatat nikah. Pandangan itulah yang untuk sementara diperpegangi
oleh hakim di Pengadilan Agama Makale.’

Menanggapi masalah wali nikah dengan wali hakim pada perkawinan
tidak tercatat yang diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama
Makale, hakim Pengadilan Agama Makale Hafidz Umami, S.H.l., memberikan
pernyataannya bahwa sebagaimana dijelaskan di awal terkait dengan wali, kita
tidak hanya semata-mata dengan apa yang ada di teks norma hukum. Landasan
yang digunakan adalah dar'u al-mafasid yang didahulukan. Mereka datang ke
pengadilan agama untuk mengisbatkan perkawinannya adalah suatu itikad baik,
dan terutama anak yang lahir dari perkawinan mereka memerlukan status hukum
agar dapat keluar dari permasalahan di kemudian hari. Selama ada wali dalam
perkawinan mereka, maka wali itulah yang dikonstruksikan untuk dapat
mengesahkan perkawinannya.*

Pernyataan-pernyataan hakim tentang implementasi norma hukum terkait
wali nikah sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Penulis, di dalamnya
terdapat persoalan mendasar yang dapat merusak tatanan norma hukum
perkawinan yang telah baku berlaku dan oleh karena itu Penulis berpendapat
bahwa:

1) Hakim telah memposisikan diri menjadi penafsir terhadap aturan hukum
yang sudah sangat jelas. Hukum fikih telah mengatur dengan jelas tentang rukun

(formil) dan syarat (materiil) perkawinan. Wali sebagai salah satu rukun dalam

*Itham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Wawancara, tanggal
15 Juli 2020.

*Hafidz Umami, Hakim Pengadilan Agama Makale, Wawancara, tanggal 20 Juli 2020.
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perkawinan dan telah diinternalisasi dalam hukum positif di Indonesia, memiliki
landasan nash hadis, sehingga pendapat imam mazhab yang membolehkan
perkawinan tanpa wali harus diabaikan.

2) Menggunakan kaidah penemuan hukum seperti prinsip maslahah dengan
kaidah dar'u al-mafasid, sudah tidak relevan lagi karena norma hukum tentang
wali nikah sudah sangat jelas berdasarkan nash yang bersumber dari hadis
Rasulullah saw.

3) Asas legaslistis yang juga berlaku di peradilan agama telah menegaskan
bahwa hakim mengadili menurut hukum. Ketentuan Undang-Undang tentang
Kekuasan Kehakiman juga telah menegaskan bahwa apabila undang-undang ada,
jelas dan rinci dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka hakim
terikat mesti menerapkan undang-undang tersebut sebagai dasar hukum. Norma
hukum tentang wali nikah sudah jelas dan rinci diatur, baik dalam hukum fikih
maupun dalam Undang-Undang Perkawinan dan aturan turunannya serta
Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim tidak dapat lagi menafsir atau
mengonstruksi lain dari norma tersebut.

4) Adagium hukum menyebutkan /nterpretatio Cessat in Claris (jika teks
atau redaksi Undang-Undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak
diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang
jelas sekali berarti penghancuran). Mengonstruksikan pembantu pegawai pencatat
nikah (P3N) sebagai bentuk pendelegasian atau perpanjangan tangan kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan, merupakan bentuk penafsiran dan penemuan

hukum yang justru membuka dengan lebar peluang penyelundupan hukum.
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Penyelundupan hukum yang Penulis maksudkan adalah ketika pemohon dalam
posita permohonannya menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah pada saat
perkawinan dilangsungkan adalah P3N sebagai wali hakim karena ayah kandung
pemohon tidak beragama Islam, hakim dengan konstruksi hukum yang telah
dibangun, menerima dalil posita tanpa memeriksa lebih lanjut apakah P3N yang
dimaksud benar-benar adalah P3N atau hanya klaim sebagai P3N.

5) Argument mengabaikan kepastian hukum demi keadilan dan kemanfaatan
dalam pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah, bagi Penulis adalah
merupakan alur logika yang tidak tepat. Mengesahkan perkawinan tidak tercatat
yang wali nikahnya tidak sesuai dengan ketentuan norma hukum perkawinan,
justru merusak semua tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Aspek keadilan dalam pemahaman Penulis adalah keadilan menurut
undang-undang yang harus ditegakkan untuk kepentingan umum dan menegakkan
hukum sesuai asas equality. Hukum harus ditegakkan secara adil bagi semua
masyarakat. Ketika norma hukum mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah
apabila memenuhi atau sesuai dengan hukum Islam, dan salah satu yang
ditentukan dalam norma tersebut adalah adanya wali nikah sebagai rukun nikah
dengan syarat-syarat yang melekat padanya, maka norma itu harus ditegakkan.

Apabila suatu norma hukum diberlakukan secara baku dalam pelayanan
perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka standar yang sama harus
diterapkan dalam pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah di pengadilan
agama. Termasuk adil apabila orang yang melanggar hukum perkawinan dijatuhi
sanksi, bukan justru diberi kemudahan untuk memperoleh legalisasi melalui isbat

nikah.
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Tujuan hukum untuk kemanfaatan juga harus diletakkan pada posisi
kepentingan yang lebih luas. Kemanfaatan tidak semata-mata untuk pihak
pemohon isbat nikah, tetapi kemanfaatan adalah untuk kepentingan yang lebih
tinggi yaitu tegaknya norma hukum perkawinan. Menerima permohonan isbat
nikah yang tidak memenuhi norma hukum perkawinan, mungkin benar
bermanfaat secara formal bagi pemohon, tetapi dapat merusak upaya
implementasi norma hukum perkawinan secara baik di masyarakat.

Tujuan hukum yang ke tiga yaitu kepastian, dalam pemahaman Penulis
harus pula diletakkan dalam pemahaman bahwa hukum yang ada mesti
diberlakukan sesuai kehendaknya. Hukum yang konkrit tidak dianalogikan lagi.
Kepastian tidak dapat diletakkan semata untuk kepentingan pemohon isbat nikah.
Pemohon isbat nikah tentu menginginkan dari permohonannya akan melahirkan
kepastian hukum bagi status perkawinannya. Ketika permohonan pemohon isbat
nikah dikabulkan, maka penetapan isbat nikah menjadi bukti kepastian hukum
perkawinannya. Namun dalam pandangan Penulis, apabila suatu penetapan isbat
nikah mengabaikan norma hukum perkawinan, maka sesungguhnya kepastian
hukum juga tidak terwujud, karena tujuan dari isbat nikah adalah untuk
menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan siri.

6) Mengonstruksi hukum perwalian dengan mengambil pendapat Mazhab
Hanafi untuk mengesahkan perkawinan tidak tercatat, akan menggiring kepada
sikap tatabbu’ al-rukhsah (memilih-milih mengikuti yang paling ringan). Sikap
tatabbu’ al-rukhsah dapat berimplikasi:

a) Memberikan kesan seakan Islam tidak disiplin dalam menerapkan norma

hukum;
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b) Memberi kesan bahwa hukum Islam tidak jelas dan hanya berdasarkan atau
sesuai pendapat masing-masing ulama mazhab yang disukai dan;

c) Dapat membawa seseorang kepada talfig (menggabungkan) antar beberapa
mazhab dengan cara menyalahi  konsensus (ijma’) ulama.  Misalnya
menggabungkan pendapat Mazhab Hanaft yang membolehkan kawin tanpa wali
dan Mazhab Maliki yang menganggap sah kawin tanpa saksi, yang akhirnya akan

melahirkan pendapat bahwa sah perkawinan tanpa wali dan saksi.

b. Syarat materiil dan formil pembuktian

Tahapan persidangan yang paling krusial adalah tahapan pembuktian,
karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi peristiwa masa
lalu sebagai suatu kebenaran. Penerapan alat bukti dalam penetapan perkara
permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, menurut Penulis juga
menyimpang dari norma hukum.

Penyimpangan yang Penulis maksudkan ialah dijadikannya pengakuan
pemohon dan saksi de auditu (istifadah) sebagai alat bukti. Pengakuan pemohon
khususnya pemohon II (isteri) dan saksi de auditu (istifadah) dijadikan sebagai
alat bukti terhadap permohonan yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti 2
saksi.

Salah satu contoh penetapan yang dianalisis oleh Penulis adalah penetapan
Nomor: 36/Pdt.P/2016/PA.Mkl. Para Pemohon mengajukan surat permohonan
isbat nikahnya pada tertanggal 29 Agustus 2016 dan terdaftar pada tanggal yang
sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor:
36/Pdt.P/2016/PA.Mkl. Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada bulan Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah
menikah secara Islam di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu
Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;

2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah
Saudara kandung Pemohon II bernama Juma’ bin Sending, karena
ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua
orang saksi nikah, masing-masing bernama Jolmi dan Irwan, dengan
mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka
dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17
tahun;

4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta
nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mengkendek karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk
pengurusan Akta Nikah;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun
sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Nurafni Rahmat Fadila binti Pakka’, umur 12 tahun;
2. Lisna binti Pakka’, umur 9 tahun;
3. Mutmainnah binti Pakka’, umur 2 tahun;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak
melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai
maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama
Islam);

8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah
tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi sekolah dan Akta
Kelahiran anak-anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil pemohon yang terurai dalam permohonan
tersebut, Penulis memandang bahwa dalil nomor 1 - 7 adalah merupakan dalil
yang harus dibuktikan dalam persidangan, dalil nomor 8 adalah merupakan
dalil tentang tujuan pengajuan permohonan, sedangkan dalil nomor 9 adalah

merupakan pernyataan kesanggupan untuk menanggung biaya perkara.
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Sebelum menganalisis tentang pembuktian terhadap dalil permohonan
Pemohon, Penulis terlebih dahulu mengritisi dalil ke tiga dan ke empat dari
permohonan tersebut. Pemohon dalam dalil ke empat menyatakan bahwa tidak
mempunyai kutipan akta nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mengkendek karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk
pengurusan Akta Nikah. Dalil ke empat tersebut, apabila dikaitkan dengan dalil
ke tiga yang menyatakan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan
Pemohon I berusia 17 tahun demikian pula dengan Pemohon II berusia 17
tahun, maka Penulis berpendapat bahwa alasan perkawinan para Pemohon
tidak dicatatkan, sesungguhnya adalah karena mereka pada saat itu belum
memenuhi ketentuan usia perkawinan sebagaimana telah diatur pada Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian dalil posita yang disampaikan dalam permohonnya,
para Pemohonan menyampaikan pefitum sebagaimana terurai dalam kutipan
penetapan berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan
penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pakka’ bin Rukka)
dengan Pemohon II (Jira binti Sending) yang dilaksanakan pada bulan
Agustus 2003 di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu
Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Subsider:
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain
dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-
adilnya;
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Selanjutnya, dalam penetapan tersebut dinyatakan bahwa untuk
memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II
mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ------------- , NIK: -=------—-
tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dmas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti
tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda
bukti P1;

2. Fotokopl Kartu Tanda Penduduk atas nama ------------- , NIK ----------- ,
tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti
tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi
tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -------------- , NO. ——————-omm -
tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dlnas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti
tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda
bukti P3;

Alat bukti P1, P2, dan P3 sebagai akta otentik yang memuat penjelasan
mengenai tempat tinggal para pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Makale dan juga memuat keterangan tentang agama para
pemohon vyaitu Islam sebagai dasar bahwa Pengadilan Agama Makale
berwenang mengadili perkara permohonan isbat nikah tersebut baik secara
relatif maupun absolut.

Selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan bahwa
Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan telah memenuhi syarat
formiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912

KUHA Perdata, masing-masing:
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1) Saksi I: Ahmad Basri bin Saing, umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan
Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraj. Saksi I dalam persidangan
menyampaikan beberapa hal pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, keduanya adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon
II dilangsungkan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon Il menikah dengan tata cara
agama Islam dari keluarga Pemohon I pada tahun 2003;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, namun saksi
tidak tahu status Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan
darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat
menjadi penghalang/larangan menikah;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan
tetap beragama Islam sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah
sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun,
bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa di desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, tidak
diperbolehkan laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan
perkawinan untuk tinggal dalam satu rumabh;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah;

2) Saksi II: Herlina binti Rasmin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan,
Kabupaten Tana Toraja. Saksi II yang diperiksa terpisah dalam persidangan juga
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka pasangan suami istri;

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon 1II;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah dari keluarga
Pemohon II pada tahun 2003;

- Bahwa menurut cerita keluarga, pernikahan Pemohon I dan Pemohon Il
dilakukan dengan cara Islam;
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- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berstatus perawan, akan tetapi
saksi tidak tahu status Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan
darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat
menjadi penghalang/larangan menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai
sekarang tetap beragama Islam;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I
dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai
sekarang;

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan
telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah
menjadi hukum, hanya laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan
perkawinan yang diperbolehkan hidup satu rumabh;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan
pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan
dengan dalil dalam permohonan para Pemohon, dapat diuraikan bahwa:

1) Keterangan saksi, baik Saksi I maupun Saksi II tidak membuktikan dalil
permohonan yang diajukan para Pemohon yakni terhadap dalil nomor 1, dalil
nomor 2 dan dalil nomor 4. Dalil nomor 1 dan dalil nomor 2 adalah merupakan
dalil pokok yang harus dibuktikan. Saksi secara jelas menyatakan tidak hadir pada
saat perkawinan para Pemohon dilangsungkan sehingga jelas tidak dapat
menguraikan tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon.

2) Keterangan kedua saksi sesuai dan dapat membuktikan dalil permohonan
para Pemohonan, yakni dengan dalil nomor 3, dalil nomor 5 sampai dengan dalil
nomor 8.

Meskipun jelas keterangan saksi-saksi sebagaimana dikemukakan di atas
tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok yang harus dibuktikan oleh para
Pemohon, namun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan hal-

hal sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah menerangkan yang
pada pokoknya bahwa kedua saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan
Pemohon II menikah, hanya saja kedua saksi mendapat cerita dari keluarga
bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada
tahun 2003 dan kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan
Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda dan
atau hubungan yang dapat menghalangi pernikahan serta selama menikah
tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon
II dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama
Islam, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak
serta sudah menjadi kebiasaan di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan
Pemohon II, laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan
perkawinan dilarang untuk tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menghadiri atau
menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi
kedua saksi mengetahui sendiri bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon
IT hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan, sehingga dari
keterangan kedua saksi tersebut dapat diduga bahwa Pemohon I dan
Pemohon II telah benar melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah
sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri
dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg,
keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab
maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah
bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan
rukun sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al-Muhtaj juz II terdapat
ketentuan yang berbunyi:

S5 o S Al Bl S s

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil
baligh, menurut gaul jadid".
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Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan
dari seorang wanita yang telah 'aqil baligh atas pernikahan yang telah
dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan).

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1)
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah
perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi
orang yang beragama Islam telah diatur dalam Pasal 14 dengan Pasal 44
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahui status
hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan
bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan
yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah
memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I
dan Pemohon II, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim
mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II".

Alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dalam
persidangan, berdasarkan uraian dalam penetapan tersebut adalah merupakan
bukti yang menerangkan tentang fakta adanya perkawinan kedua pemohon.
Namun keterangan kedua saksi yang dikemukakan dalam persidangan jelas
menyatakan bahwa kedua saksi tidak hadir pada saat kedua pemohon
melaksanakan perkawinan. Kedua saksi menyatakan hanya mengetahui dari
keluarga masing-masing pemohon, sehingga kesaksian kedua saksi hanya
bersifat de auditu (istifadah).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, alat bukti yang dijadikan
dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah
tersebut hanyalah saksi de auditu dan pengakuan pemohon II (isteri). Irham Riad,

S.H.I., M.H.I., menjelaskan tentang saksi de auditu (istifddah) bahwa pada

prinsipnya dalam persidangan hakim tetap berpegang pada syarat materiil saksi
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yaitu mengetahui, melihat dan mendengar langsung. Akan tetapi dalam kasus
dimana pemohon yang pernikahannya dilangsungkan sekian puluh tahun yang
lalu, sehingga sulit untuk menemukan dan menghadirkan saksi yang memenuhi
syarat materiil, maka hakim beralih kepada saksi berdasarkan pertimbangan
sosiologis, yaitu saksi yang meskipun tidak hadir dan melihat langsung
perkawinan itu dilangsungkan, tetapi dia mengetahui berdasarkan apa yang ia
dengar dari orang lain. Saksi juga dapat menerangkan tentang keadaan rumah
tangga pemohon yang senantiasa rukun, tetap dalam agama Islam dan tidak ada
yang mempersoalkan mereka hidup bersama karena dianggap telah menikah.’

Penjelasan yang sama tentang alat bukti saksi de auditu (istifadah)
diutarakan oleh Hafidz Umami, S.H.I., beliau menegaskan bahwa penerapannya
tidak pada perkawinan yang peristiwanya belum terlalu lama.®

Adapun tentang alat bukti berupa pengakuan pemohon (isteri), Hafidz
Umami, S.H.I.,, berbeda pendapat dengan Irham Riad, S.H.I., M.H.I., Ketika
ditanya tentang alat bukti berupa pengakuan, Hafidz Umami, S.H.I., menyatakan
relevan dan dapat menjadi alat bukti dalam perkara permohonan isbat nikah,
sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam qau! jadid, yang dikutip dari Kitab
Mughni al-Muhtaj juz II.” Sementara itu Irham Riad, S.H.I, M.H.I. menyatakan

bahwa pengakuan dalam sidang perkara permohonan isbat nikah tidak relevan

dijadikan sebagai alat bukti.®

*Irham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Wawancara, tanggal
15 Juli 2020.

SHafidz Umami, Hakim Pengadilan Agama Makale, Wawancara, tanggal 20 Juli 2020.
"Hafidz Umami, Hakim Pengadilan Agama Makale, Wawancara, tanggal 20 Juli 2020.

*Irham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Wawancara, tanggal
15 Juli 2020.
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Terkait dengan pertimbangan hukum oleh hakim pada penetapan isbat
nikah Nomor: 36/Pdt.P/2016/PA.Mkl., di atas, Penulis dapat mengemukakan
analisis sebagai berikut:

1) Saksi de auditu (istifidah) dalam hukum acara perdata tidak memenuhi
syarat materiil saksi, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dan harus
dikesampingkan. Namun karena dalam hukum fikih terutama dalam pandangan
Mazhab Syafi', saksi de auditu (istifadah) dapat diterima sebagai alat bukti, maka
menurut Penulis, jika terdapat satu bukti yang kuat dan berkesesuaian, maka saksi
de auditu (istifadah) dapat dipertimbangkan. Syarat saksi de auditu (istifadah)
dapat diterima sebagai alat bukti ialah bahwa yang dipersaksikan itu adalah
tentang rukun dan syarat perkawinan.

2) Pengakuan tidak relevan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara
permohonan isbat nikah. Sebagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab
Al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu bahwa pengakuan adalah pernyataan tentang
adanya hak orang lain pada diri yang memberi pengakuan. Pengakuan tersebut
tentu diawali dari suatu klaim atau tuntutan. Pandangan tersebut mengisyaratkan
tentang adanya sengketa, sedangkan dalam perkara permohonan isbat nikah tidak
ada pihak yang bersengketa atau berlawanan hak. Pengakuan pemohon dalam
permohonannya tentang pernikahan yang telah dilakukan, itulah yang harus
dibuktikan.

3) Karena pengakuan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti perkara
permohonan isbat nikah, maka dengan demikian saksi de auditu (istifadah) jelas

harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti yang lebih kuat.
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4) Kesaksian utama yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti adalah
kesaksian tentang pelaksanaan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat,
bukan kesaksian tentang realitas hidup. Keterangan saksi bahwa:

n

.. selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak
pernah keluar dari agama Islam, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah
dikaruniai tiga orang anak serta sudah menjadi kebiasaan di sekitar tempat
tinggal Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki dan perempuan yang tidak
mempunyai ikatan perkawinan dilarang untuk tinggal dalam satu rumah."

Keterangan saksi tersebut tidak tepat dijadikan pertimbangan hukum
karena ketiadaan pihak yang keberatan tidak berarti sebagai sebuah pengakuan
tentang keabsahan perkawinan. Demikian pula tentang keterangan bahwa sudah
menjadi kebiasaan masyarakat yang melarang laki-laki dan perempuan tinggal
satu rumah tanpa ikatan perkawinan adalah bukan merupakan bentuk pengakuan
tentang keabsahan perkawinan secara hukum.

Pandangan demikian Penulis simpulkan dari realitas kehidupan
masyarakat Toraja termasuk yang beragama Islam, yang secara umum
memandang suatu perkawinan sekedar dari aspek formil saja. Masyarakat
cenderung menerima begitu saja ketika seorang laki-laki dan perempuan yang
datang dari suatu tempat dan mengaku telah menikah lalu tinggal menetap dalam
lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat tidak akan mempersoalkan apakah
benar mereka telah menikah secara sah atau belum. Sekiranya masyarakat peduli
terhadap keabsahan perkawinan baik secara formil maupun secara materiil, maka
tentu perkawinan tidak tercatat tidak akan mempunyai ruang untuk diakui dalam
masyarakat tersebut.

Selain itu, perkawinan adat dalam masyarakat Toraja membenarkan

seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama, ketika keluarga kedua belah
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pihak telah saling menerima dalam suatu pertemuan adat. Menurut Penulis, sikap
tersebut sangat berpengaruh terhadap sikap masyarakat yang tidak
mempersoalkan pemenuhan syarat formil dan materiil suatu perkawinan.
5) Hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab

maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah
bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

- Bahwa pernikahan Pemohon [ dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan
rukun sebuah pernikahan;

Pernyataan hakim tentang fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan, menurut Penulis
adalah merupakan kesimpulan yang keliru karena tidak ada bukti yang
menerangkan tentang hal tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon
dalam persidangan sama sekali tidak memberikan kesaksian tentang terpenuhinya
syarat dan rukun perkawinan para pemohon. Kesaksian saksi hanya berupa
keterangan tentang adanya peristiwa perkawinan berdasarkan cerita keluarga para
pemohon. Keterangan bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah
secara Islam berdasarkan cerita keluarga tidak menguraikan secara jelas dan detil
terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan para Pemohon sebagaimana telah

diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang



125

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum
Islam.

Keterangan tentang rukun dan syarat perkawinan hanya dikemukakan
dalam dalil posita permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Posita dalam
permohonan pemohon bukan alat bukti tetapi justru merupakan dalil yang harus
dibuktikan dalam persidangan.

6) Pertimbangan hukum selanjutnya adalah sebagaimana berikut ini:
Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahui status
hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan
bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan
yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah
memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Penulis berpandangan bahwa tujuan dari isbat nikah adalah untuk
mengetahui status hukum dari suatu pernikahan sebagaimana dikemukakan dalam
pertimbangan hukum tersebut, justru tidak tercapai dengan konstruksi
pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam penetapan
mengabulkan permohonan Pemohon. Status hukum yang harus dipastikan melalui
isbat nikah, menurut Penulis adalah keabsahan perkawinan yang telah terjadi
berdasarkan norma hukum perkawinan yang berlaku bagi orang yang beragama
Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam. Penerapan pertimbangan hukum yang keliru tentu akan berakibat pada
penetapan yang tidak tepat pula.

Pertimbangan hukum yang menerima kesaksian saksi de auditu (istifadah)
dan pengakuan pemohon II (isteri) sebagai alat bukti, selain pada penetapan

Nomor: 36/Pdt.P/2016/PA.Mkl., Penulis juga menemukan pertimbangan yang

sama diterapkan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada penetapan:
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1) Nomor: 32/Pdt.P/2016/PA.MKI.

2) Nomor: 4/Pdt.P/2017/PA.MKL

3) Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.MKkI.

4) Nomor: 8/Pdt.P/2018/PA.MKI.

5) Nomor: 18/Pdt.P/2018/PA.MKL

6) Nomor: 3/Pdt.P/2019/PA .MKI.

7) Nomor: 22/Pdt.P/2019/PA.MKI.

8) Nomor: 31/Pdt.P/2019/PA .MKI.

Penyimpangan dari norma hukum pembuktian, khususnya syarat materiil

dan formil alat bukti yang ditemukan oleh Penulis dalam bentuknya yang lain

adalah menjadikan dokumen kartu keluarga dan kesaksian saksi de auditu

(istifadah) sebagai alat bukti. Kartu keluarga dijadikan alat bukti bersama dengan

kesaksian dua orang saksi de auditu (istifidah) ditemukan pada Penetapan

Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.MkI. Penggalan isi penetapan tersebut antara lain

berbunyi:

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ------------------ N.LK.:
7318022606680001 tanggal 05 Februari 2013 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis
diberi tanda bukti P.1;

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ---------------- N.IK. :

7318027112800015 tanggal 05 Februari 2013 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis
diberi tanda bukti P.2;

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama = --------------—-- Nomor:
7318021805070607 tanggal 12 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan dan
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sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi
tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah

menghadirkan bukti saksi-saksi.

Saksi | yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam
persidangan memberi keterangan bahwa :

"Saksi tidak hadir pada prosesi pernikahan para Pemohon namun saksi
mendengar dari cerita para tetangga ketika itu, jika Pemohon I dengan
Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 juni 1993 di
kecamatan Masanda kabupaten Tana Toraja;

Begitupun dengan Saksi Il yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon
II dalam persidangan, juga memberi keterangan bahwa:

"Saksi tidak hadir pada acara pernikahan para Pemohon namun saksi
mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama
Islam pada tanggal 10 juni 1993 di kecamatan Masanda kabupaten Tana
Toraja

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum dinyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang
hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut
telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Berdasarkan penggalan Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.MKkI. di atas
diuraikan bahwa:

1) Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dalam persidangan

menyatakan tidak hadir pada saat perkawinan para pemohon dilangsungkan. Oleh

karena itu kualitas kesaksian kedua saksi hanya sebagai saksi de auditu.
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Kedudukan saksi de auditu (istifadah) dalam hukum pembuktian telah diuraikan
sebelumnya.

2) Uraian pertimbangan hukum, kartu keluarga an. pemohon I yang diberi
tanda bukti P.3. dijadikan sebagai bukti tentang hubungan hukum antara pemohon
I dan Pemohon II dan dinyatakan mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat.

Kartu keluarga menurut Penulis tidak relevan sebagai alat bukti perkara
permohonan isbat nikah, karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil
sebagai alat bukti. Mengutip pandangan Najmuddin sebagaimana telah
dikemukakan sebelumnya, keberadaan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan
siri yang menerangkan hubungan keduanya merupakan pelanggaran hukum.
Secara logika, bagaimana mungkin kartu keluarga dijadikan alat bukti pengesahan
perkawinan pasangan yang melakukan perkawinan tidak resmi atau tidak tercatat,
padahal justru salah satu syarat untuk membuat kartu keluarga adalah kepemilikan
akta perkawinan atau buku nikah. Aturan tentang syarat pembuatan kartu keluarga
jelas diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Penetapan yang mengabulkan permohonan dengan pertimbangan hukum
sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas tidak menegakkan dan menerapkan
prinsip dan sistem pembuktian sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap.
Prinsip pembuktian yang pertama adalah bahwa pembuktian harus berdasarkan
alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ke dua, nilai kekuatan

pembuktian yang sah harus mencapai batas minimal pembuktian, dan ke tiga, alat
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bukti yang sah hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan
syarat materiil. Oleh karena itu Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.Mkl. dan
setiap penetapan yang serupa dengan itu merupakan penetapan yang cacat hukum
karena tidak memenubhi prinsip dan sistem pembuktian.

3. Penetapan isbat nikah dan upaya mencegah dan menekan perkawinan tidak
tercatat

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang memiliki legalitas
berdasarkan hukum, diperoleh dengan mengikuti ketentuan dan melalui proses
yang telah ditetapkan. Banyaknya perkawinan tidak tercatat, yang tergambar pada
banyaknya jumlah perkara permohonan isbat nikah di pengadilan agama,
khususnya Pengadilan Agama Makale merupakan indikator belum dipatuhinya
aturan hukum tentang pencatatan perkawinan secara maksimal.

Isbat nikah yang menjadi salah satu bentuk jalan memperoleh legalitas
perkawinan, sesungguhnya bukan bentuk yang ideal. Oleh karena itu, penanganan
perkara isbat nikah diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran
masyarakat dalam menaati aturan hukum pencatatan perkawinan. Harapan itu
dapat terwujud apabila ketentuan dan prosedur penanganan perkara isbat nikah
diterapkan secara ketat.

Penerapan ketentuan dan prosedur penanganan yang ketat akan
membangun kesadaran masyarakat bahwa untuk memperoleh legalitas
perkawinan melalui isbat nikah ternyata lebih sulit, sehingga masyarakat berupaya
agar setiap perkawinan dicatatkan melalui proses yang resmi di Kantor Urusan

Agama Kecamatan.
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Pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah harus bersandar pada hukum
perkawinan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan turunannya,
Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Kualitas
penetapan yang dihasilkan oleh hakim akan tergantung pada penerapan norma-
norma hukum tersebut. Penulis meyakini jika dalam pemeriksaan perkara
permohonan isbat nikah, hakim menerapkan secara utuh norma hukum
perkawinan yang ada, kualitas penetapan yang dihasilkan akan mewujudkan
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pemohon. Ketika ketiga
tujuan hukum tercapai, maka kesadaran hukum masyarakat untuk menghindari
terjadinya perkawinan tidak tercatat akan tumbuh.

Efektivitas isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dalam mencegah dan
menekan perkawinan tidak tercatat dapat dianalisis dari 3 faktor yaitu substansi
hukum, struktur hukum dan kultur / kesadaran hukum masyarakat. Faktor
substansi hukum, aturan tentang isbat nikah masih menyisakan ruang penafsiran
oleh hakim dalam penerapannya. Penafsiran yang dimaksudkan terkait dengan
Pasal 7 ayat (3), huruf (e). Hakim pengadilan agama secara umum menerapkan
huruf (e) tersebut secara terpisah dari huruf sebelumnya. Menurut Irham Riad,
S.H.I, M.H.I.,, Pasal 7 ayat (3) tersebut tidak tegas sehingga memberi ruang
terbuka yang luas bagi masyarakat untuk dapat mengiisbatkan perkawinannya
yang tidak tercatat.’

Pandangan yang dikemukakan oleh Irham Riad tersebut, mengandung arti

bahwa perkawinan siri / perkawinan tidak tercatat akan terus terjadi sepanjang

’Irham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Wawancara, tanggal
15 Juli 2020.
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aturan hukum tidak memberi batasan yang tegas. Adapun mengenai substansi
hukum perkawinan yang menjadi sandaran dalam pemeriksaan perkara
permohonan isbat nikah, menurut Penulis telah cukup jelas, rinci dan tegas. Oleh
karena itu, meskipun aturan hukum tentang isbat nikah masih menyisakan ruang
multitafsir, sehingga hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa setiap perkara
permohonan isbat nikah yang diterimanya, namun jika norma hukum perkawinan
diimplementasikan dengan baik dan tegas, terjadinya perkawinan tidak tercatat
akan dapat dicegah dan ditekan.

Faktor ke dua yang berpengaruh pada efektivitas isbat nikah dalam
menekan perkawinan tidak tercatat adalah stuktur hukum atau penegak hukum,
dalam hal ini adalah hakim pengadilan agama. Substansi hukum yang kurang baik
sekalipun, tetapi ditegakkan dengan baik dan benar oleh hakim, akan
menghasilkan putusan / penetapan yang baik. Sebaliknya, meskipun susbstansi
hukum sudah sangat baik, tetapi tidak diterapkan dengan baik oleh hakim, maka
akan menghasilkan putusan / penetapan yang buruk. Penentu dalam hal ini
menurut Penulis adalah kualitas pribadi hakim, baik kualitas dalam arti
kemampuan pengetahuan maupun kualitas dalam arti komitmen hakim dalam
menegakkan hukum.

Kualitas penegak hukum / hakim dapat diukur dari kemampuan dan
komitmennya menerapkan hukum dalam memeriksa suatu perkara hingga putusan
atau penetapan yang dihasilkan. Berdasarkan analisis terhadap penerapan norma
hukum pada penetapan Pengadilan Agama Makale dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa

hakim tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan norma hukum
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perkawinan dalam pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah. Hakim juga
mengabaikan norma hukum acara terutama dalam penerapan norma tentang
pembuktian dan alat bukti. Hakim justru berupaya untuk mencari cela agar
permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Akibat dari rendahnya komitmen hakim dalam menangani perkara
permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, Penulis menemukan
indikasi bahwa isbat nikah telah dijadikan sebagai jalan alternatif legalisasi
perkawinan oleh masyarakat. Indikator tersebut dapat disimpulkan dari data yang
telah disajikan dalam beberapa tabel pada sub bab sebelumnya.

Pada tabel 4.1. tentang jumlah permohonan dan penetapan isbat nikah di
Pengadilan Agama Makale tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, diketahui
bahwa angka perkara permohonan isbat nikah tidak mengalami penurunan, tetapi
justru cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka perkara
permohonan isbat nikah tersebut apabila dihubungkan dengan data tahun
terjadinya perkawinan sebagaimana disajikan pada tabel 4.4., diperoleh informasi
bahwa ternyata perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat terus terjadi. Angka
peristiwa perkawinan tidak tercatat yang diisbatkan di Pengadilan Agama Makale
didominasi oleh peristiwa perkawinan yang terjadi dua dekade terakhir.

Data perkara isbat nikah berdasarkan tahun terjadinya peristiwa
perkawinan pada tabel 4.4. apabila diteliti lebih dalam lagi terkait indikasi
dijadikannya isbat nikah sebagai jalan alternatif legalisasi perkawinan, dapat
dikaji dari data pada tabel 4.5. tentang interval perkawinan dan isbat nikah di
bawah 5 tahun. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh data sebesar 18 peristiwa

perkawinan tidak tercatat yang diisbatkan di Pengadilan Agama Makale dengan
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interval di bawah 5 tahun. Ada 6 peristiwa di antaranya yang diisbatkan dengan
interval 0-2 tahun. Terdapat 2 perkara yang interval antara peristiwa perkawinan
dengan pengajuan permohonan isbat nikah hanya 8 bulan.

Berdasarkan analisis yang lebih rinci terhadap 18 perkara permohonan
isbat nikah dengan interval di bawah 5 tahun tersebut dapat dikemukakan temuan-
temuan sebagai berikut:

a. Alasan perkawinan tidak tercatat yang dikemukakan oleh para pemohon
dalam dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1) Karena kelalaian sendiri 8 perkara,

2) Karena kelalaian petugas 3 perkara,

3) Karena tidak memiliki biaya 4 perkara, dan

4) Karena kendala administrasi 3 perkara.
b. Kondisi salah satu pemohon dalam keadaan hamil pada saat perkawinan
dilangsung ditemukan pada 6 perkara dan 1 perkara dalam keadaan telah memiliki
anak sebelum melangsungkan perkawinan yang berarti telah hidup bersama
sebelum menikah.
c. Terkait dengan pelaku yang membantu pelaksanaan perkawinan atau
pelaksana, ditemukan ada 4 perkara oleh satu oknum yang sama, dan 2 perkara
lainnya juga oleh oknum yang sama.

Temuan-temuan tersebut apabila dihubungkan antara satu dengan lainnya,
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan-alasan perkawinan tidak tercatat
yang dikemukakan oleh para pemohon hanyalah merupakan bentuk pembenaran
dari kesengajaan lari dan menghidari dari aturan hukum pencatatan perkawinan.

Apabila dianalisis berdasarkan posita dalam permohonan dan keterangan-
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keterangan para saksi dalam persidangan yang diuraikan dalam pokok perkara,
alasan sebenarnya para pemohon melakukan perkawinan siri adalah karena
kondisi tertentu yang sangat mendesak dan tidak memungkinkan apabila
kehendak perkawinan mereka didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama
Kecamatan.

Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi di Kantor Urusan Agama
Kecamatan memerlukan waktu yang lama, sementara perkawinan mereka harus
segera untuk dilaksanakan. Kondisi seperti perempuan dalam keadaan hamil atau
karena menghindar dari keluarga salah satu pihak yang tidak merestui karena
perpindahan agama atau kedua-duanya adalah menjadi alasan utama.

Keberadaan oknum yang bersedia menyelenggarakan prosesi perkawinan
tanpa memperhatikan rukun dan syarat perkawinan, juga merupakan faktor yang
mendukung perkawinan siri terus terjadi dan menjadi pilihan masyarakat yang
menginkan pelaksanaan perkawinan secara instan. Temuan adanya oknum yang
menjadi pelaksana prosesi perkawinan tidak tercatat, apabila dikaitkan dengan
proses penyelesaian perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama
Makale yang mengabaikan penerapan norma hukum perkawinan, memiliki
korelasi yang sangat kuat. Oknum pelaksana terus menjalankan kebiasaannya
karena menemukan solusi atas perbuatannya yaitu melalui pengajuan permohonan
isbat nikah di Pengadilan Agama Makale.

Bukti kongkrit dari korelasi antara kondisi keterdesakan pelaku
perkawinan tidak tercatat, keberadaan oknum pelaksana dan rendahnya kualitas

hakim, dengan indikasi isbat nikah telah dijadikan sebagai jalan alternatif
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legalisasi perkawinan, tergambar secara utuh pada data tabel 4.5. Apabila ditarik
masing-masing satu sampel penetapan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
akan ditemukan konstruksi perkara sebagai berikut:

a. Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2016/PA.MKI.

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juli 2015,
dinikahkan oleh oknum bernama "M.A.S." yang dikonstruksikan sebagai imam
masjid kampung sebagai wali hakim karena ayah Pemohon II (isteri) tidak
beragama Islam. Pemohon I berumur 32 tahun dengan status duda cerai dan
pemohon II berumur 19 tahun dengan status perawan. Perkawinan para Pemohon
tidak tercatat karena petugas yang dipercayakan tidak meneruskan ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki
umur 18 bulan (1 tahun 6 bulan). Permohonan isbat nikah para Pemohon diajukan
ke Pengadilan Agama pada 15 Agustus 2016.

b. Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 November 2014,
dinikahkan oleh oknum bernama "M.A.S." yang dikonstruksikan sebagai
Pembantu PPN dengan wali nikah saudara kandung karena ayah sakit. Pemohon I
berumur 31 tahun dengan status jejaka dan pemohon II berumur 18 tahun dengan
status perawan. Perkawinan para Pemohon tidak tercatat karena lalai mengurus ke
Kantor Urusan Agama Kecamatan. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak
laki-laki umur 2 tahun. Permohonan para Pemohon diajukan ke Pengadilan
Agama pada tanggal 04 September 2017.

c. Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA.MKI.
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Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 2017,
dinikahkan oleh oknum bernama "S" yang dikonstruksikan sebagai imam masjid
kampung sebagai wali hakim karena ayah Pemohon II (isteri) tidak beragama
Islam. Pemohon I berumur 23 tahun dengan status duda cerai dan pemohon II
berumur 23 dengan perawan. Perkawinan para Pemohon tidak tercatat karena
tidak ada biaya untuk mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Para
Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 5 bulan. Permohonan
para Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama pada tanggal 19 Maret 2018.

d. Penetapan Nomor: 02/Pdt.P/2019/PA.MKI.

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Maret 2017,
dinikahkan oleh oknum bernama "M.B.P" yang dikonstruksikan sebagai imam
masjid kampung dengan wali nikah ayah kandung. Pemohon I berumur 18 tahun
dengan status jejaka dan pemohon II berumur 17 tahun dengan status perawan.
Perkawinan para Pemohon tidak tercatat karena tidak cukup umur. Para Pemohon
telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 1 tahun 1 bulan. Permohonan para
Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama pada tanggal 15 Januari 2019.

Konstruksi perkara pada keempat sampel penetapan tersebut di atas
memberi gambaran tentang latar belakang para pemohon melakukan perkawinan
tidak tercatat adalah kondisi keterdesakan. Pemohon II (isteri) dalam keadaan
hamil. Tiga perkara di antaranya terhalang oleh syarat usia perkawinan dan
kondisi sosiologis keluarga karena perpindahan agama.

Latar belakang perkawinan tidak tercatat sebagaimana diuraikan di atas,
tidak menjadi pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara. Keadaan

perempuan yang hamil sebelum menikah mesti dipastikan sebab kehamilannya
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memang betul dengan laki-laki yang menikahi sesuai dengan ketentuan hukum
Islam. Kepastian tersebut dibutuhkan karena terkait dengan keabsahan perkawinan
dan hubungan nasab anak yang dilahirkan.

Kendala syarat usia menikah, juga tidak menjadi pertimbangan dalam
mengabulkan permohonan isbat nikah. Sebagai contoh adalah Penetapan Nomor:
2/Pdt.P/2019/PA.Mkl.  Dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam
permohonannya bahwa mereka tidak memiliki buku nikah karena pada saat
menikah pada tanggal 19 Maret 2017 mereka belum cukup umur. Pada saat itu
pemohon I (suami) berumur 18 tahun dan pemohon II (isteri) berumur 17 tahun.
Kemudian mereka mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama
Makale dan permohonan tersebut teregister pada tanggal 15 Januari 2019.

Apabila dihitung, antara pelaksanaan perkawinan dengan pengajuan
permohonan isbat nikah hanya berjarak 1 tahun 10 bulan, maka keduanya juga
masih belum mencapai umur 21 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan telah mengatur usia perkawinan yaitu 21 tahun. Seseorang
yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin orang tua.

Pengabaian oleh hakim terhadap syarat-syarat dan prosedur pencatatan
perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, tentu akan memberi kesan adanya
perbedaan aturan hukum perkawinan yang berlaku di Kantor Urusan Agama
Kecamatan dan yang diterapkan di pengadilan agama. Aturan hukum di
pengadilan agama lebih mudah dari aturan yang berlaku di Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang harus melalui berbagai macam pemeriksaan dan penelitian.
Kesan tersebut menurut Penulis, akan semakin menurunkan tingkat kesadaran dan

ketaatan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan secara resmi melalui Kantor
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Urusan Agama Kecamatan dan juga mengesankan adanya ambiugitas hukum
pencatatan perkawinan.

Masyarakat akan memandang bahwa tidak penting mencatatkan
perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang harus melalui banyak
proses. Masyarakat akan merasa cukup dengan perkawinan siri dan ketika
memerlukan bukti legalitas barulah mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama.
Masyarakat dibuat tidak sadar, bahwa kondisi sebuah perkawinan yang tidak
tercatat sangat rentan dengan masalah di kemudian hari. Suatu ketika, apabila ada
salah satu pihak tidak bertanggung jawab maka pihak yang dirugikan tidak dapat
mempertahankan haknya. Pihak yang paling rentan dirugikan adalah isteri dan
anak-anaknya.

Legalisasi perkawinan melalui proses isbat nikah, menurut Penulis
sebenarnya juga masih menyisakan masalah. Perkawinan yang legalitasnya
diperoleh melalui isbat nikah akan menimbulkan kesan negatif di tengah
masyarakat. Masyarakat akan menjustifikasi perkawinan tersebut sebagai
perkawinan yang bermasalah meskipun secara syari’at benar. Selanjutnya dapat
berdampak secara psikologis terhadap anak-anak kelak di kemudian hari ketika
mereka mengetahui sejarah proses perkawinan orang tuanya yang tidak seperti

proses dilalui oleh orang lain.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumya, Penulis menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Makale telah menetapkan dan memutuskan sejumlah
116 perkara permohonan isbat nikah baik voluntair maupun contentious dalam
rentang waktu tahun 2016 sampai dengan 2019. Prosedur penanganan perkara
sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Secara umum proses penyelesaian
perkara permohonan isbat nikah sangat mudah, sehingga dari sejumlah perkara
tersebut, sebanyak 95 perkara dikabukan, ditolak 10 perkara, gugur 2 perkara dan
9 perkara dicabut oleh pemohon. Perkara yang ditolak penyebabnya hanya karena
ketidak sungguhan pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya.

2. Norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata tidak terimplementasi
dengan baik dan benar dalam proses pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah
sampai pada penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale. Hal demikian
bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1)Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Norma hukum
perkawinan yang tidak terimplementasi adalah:

a. Syarat usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2)

huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum Islam.
b. Syarat wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 22 dan 23 Kompilasi
Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1952 yang terakhir diubah dan diganti dengan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

Adapun aturan hukum acara perdata yang diabaikan dalam pemeriksaan
perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale adalah ketentuan
tentang alat bukti. Hakim keliru menerapkan alat bukti dalam persidangan seperti:
a. Menjadikan pengakuan pemohon sebagai alat bukti, sementara pengakuan
dalam perkara permohonan isbat nikah tidak relevan karena tidak ada unsur
sengketa di dalamnya.

b. Menerima dan menjadikan kartu keluarga sebagai alat bukti tertulis,
sementara keberadaan kartu keluarga secara hukum justru harus didasarkan pada
adanya akta nikah sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

c. Menerima dan menjadikan saksi de auditu sebagai alat bukti yang
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata.

3. Kualitas penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, tidak dapat
diharapkan mencegah dan menekan terjadinya perkawinan siri atau perkawinan
tidak tercatat di masyarakat. Alasannya ialah karena berdasarkan analisis terhadap
penetapan isbat nikah dari tahun 2016 sampai tahun 2019, penanganan perkara

permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale kurang memperhatikan
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aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Faktor penyebabnya ialah
karena:

a. Substansi hukum tentang isbat nikah masih multitafsir. Hakim menerapkan
Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai (e) tidak secara kumulatif tetapi secara terpisah.
b. Penegak hukum atau hakim tidak memiliki komitmen dalam menegakkan
hukum. Hakim memeriksa perkara permohonan isbat nikah, hanya berdasarkan
pada aspek formil perkawinan saja dan mengabaikan aspek materiilnya, sehingga
penanganan perkara permohonan isbat nikah terkesan sekedar sebagai proses

legitimasi formil.

B. Saran

Setelah melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari penelitian ini,
Penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1) Diperlukan adanya fatwa hukum dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia tentang penerapan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam agar ada
keseragaman penanganan perkara isbat nikah di pengadilan agama.

2) Perlu pembatasan yang tegas tentang syarat suatu perkawinan siri dapat
disahkan atau diisbatkan di pengadilan agama. Misalnya, perkawinan tidak
tercatat karena kesengajaan menghindari aturan hukum atau sengaja mengabaikan
aturan hukum, apalagi yang melawan hukum tidak dapat disahkan. Pembatasan
dimaksud dituangkan dalam suatu aturan hukum yang jelas, seperti melalui
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia.
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3) Hakim diharapkan dapat tegas menerapkan fungsi hukum sebagai kontrol
sosial, dengan benar-benar menerapkan hukum materiil dan formil dalam setiap
penetapannya. Hakim harus memberikan putusan berdasarkan dengan hukum,
sesuai dengan kehendak Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan
Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sanksi pidana
diterapkan baik terhadap pelaku maupun pelaksana perkawinan siri agar
kepastian hukum yang dibangun dapat terjamin. Demikian pula agar legitimasi
dan supremasi hukum menjadi nyata.

5) Sanksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sangat ringan dan tidak sesuai lagi
dengan kondisi, sehingga dekonstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran aturan
hukum pencatatan perkawinan perlu dilakukan. Dekonstruksi aturan sanksi pidana
pelanggaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan
melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan
Agama Bidang Perkawinan.

6) Kementerian Agama melalui jajaran Bimas Islam perlu melakukan
langkah koordinatif dengan mengajak pihak Pengadilan Agama dan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk duduk bersama menyatukan langkah dan

persepsi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terkait dengan
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pentingnya pencatatan perkawinan. Bimas Islam harus memastikan bahwa seluruh
aturan hukum dan prosedur pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan baik oleh
para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di masing-masing wilayahnya.
Pengadilan Agama memastikan ditegakkannya hukum dengan baik oleh hakim
dalam setiap pemeriksaan dan penyelesaian perkara isbat nikah. Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil harus memastikan tidak ada masyarakat yang
dapat memperoleh dokumen kependudukan jika tidak memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara
tetentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pakka’ bin Rukka, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Lembang Garassik,
Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana
Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon |,

Jira binti Sending, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Lembang Garassik,
Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana
Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Ii;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemchon | dan Pemohon Il serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus
2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA MkI.
pada tanggal 29 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada bulan Agustus 2003, Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah
secara Islam di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan,
Kabupaten Tana Toraja;
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2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah Saudara
kandung Pemohon Il bemama Juma' bin Sending, karena ayah kandung
Pemohon |l telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah,
masing-masing bemama Jolmi dan Irwan, dengan mas kawin berupa uang
sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dalam
usia 17 tahun, dan Pemohon |l berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah
dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek karena
para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan Akta Nikah;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup rukun
sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bemama:

1. Nurafni Rahmat Fadila binti Pakka’, umur 12 tahun;
2. Lisna binti Pakka’, umur 9 tahun;
3. Mutmainnah binti Pakka', umur 2 tahun;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan
perkawinan sampai sekarang tidak pemah bercerai maupun pindah agama
(Pemohon | dan Pemohon |l tetap beragama Islam);

8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah
tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi sekolah dan Akta
Kelahiran anak-anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berakuy;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai
berikut: :
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Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Pakka’ bin Rukka) dengan
Pemohon Il (Jira binti Sending) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2003
di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana
Toraja;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam
kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang
menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan
pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Makale selama 14 (empat belas) hari dan sampai perkara ini disidangkan tidak
ada pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh
para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya
tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pakka’, NK
7318160709850002, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja,
bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah
dicocokkan dengan aslinya, temyata cocok dengan aslinya, diberi tanda
bukti P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jira, NIK 731816501860001,
tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut
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telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan

dengan aslinya, temyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pakka’, No. 7318161805072096,
tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut telah diberi
meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya,
temyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon

Il juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan

dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. Ahmad Basri bin Saing, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan,
Kabupaten Tana Toraja:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, keduanya adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon | dan
Pemohon |l dilangsungkan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il menikah dengan tata
cara agama Islam dari keluarga Pemohon | pada tahun 2003;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka, namun saksi
tidak tahu status Pemohon Ii;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan
darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat
menjadi penghalang/larangan menikah;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Ii;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam dan
tetap beragama Islam sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dan Pemohon Il hanya sekali menikah
sampai sekarang dan tidak pemah bercerai;

- Bahwa selama pemikahan, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun,
bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;
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- Bahwa di desa tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon I, tidak
diperbolehkan laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan
perkawinan untuk tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah;

2. Herina binti Rasmin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan,
Kabupaten Tana Toraja:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka pasangan suami
istri;

- Bahwa saksi tidak menghadiri pemikahan Pemohon | dan Pemohon |f;

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il menikah dari keluarga
Pemohon Il pada tahun 2003,

- Bahwa menurut cerita keluarga, pemikahan Pemohon | dan Pemohon |
dilakukan dengan cara Islam;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon Il berstatus perawan, akan tetapi
saksi tidak tahu status Pemohon |;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan
darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat
menjadi penghalang/larangan menikah;

-  Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam dan sampai
sekarang tetap beragama Islam;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pemikahan Pemohon |
dan Pemohon |I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hanya sekali menikah sampai
sekarang;

- Bahwa selama menikah, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun dan
telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa di sekitar tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon Il sudah
menjadi hukum, hanya laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan
perkawinan yang diperbolehkan hidup satu rumabh;

Him. 5 dari 11 him. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mkl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik untuk selalu infe i paling kini den skurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk 1y publik, i dan

pelaksanaan fungsi pof-dm.'Namm dalam hakhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami parbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum fersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : k h goid Telp : 021-284 3348 (ext.318) Halaman 5




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |I bermaksud mengajukan
permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;
Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut,
Pemohon | dan Pemohon Il membenarkannya,

Bahwa, selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak ingin
mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada
intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup kiranya Majelis
Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini disidangkan atas
perintah Ketua Majelis telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan
Agama Makale dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan
permohonan tersebut, sehingga telah terpenuhi maksud dari Buku Pedoman
Pelaksaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku Il Edisi Revisi
Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dirtektur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il yang mengajukan
permohonan itsbat nikah beragama lslam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon | dan Pemohon

I meminta disahkan pemikahannya yang dilaksanakan secara Islam di
Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja
pada bulan Agustus 2003 yang dinikahkan oleh imam masjid yang bernama
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Rahim dengan menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon Il karena ayah
kandung Pemohon |l telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-
masing bernama Joimi dan Irwan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp
50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Pemohon I
dan Pemohon Il telah memohon itsbat nikah atas perkawinan yang telah
dilangsungkan oleh kedua belah pihak, maka sebagaimana maksud Pasal 7
ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan a quo
patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan itsbat
nikahnya, Pemohon | dan Pemohon |l telah mengajukan alat bukti berupa surat
yang diberi kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut
sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3, merupakan akta otentik, bukti
tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, dimana wilayah
tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, dan bukti
tersebut juga menjelaskan bahwa para Pemohon beragama Islam, sehingga
Pengadilan Agama Makale secara relatif maupun absolut berwenang
memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon
telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan
bukan orang yang di larang untuk didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal
172 R.Bg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912
KUHA Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah menerangkan
yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tidak hadir pada saat Pemohon | dan

Pemohon Il menikah, hanya saja kedua saksi mendapat cerita dari keluarga
bahwa telah terjadi pemnikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il pada
tahun 2003 dan kedua juga menerangkan bahwa antara Pemohon | dan
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Pemohon |l tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda dan
atau hubungan yang dapat menghalangi pemnikahan serta selama menikah
tidak ada pihak yang keberatan dengan perikahan Pemohon | dan Pemohon Il
dan keduanya tidak pemah bercerai serta tidak permnah keluar dari agama
Islam, bahkan Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai tiga orang anak serta
sudah menjadi kebiasaan di sekitar tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon I,
laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dilarang
untuk tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menghadiri atau
menyaksikan proses pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l, akan tetapi
kedua saksi mengetahui sendiri bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon |l
hidup bersama dalam satu rumah dan telah dikarunia anak dan disekitar tempat
tinggal Pemohon | dan Pemohon Il yang juga merupakan tempat tinggal kedua
saksi, tidak diperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan hidup dalam satu
rumah tanpa ikatan pernikahan, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut
dapat diduga bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah benar melakukan
pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diberikan di
bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya
sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di
atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg,
keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai bukti yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon |l telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab
maupun sesusuan yang menghalangi pemikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pemah
bercerai dan tetap beragama Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri;
- Bahwa permikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi syarat dan
rukun sebuah pemikahan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz Il terdapat
ketentuan yang berbunyi: .

Juda e 7 LSy Alad) Al )8 Jeda s

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh,
menurut qaul jadid ”

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari
seorang wanita yang telah ‘aqil baligh atas pemikahan yang telah dilakukannya
maka pemikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan).

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan
secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah
diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum lslam;

Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahui
status hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan
bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah, dan pemikahan yang
telah dilangsungkan oleh Pemohon | dan Pemohon |l tersebut telah memenuhi
rukun dari akad pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas. telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon |

dan Pemohon I, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan
permohonan Pemohon | dan Pemohon [I;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara
dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon,;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Pakka’ bin Rukka) dengan
Pemohon Il (Jira binti Sending) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2003
di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana
Toraja;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp
291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 22 September 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1437 Hijriah oleh kami Drs. liyas
sebagai Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.l. dan Rika Nur Fajriani Kartika
Dewi., S.H.l. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. llyas
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Hakim Anggota |, Hakim Anggota II,

Hafidz Umami, S.H.l. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.l
Panitera Pengganti,

Drs. Fakhruddin

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 200.000.00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00
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